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ABSTRAK
Hak Atas Kekayan Intelektual
Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Oleh: Akhmad Hulaify

Ditengah majunya peradaban dunia, keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKl)
dalam ranah hukum internasional merupakan jawaban dari sekian banyak masalah yang
muncul dalam kehidupan umat manusia. Kehadirannya bertuyjuan untuk melindungi hak-hak
kaum intelektual. Disamping itu keberadaannya dalam kehidupan manusia dapat membawa
dampak yang positift. Hal ini dikerenakan dengan keberadaannya yang tidak hanya
menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan akan tetapi juga dapat membawa dampak finansial
bagi pemilik karya intelektual tersebut. Konpensasi finansial inilah dalam ekonomi Islam
disebut sebagai harta kekayaan.

Penelitian ini mengkaji masalah yang ada dari literatur-litaratur yang berkaitan dengan
HaKlI sebagai harta kekayaan. Jenis penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian library
reseach (penelitian kepustakaan). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari empat macam yaitu; pendektian-normdtif, pendekatan sosiologis, pendekatan
historis dan pendekatan filosofis. Ke empat)pendekatan tersebut bertujuan untuk melihat lebih
dalam bagaimana keberadaan HaKlI sebagai havtaykekayaan dari perspektif ekonomi Islam
pada masa sekarang. Disamping itu, penelitian’ ini) bertujuan untuk melihat bagaimana
pengelolaan HaKI sebagai harta kekaydan, dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang
diperoleh dari literatur-literatur yang -telah “dikumpulkan kemudian di proses dengan
melakukan reduksi dan klasifikasi setelahitu dilakukan penarikan pola hubungan antara data
yang di temukan dengan inti masalah dari penelitian ini> Setelah proses tersebut dilakukan
baru data tersebut dianalis untuk mencari jawaban atas|permasalahan dari penelitian ini.

Setelah penelitian ini dilakukan ditemukan_adanya-kesepahaman terhadap kedudukan
HaKlI sebagai harta kekayaan dalam sudut pandang ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam
kepemilikan terhadap harta \kekayaan , mendapat perhatian penting. Harta kekayaan
merupakan salah satu bagian davi lima/hal yang wajibuntuk dilindungiy Lima hal tersebut
terdiri dari perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta benda. Harta
dalam istilah ekonomi Islam mempunyai'makna sesiiatu yang mempunyai nilai (al-gimah) dan
manfaat (al-mamja’ah). Dari sini keberdaan "HaKl telah terakomodir dengan adanya kedua
unsur tersebut. Dimana dalam gkensep-HaKl-juga terkandung ynsur harta dan manfaat dari
sebuah karya Intelektual. Dengan demikion HaKI merupakan salah\satu bentuk harta dalam
konsep ekonomi Islam.”

Dengan demikian kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi
Islam diperlukan adanya pengelolaan agar bisa mendatangkan kebaikan dan keselamatan
(maslahah) dalam kehidupan umat manusia. Pengelolaan disini terdiri dari prinsip sirkulasi,
prinsip penjagaan, dan prinsip keadilan. Disamping itu pengelolaan terhadap HaKI
mencakup tentang pengembangan iptek dengan berbasis aqidah, jaminan hak dasar anggota
masyarakat serta penjagaan literatur.

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman
masyarakat terhadap keberadaan HaKI, bahwasanya HaKI bukan sebagai alat untuk
melindungi kepentingan kaum Kapitalis melainkan sebagai sarana untuk memajukan
peradaban dalam kehidupan ini serta terhindar dari ke-mudharatan (kerusakan). Dengan
adanya pemahaman tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagian hidup (al-
Jalah) di dunia dan akhirat .

Kata kunci: Hak atas Kekayaan Inelektual, hak milik, harta, perspektif ekonomi Islam.
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Abstract
HaKl (the rights of Intellectual Property)
As the property of wealth in the Perspective of Islamic Economic
By: Akhmad Hulaify

Among to the progression of civilization in the world, the existence of HaKI
in the domain of international law is the answer of many emerging issues of the
human life. Its presentation aimed for protecting the rights of intellectual
communities. Besides it can creates the positive impacts. This was because of its
existence that hold scientific values in the high esteem, rather than it can also
creates the financial impact to the owner of the intellectual works.

This study examines the providing issues of the literatures related to HaKI
as a property of wealth. The type of the study is classified in library research
(literature research). By using of normative, historical, sociological and
philosophy approaches, the study is aimed to know more deeper of how the HaXI
existence as a property of wealth in“the perspective\of Islamic economic at the
recent time. Meanwhile, the other purposes of the study also to know how is the
HaKI management as a property of wealth dfi the perspective of Islamic economic.
After the datas which contain of| all related informations are obtained and
collected, processed by performing the reduction and classification, and gained
the relationship between the founded-data and the méin problem of the study, will
be analyzed in order to find the answers.

The results of the study show-thatdhere _are some relationship of HaKIl
existence as a property of wealth jin.the|perspectivé of Islamic economic. An
Islamic economic discipline, pays more attention to-the ownership of property of
wealth. The property of wealth is the one of the five parts that must be protected
(al-kulliyatul khams).yThose, five\parts-contain) of the protection@©f religion, life,
reason, courtesy and“property. Property-in thé~Islamic économic term means
something that valuable (al-qimah)-and useful (al-manfa’ah). The existence of
HaKlI have already accommodated by)the existence of the two elements, which in
the HaKl concept is also included the elements of benefit and property of an
intellectual work. Thereby, (the HaKl (is one, form.of property in the concept of
Islamic economic.

Thus, the existence of HaKlI as a property of wealth in the Islamic economic
perspective needs to a good management in order to represent the salvation
(maslahah) and kindness of human life. Here, the management composed of,
circulation, preservation and justice principles. Besides, includes the development
of science and technology based on aqidah, the fundamental right warranty jfor
the society and literature preservation.

The result of the study aimed to provide a comprehensive information and
understanding to the society about the existence of HaKl, that it was not a tool to
protect the interest of capitalist, but as a facility to present a civilization in the
world, and avoid the depravity (mudharat). This comprehension convinced as
medium to gain happiness (al-falah) in the world and hereafter.

Keywords: the right of intellectual property, property, wealth, perspective of
Islamic economic.



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik yang sesungguhnya dan
mutlak atas alam semesta. Dia adalah pemberi rezki kepada segala apa yang ada
di alam semesta ini. Hanya Allah-lah yang bisa melimpahkan kepada manusia
setiap hak atas pemiliknya. Ia memberikan wewenang kepada manusia untuk
mengatur barang-barang yang ada |di muka bumi ni, sebagaimana peranannya
sebagai khalifah Allah. Kesejahteraan'tidak berhenti‘pada benda itu sendiri, tetapi
sebuah tujuan agar manusia bisa -Secara| efektif ;mempertanggung jawabkan
perannya sebagai khalifah Allah.

Hak milik itu, oleh Allah, secara alamiah telah ditetapkan tujuan
penggunaannya dan seluruh, makhluk-menjadi ‘milik Allgdh\ Yang Maha Esa,
kemudian dikaruniakan oleh Allah s€lurtih alam, besertal isinya untuk kepentingan
manusia.' Setiap orang diberi kuleluasaan untuk.memiliki dan menggunakan hak
dan materi yang di peroleh. Disamping itu juga, karunia berupa hak milik
merupakan sebuah ujian atas ketaatan hamba-Nya.

Dalam Islam, kewajiban datang lebih dahulu, baru datang kemudian
adalah hak. Setiap individu, masyarakat dan negara mempunyai kewajiban
tertentu. Sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban itu setiap orang memperoleh
hak-hak tertentu. Setiap individu, tak disangsikan lagi, merupakan titik utama dari

pelaksanaan hak dan kewajiban itu, dan secara langsung harus mempertanggung

1 A. A Islahi, Konsepsi Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, alih bahasa oleh Anshari Thayib,
(Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 134



Jjawabkan kepada Allah SWT atas setiap perbuatannya. Manusia sebagai makhluk
sosial, seluruh materi dan aspirasi spiritualnya membutuhkan usaha bersama
untuk mewujudkannya. Kemajuan materi, perubahan social, kestabilan politik dan
perdamaian,seperti juga pendidikan, regenerasi moral, merupakan sisi lain dari
ketertiban individu.

Menurut Ibnu Taimiyah penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh
tidak bertentangan dengan syariat. Hak milik itu, bagi Ibn Taimiyah adalah sebuah
kekuatan yang didasari atas syariat ntituk menggunakan subjek, tetapi kekuatan itu
sangat bervariasi bentuk dan tingkatnyal” Misaliya_sesekali kekuatan itu sangat
lengkap,schingga pemilik benda >itu berhak menjual atau memberikan,
meminjamkan atau menghadiahkan, mewdriskan-atau menggunakannya untuk
tujuan produktif. Tetapi, dilain waktu, kekuatan itu tak lengkap, karena hak dari si
pemilik itu terbatas. | Pénibahiasan jbai-Taimiyah, tak|dibatasi®leh hak milik
pribadi, juga mencakup pemilikan oleh masyarakat maupun negara.

Secara historis, wacana tentang HaKI muncul karena ada permasalahan
yang dihadapi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Barat atau lebih khusus lagi
Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada beberapa kawasan yang bertradisi non-
Barat, seperti Islam, Buddha, dan Konfusius, wacana tentang HaKI tersebut
kurang begitu populer. Ini bukan berarti karena peradaban mereka kalah maju,
tetapi lebih karena pandangan hidup (weltanschauung) yang berbeda.?

HaKI pada awalnya lahir sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia

(human rights). Kesadaran hak-hak dasar yang dimiliki manusia muncul di Barat

2 bid., hal.137.
? http://www.haki lipi.go.id/utama.cgi.artikel/accessed 17 Maret 2007.



pada abad ke-13.* Isu tentang kepemilikan (property) pun berkembang sejalan
dengan perkembangan konsep hak asasi. Bermula dari semangat pada era
pencerahan (renaissance), yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan
revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuan Barat
semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (intellectual
property rights). Yakni diawali dengan hak paten, hak cipta, dan kemudian
berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern seperti sekarang ini.

Pada akhir abad ke-20 hinggd saat ini, HaKI menjadi lebih serius karena
menyangkut kepentingan ekonomi |global (kapitalisme). Berbeda dengan negara-
negara Timur, pandangan Barat tentang sebuah karya|adalah sebuah keuntungan
ekonomi. Karena itu, ketika aspek ekonomi’ dan.hak milik intelektual terganggu,
negara Barat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan penerapan aturan
tentang hak kekayaanjintelektial'di negara mana puh.

Sebagai kawasan yang lebjh-dahulu maju, dengan berbagai penemuan,
negara-negara Barat merupakan pemegang hak (rights holder). Karena itu, mereka
sangat berkepentingan dengan' pefiegakan itu. “Negara-négara Timur (selatan)
umumnya lebih merupakan konsumen, yang hanya memiliki kepentingan jauh
lebih sedikit. Bahkan, secara ekonomis dan keilmuan, bagi perbaikan dan
kemajuan bangsa, mereka lebih merugi.

Dalam falsafah Timur, misalnya Islam, ada prinsip yang melarang proteksi

hak milik kekayaan intelektual, yang mengakibatkan orang lain tidak bisa

* Ibid.



mengetahui hasil penemuan atau inovasi tertentu.’ Prinsip semacam ini sering
dijadikan rujukan kelompok tertentu dalam Islam bahwa proteksi HaKI hanya
demi kepentingan kapitalisme Barat dalam upayanya menghalangi negara
terbelakang, seperti Indonesia, untuk bisa maju dan sejajar dengan mereka.

Pemikiran semacam itu memang bisa dimaklumi, tapi harus diwaspadai.
Sebab sering ada pihak-pihak tertentu yang secara tidak bertanggung jawab
menungangginya. Mereka melakukan pelanggaran HaKI murni secara ekonomis,
bukan karena pertimbangan keilmuan!

Perilaku semacam itu jelas mengabaikan)kreativitas karya individu yang
juga sangat dihargai dalam Islam. Secara logika, bagaimana mungkin orang yang
melakukan kerja keras dan mengeluarkan”biaya yang tidak sedikit sama sekali
tidak bisa menikmati apa yang telah-dia takukan.-Oleh karenanya, HaKI adalah
hak untuk menikmatijsecara, ékonomis hiasil dariGiiatu Kreatifita$.iftelektual dari
yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan
dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.s Sebagai bentuk
penghargaan atas kreatifitas intelektualnya tersebtt, hepara memberi hak eksklusif
kepada pendaftarnya dan atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di
mana pemegang hak tersebut mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut
dalam segala bentuk dan cara.

Islam sangat memberikan penghargaan yang lebih kepada seorang yang

tekun dan rajin dalam berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam

5 o5

1bid.

S http//www.kompas.com/kompas-cetak/0510/04/humaniora/2082660.htm/. accessed 27
Maret 2007.



mengembangkan kemajuan umat.” Dalam hal keilmuan, jika ada seseorang yang
melakukan pencurahan daya ciptanya untuk menghasilkan suatu buku karya
intelektual yang bermanfaat untuk kemajuan umat, maka negara harus
memberikan upah yang tinggi sebagai timbal balik atas usahanya untuk
mensejahterakan umat.® Sehingga dengan demikian dikalangan intelektual muslim
akan tercipta suasana yang kompetitif dalam membuat karya intelektual. Tidak
seperti sekarang, karya intelektual seorang pemikir dipaksa untuk mendapatkan
keuntungan dari hasil karyannya yang/dijual.

Ketika permasalahan HaKl, berada pada | posisi dapat menjamin
kesejahteraan si pemilik sebuah| karya| intelektial —maka akan berbeda
permasalahannya. Dalam konsep ekonomi/Islam, ~ segala sesuatu yang dapat
dimiliki, disimpan, mempunyai nilai,”kemudianmengandung unsur manfaat atau
maslahah kemudian semuaunsurtersebuttidak bertentanigan/dengan syara’ maka
bisa dikategorikan sebagai harta kekayaan.” HaKI merupakan sebuah hak yang
bisa dimiliki dan digunakan sepenuhnya oleh si pemilik dan juga mempunyai
unsur manfaat serta maslahah bagiSemua orang, jadi secara tidak langsung HaK1

termasuk dalam kategori harta kekayaan.

7 A Qodri Azizy, Membangun Fondasi Okonomi Umat (Meneropong Prospek
Berkembangnya Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal, 19.

¥ Abdullah Lam bin Ibrahim, Ahkamul Aghniya’ Fisy Syar’ivah al Islamiyyah Wa
Atsaruhu, alih bahasa Abu Sarah dkk., Figih Finansial (Referinsi lengkap Kaum Hartawan den
Calon Hartawan Muslim untuk engelola Hartannya Agar Menjadi Berkah), (Solo: Era Intermedia,
2005), hal. 79.

? Tim Redaksi, Enseklopedi Hukum Islam (Harta), jilid 11, (Jakarta: PT. Tkhtiar Baru Van
Hoeven, 1997), hal. 525.



Konsep harta dalam Islam tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat
materi saja melainkan juga terkait mengenai harta yang bersifat immaterial. Hal
tersebut terlihat tidak adanya batasan tertentu dalam ruang lingkup harta. Selama
ia mengandung nilai, dapat dimiliki, serta mengandung unsur manfaat dan tidak
adanya larangan dari syara’ maka ia tergolong dalam kategori harta atau al-mal.

Dengan demikan aspek HaKI sebagai. harta tentunya sangat bisa
diakomodasi dalam tinjauan ekonomi Islam. Walaupun dalam apek penerapanya
harus melihat hak masyarakat banyak. Beranjak dari hal tersebut penulis ingin
mengangkat permasalahan mengenai Hak Atas) Kekayaan Intelektual Sebagai
Harta Kekayaan Dalam Perpektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah’ tersebut di atas, dapat diambil
rumusan masalah yang akan [ihénjadi fokuS peribahasan meéngénai “Hak Atas
Kekayaan Intelektual Sebagai Harta-Kekayaan,dalam Perspektif Ekonomi Islam”
adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kedudukan 'Hak Afas Kekayaan Intélektual sebagai harta
kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta

kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam?



C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis bagaimana kedudukan Hak Atas
Kekayaan Intelektual sebagai harta kekayaan berdasarkan perspektif
ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui bagamana pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual
sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
1. Memberikan kontribusi akademis| khususiiya dalam kajian keilmuan
bidang ekonomi Islam.
2. Memberikan informasi ilmiah“kepada’masyarakat mengenai pandangan
Islam terhadap HaKl sebagais/harta kekaydan darisudut pafidang ekonomi
Islam.
E. Telaah pustaka

Literatur yang membahas=mengenai HaKI “dalam perspektif ekonomi
Islam, boleh dikatakan masih relatif sedikit dan sangat jarang sekali. Di antara
literatur-literatur yang ada, hanya membahas mengenai HaKI dalam perspektif
hukum Islam. Dalam penelusuran pustaka yang dilakukan penulis ada beberapa
literatur yang terkait yaitu;

Jurnal Hukum Islam al Mawarid, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama
Islam Ul edisi IX Tahun 2002. Jurnal al Mawarid merupakan kumpulan dari

artikel-artikel yang di tulis oleh para dosen dan mahasiswa yang berkecimpung di



bidang fiqih dan hukum Islam. Jurnal tersebut berupaya mengungkap bagaimana
sejarah teori HaKI dari sudut pandang Barat dan Islam. Kemudian juga membahas
bagaimana status hukum HaKI dimata Islam. Dari isi jurnal tersebut dapat terlihat
bahwa dalam khazanah Islam, permasalahan HaKI termasuk hal yang baru.

Di satu sisi jurnal tersebut tidak menjelaskan lebih dalam ketika HaKI
mempunyai posisi bisa menjamin status ekonomi si pemilik karya intelektual.
Dalam kenyataannya HaKI tidak hanya berfungsi sebagai sebuah bentuk
perlindungan hukum terhadap karya‘intelektual melainkan juga mempunyai nilai-
ekonomis bagi pemiliknya. Dengan) demikian ) keberadaan HaKI sangat
memungkinkan statusnya menjadi> harta| kekayaan bagi sepemilik karya
intelektual.

Sebagai bahan pertimbangan-untuk ‘menjawab permasalahan HaKI pada
masa sekarang, penulis ménerhkan disertasi yang difuli§ oleh Df_H. Syafrinaldi,
SH. MCL yang berjudul Hukum Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual dalam
Menghadapi Era Globalsasi.'® Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafrinaldi
tersebut di gambarkan sejarah konsep HaKI muncul dalam konteks kehidupan
manusia dari abad kono sampai pada abad pertengahaan. Dia menggambarkan
awal mula istilah HaKI ditemukan serta bagaimana perkembangan konsep HaKI
dalam tataran hukum secara global.

Tulisannya Endang Purwaningsih, SH.,, M.Hum., yang berjudul

Perkembang Hukum Intellectual, Property Right.!' Buku ini diangkat dari

10 Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi
Era Globalisasi, (Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru, 2001).

1 Endang Purwaningsih, Perkembang Hukum Intellectual, Property Right, (Bogor: Ghalia
Indonesia 2005).



sebuah disertasi yang di ajukan untuk promosi doktor di Universitas Airlangga.
Buku ini membahas mengenai sejarah HaKI serta ruang lingkupnya di bidang
ekonomi dan hukum, dan juga perkembangan HaKI sebagai kekayaan intekltual di
negara-negara maju dan berkembang.

Sebagai bahan awal, penulis menemukan adanya keterkaitan pembahasan
mengenai permasalahan yang di teliti yaitu mengenai kedudukan HaKI sebagai
harta kekayaan dalam ekonomi Islam dengan buku karangan Abdullah Lam bin
Ibrahim, Figih Finansial (Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon
Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar-Menjadi Berkah), Solo, Era
Intermedia, cetakan I 2005.'2 Buku ini adalah hasil terjemah dari buku Akkamul
Aghniya’ Fisy Syar’iyah al Islamyyah Wa Atsaruhu, ditulis oleh Abdullah Lam
bin Ibrahim yang diterbitkan oleh Darun/Nafis;/Ammtan Yordania. Buku ini berisi
tentang hukum-hukum Islam yang mengatur-tentang tatacara méiperoleh harta
dan bagaimana mengelolanya.

Kemudian dalam tesis Muhammad Nur Jihad yang berjudul Konsep
Pengelolaan Harta Dalam' Tslam=Penelitian 'yang “dilakdkan' oleh Nur Jihad
difokoskan pada bagaimana konsep Islam dalam mengelola, memperoleh,
membelanjakan, mengembangkan dan konsep pembagian harta.”® Tesis tersebut
dihadirkan untuk menjawab permasalahan mengenai, pertama kenapa Islam tidak
memeberikan respon positif terhadap umat yang suka mengumpulkan harta dalam
jumlah besar, kedua untuk menjawab permasalahan kemiskinan yang dialami

umat Islam dikarenakan minimnya pengetahuan umat muslim bagaiman tatacara

12 1bid, Abdullah Lam bin Ibrahim., Figih Finansial.
3 Nur Jihad, Konsep Pengelolaan Harta dalam Islam, (Yogyakarta: Tesis, Magaster
Ekonomi Islam, 2008), hal. xviii.
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pengelolaan harta yang benar menurut Islam, dan yang ketiga untuk menjawab
permasalahan mengenai bagaimana cara memilih kebutuhan hidup yang sesuai
dengan tuntunan Islam ditengah maraknya produk-produk yang berlabelkan
syari’ah.

Selanjutnya, Muhammad al-Sami dalam bukunya al-mal fi Al Qur'an wa
al Sunnah, menjelaskan bagaimana pandangan al Qur’an dan Hadis tentang harta
dan penggunaannya.'* Kemudian dalam tulisannya Nik Muhammad Affandi
dalam bukunya Islam Wealth: | Balance Approdch to wealth Creacion,
Accumulation, and Distribution, menyaimapaikan pendekatan seimbang terhadap
penciptaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta Dalam buku tersebut Affandi
menolak tentang persepsi yang menyebutkan\bahwa Islam mencela harta dan
mendorong umat menuju penyucian-kemiskinan,~sebaliknya ia memberikan
dukungan akan pentingnyahumat untuk memplnyaiharta'yang méfipakan sebuah
kebutuhan dalam kehidupan serta_sebagai sarana penunjang dalam beribadah
kapada Allah.”

Buku selanjutnya adalah, ‘al“Takafid al [itimai fi al Syari’ah al Islamiyah
wa Dauruhu fi Himayat al-mal al ‘Am wa al Khas yang merupakan tulisan dari
Muhammad Ahmad bin Ahmad Shalih mencoba mengelaborasi konsep harta

kekayaan dengan penekanan aspek perlindungan sosial bagi masyarakat.'®

4 Muhammad al-Sami, Harta dan Kedudukannya dalam Islam, diterjemahkan oleh Saleh
Bahabazi, (Solo: Amar pers, 1990).

5 Nik Muhammad Affandi, Islam Wealth: Balance Approach to wealth Creacion,
Accumulation, and Distribution, (Selangor: Pelanduk Publications, 2001), hal. 3.

' Muhammad Ahmad bin Ahmad al Shalih, Manajemen Islami Harta Kekayaan,
diterjemahkan oleh Muhil Dhofir Asror, (Solo: Era Intermedia,2001)
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Prof. A. Qodri Azizy, Ph.D, dalam bukunya dengan judul Cara Menjadi
Kaya dan Masuk Surga. Arah dari pemembahas buku ini mengenai bagaimana
pemahaman umat Islam terhadap kekayaan serta mengelaborasi dan menafsirkan
secara kreatif konsep-konsep populer terkait dengan syukur, sabar, zuhud, dan lain
sebagainya dalam kerangka membangun kemandirian umat Islam.,

Dari beberapa literatur — literatur tersebut di atas, mengaspirasikan penulis
untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan HaKI sebagai harta
kekayaan dalam Islam perpektif ekonomi Islam. |
F. Kerangka Teori

Di dalam Islam setiap individu berhak memiliki semua materi yang ada di
dunia kecuali yang berkaitan dengan kepemilikan| umum dan kepemilikan
negara.!” Dalam kepemilikan dan pemanfaatan’’suatu materi yang dapat diraba
atau materi real seseorang, bisa memiliki~dangmemanfaatkangbenda tersebut
dengan cara mengolahnya menjadi.suatu usaha tertentu ataupun dengan cara
menjualnya. Hak kepemilikan dan hak pemanfaatan yang dimiliki oleh setiap
individu harus dilindungi oleh negara yang juga~harus“meémberikan pencegahan
kepada pihak lain yang akan melanggar hak individu tersebut. Seperti kepemilikan
suatu buku, sesecorang bisa memanfaatkannya dengan cara menyewakannya
ataupun menjualnya. Itu merupan hak dia untuk memutuskan. Bahkan jika dia
membakarnya itu juga adalah haknya sebagai pemilik. Seseorang tidak boleh
melanggar hak tersebut dari pemiliknya, jika itu terjadi maka akan mendapatkan

sanksi dari negara.

17 Gufron A. Mas’adi., Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Pt. Raja Gapindo Persada,
2002), him. 47,
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Dalam kepemilikan dan pemanfaatan suatu materi yang tidak dapat diraba
atau materi unreal, seperti ide-ide kreatif atau pandangan ilmiah yang belum
ditulis oleh pemiliknya dalam suatu buku tertentu ataupun belum mengalami
perekaman keadalam CD." Seseorang juga bisa memiliki dan menfaatkan benda
tersebut. Ia boleh memanfaatkan ide-ide tersebut baik dengan cara menjualnya
ataupun mengajarkannya kepada orang lain. Namun pemikiran tersebut harus
memiliki nilai yang bermanfaat kepada umat dan mubah di mata syara’. Ketika
pemikiran itu dijual kepada orangvlain ataupun diberikan- kepada orang lain
dengan mengajarinya, maka dengansebab syar’iypemikiran tersebut bisa dikelola
oleh orang tersebut. Seperti seorang profesor yang!memiliki ilmu yang tinggi,
ketika dia menemukan suatu rumusan ataw'teori.tentang anti-gravitasi, maka teori
tersebut adalah miliknya dan dia“‘pun‘bisa’ mémanfaatkanya dengan cara
menjualnya dengan hargdnyang, sangat-mahal @aupui~megajarkannya kepada
orang lain. Ketika penjualan dan penghargaan tersebut dilakukan, maka orang lain
memiliki hak untuk mengelolanya tanpa terikat dengan pemiliknya itu. Namun
penisbatan nama penemuan harus képada penemufiya’ yang menemukan ide
tersebut, yaitu profesor.

Permasalahan tersebut di atas merupakan salah satu contoh kasus yang
terjadi dalam kehidupan masyarkat sekarang ini. Konsep HaKI merupakan konsep
tentang kepemilikan tentang pengetahuan atau penemuan yang sifatnya tidak
berupa kebendaaan atau immateri, dimana pengetahuan atau penemuan

merupakan sebuah kekayaan immaterial yang dapat dipergunakan oleh sipemilik

1% hitp://www.gemapembebasan. or.id/accessed 27 Maret 2007.
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secara sah.”” Sedangkan Islam khususnya dalam figih muamalah juga dikenal
menganai berbagaimacam konsep kepemilikan, namun tidak menyebutkan secara
jelas mengenai konsep HaKI.

Namun pembahasan yang bisa dikaitkan dengan konsep kepemilikan
kekayaan immaterial adalah pembahasan mengenai kepemilikan tentang milk al
manfa’ah (kepemilikan atas manfaat benda).® Walaupun pada awalnya konsep
tersebut tertuju pada kepemilikan yang sifatnya materiil, seperti hak
memanfaatkan rumah dan lain-lain) Akan tetapi peﬁnasalahan tersebut bisa
dianalogikan dengan adanya hak kepemilikan'atas manfaat benda yang immaterial
karena pada dasarnya HaKI kepemilikan atas maiifaat dari sebuah karya atau
penemuan.

Di antara ulama yang mengemukakan’ permasalaban HaKI adalah al-
Qurafi’ penganut mazhab maliki\dari julama kalsik darFathi, aléDuraini sebagai
ulama kontemporer.?! Al Qurafi berpandangan bahwa karya intelektual
merupakan sebuah produk akal yang menjadi hak bagi pemiliknya. Dimana
sebuah karya intelektual ‘menurut” pendapatnya=tidak” bérkaitan dengan harta
kekayaan. Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa al Qurafi hanya memandang
HaKI secara parsial dan itu tidak dapat mengakomodir realitas HaKI di zaman
moderen sekarang ini. Dalam permasalahan HaKI ada aspek-aspek lain yang

sesungguhnya melekat padanya, yaitu adanya unsur manfaat dan dapat menjadi

¥ 4l Mawarid, hal. 23.

20 Abdul Karim Zaidan, al Madkhal li Dirasah al Syari’ah al Islamiyah, (Bagdad: al‘Aini,
1969), hal. 229. Lihat, Abdoerraoef, Al Qur’'an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),
hal. 127-135. Lihat juga al Mawarid, hal. 23.

2 Asmuni Mth. Lihat, Jurnal Hukum Islam Al Mawarid edisi IX tahun 2002, Kumpulan
Artikel Sejarah dan Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKl), Jurusan Syari’ah
Fakultas Iimu Agama Islam UTI, hal. 37 — 40.
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sebuah kontribusi dalam perkembangan serta pembentukan sebuah budaya dan
peradapan.

Terlepas dari pendapat al Qurafi tersebut, secara Syar’i tidak ada
pembatasan yang khusus mengenai pengertian al-mal (harta) hanya berbentuk
materi, dan juga tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan bahwa af
mamfa’ah tidak bisa di kategorikan sebagai harta kekayaan.”> Sebagaimana
pendapat Ibnu Khaldun yang menurutnya bahwa al-mal dapat pula dalam bentuk
pekerjaan atau perbuatan yang tidak harus berupa sébuah materi.?

Para fugaha memberikan duaunsur yang bisa menyatakan bahwa sesuatu
bisa disebut harta kekayaan yaitu, tfisur ‘@imiyah dan ‘urf>* Pertama, ‘aniyyah.
‘Ainiyah disini mengandung maksud bahwa_harta itu berupa benda yang
berwujud. Dalam Islam pengertian al-mdal ' (harta)-tidak di batasi namun dalam
perkembangannya, para fugaha mazahab-Malikiyah, Syafi’iyahgdan Hanabilah
memberikan interpretasi tentang pengertian harta, dimana harta mengandung
pengertian bahwa segala sesuatu yang mempunyai gimah(nilai), dan apabila
seseorang merusak atau meleyapkannya” maka“dik¢hakan' ganti rugi atasnya.”
Kemudian harta kekayaan menurut mereka tidak hanya berwujud benda tetapi

juga bisa berupa yang bersifat abestrak seperti manfaat benda.* Dengan

22 Ibid., hal.39.

2 Ibid,

24 M. Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Figih Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
hal. 151.

35 Ahmad Al Hasry, As Siyasah al Iqtisadiyah wa al Nuzum al Maliyah fi al Figh al Islami,
(Bairut: Dar al kitab al Arabi, 1407 H/1986 M), hal. 426.

25 Sa’id Abu Jayid, al Qamus al Figih Lugatan wa Istilah, (Damaskus: Dar al Fikr,
1408H/1988), hal. 344.
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demikian secara tidak langsung al manfa’ah juga termasuk dalam kategori al-mdl
(harta).

Unsur kedua adalah ‘urf, artinya bahwa sesutu tersebut merupakan di
pandang masyarakat banyak adalah harta kekayaan (al-mal), baik itu secara
menyeluruh maupun sebagain orang saja. Konsep ‘urf disini ditujukan untuk
menjaga kemaslahatan masyarakat, meninggalkan ‘u7f sama dengan
mendatangkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup
mereka. Sebagaimana pendapat al Suyuti bahwa ~#rf merupakan faktor yang
sangat menentukan dalam mengkreteriakan sifat-sifat al-mal pada sesuatu
benda.?” Al-Suyuti menyatakan bahwa sebutan a/-mal hanya terhadap sesuatu
yang memiliki nilai, dan dapat diperjual belikan kemudian juga apabila seseorang
melakukan pengrusakan serta melenyapkan'sesuatu-tersebut maka bisa dikenakan
ganti rugi terhadapnya, danjugamenjadi-sestatucyang-dianggap berharga.?® Dari
pendapat tersebut jelas terlihat bahwa al Sayuti menjadikan ‘urf sebagai dasar
dalam menetapkan eksestensi dari a/-mal. Jadi pendapat al Suyuti mendasarkan
nilai sebagai tempat bergantungnyahukum“dari*al‘mal ‘berdasarkan ‘urf
Kemudian kadar nilainya tergantung dari besar kecilnya manfaat yang terkandung
dari al-mal tersebut. Dengan kata lain bahwa yang menjadi dasar dalam
menentukan nilai dalam al-mal adalah al-manfa’ah.

Terlepas dari hal tersebut, menurut Ibnu Arafah keintelektualan seseorang

tidak dapat dikatakan sebagai al-mal (harta) karena tidak terlihat dan tidak dapat

27 Baharuddin al Zarksyi, A Mansur fill al Qawa'id, (1tp.1402 H/1986), hal. 343. Lihat juga

Jurnal al Mawarid, hal.33.
2 Al Suyuti, al Asybah wa al Nazair, (Bairut: Muasabah al Kutub al saqifiyah, 1415

H/1994), hal. 197.
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raba dengan indera dan juga intelektual tidak terpisah dari si pemilik, namun jika
ia sudah berupa hasil buku yang merupakan hasil dari keintelektualannya maka itu
bisa disebut sebagai harta yang termasuk dalam cakupan al ma’ani al agliyah.”®

Kemudian dalam kehidupan umat Islam ada permasalahan HaKI yang
terkaitan dengan hadis yang menyatakan “Seseorang yang menyembunyikan ilmu
pengetahuan karena keengganannya untuk memeberikan kepada orang lain
(kitman al ‘ilm), mulutnya akan diikat dengan tali dari api neraka”.*® Menurut al-
Duraini hadis ini menjelaskan mengenai. larangan atau keharaman dan ancaman
bagi orang yang menyembunyikan |ilimu, akan tetapitidak bagi orang yang ingin
memiliki hasil dari semua usahanyal*!

Kebanyakan orang memandang bahwa, konsep HaKI merupakan usaha
untuk memonopoli ilmu pengetahuan./Padahal kensep HaKI disini merupakan
sebauh jalan untuk melindungi serta’ memberikafi penhghargaan atas hasil sebuah
karya yang telah dibuat oleh si, penciptanya, Sebuah hasil pemikiran baik itu
berupa sebuah baku ataupun penemuan yang mempunyai ruang lingkup lebih luas
bisa berdampak majunya” peradapan ‘sdatu bangsa. “Sebagaimana pendapat al-
Duraini bahwa mengharapkan keuntungan dari sebuah karya bukan berarti si
pembuatnya menyembunyikan ilmu sebagaimana yang disebutkan di hadis
tersebut diatas. Dengan kata lain keharaman yang terkandung dari makna kitman

al’ ilm tidak berarti menafikan keberadaan a/-mal dalam konsep HaKI.

» Al-Mawarid., hal. 33.
¥ Ibid., hal. 43 Hadis Riwayat Abu Daud dan Tarmizi, Lihat Al Sayyid ‘Alawi Al Malik,
Fathu ,gll Qarib Al Mujib ‘Ala Tahzib Al Tagrib wa al Tahib, (Makkah:1403 H/1983 M), hal. 44.
Ibid.
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Harta kekayaan atau al-mdl yang terkandung dalam konsep HaKI dalam
ekonomi Islam dipandang tidak hanya sebuah standar kesejehteraan sesecorang
malainkan juga merupakan sebuah sarana untuk mencapai kesuksesan hidup di
dunia serta sebagai sarana penunjang dalam bribadah kapada Allah. Apabila
segala keperluan hidup seseorang telah tercukupi maka ia telah mencapai falah
(kesuksesan di dunia dan di akhirat).”

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah| penelitian pustaka (library Research) yang
diperoleh dari sumber literature melalui reset kepustakaan. Penelitian ini
diorientasikan untuk membahas bagaimana kédudukan HaKI sebagai harta
kekayaan yang tumbuh dan bérkembang' di-dalam kehidupan masyarakat
dan mengembangkannya dengan konsep™ pengelolaan ¢harta kekayaan
dalam Ekonomi Islam. Kemudian menggunakan metode deskriptif untuk
mendiskripsikan atau menggambarkan situasi atau fenomena serta gejala-
gejala yang ada, baik itu"yang bersifat alamiyah atau rekayasa manusia. >

Penelitian daskriptif berusaha untuk mengkaji bentuk, aktivitas,

krakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan

fenomena lainnya serta menguraikan bagaimana pengelolaan HaKI

sebagai harta kekayaan dalam perspektif Islam.

32 pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
dan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2008), hal. 2.
33 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Galia, 1988), hal. 65.
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2, Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga jenis
pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis, sosiologis dan filosofis.
Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif, menurut M. Amin
Abdullah adalah wupaya pendekatan memabamai agama dengan
menggunakan empiris dari suatu agama yang dianggap paling benar.>*
Dari pemahamaan tersebut maka bahwasanya penelitian ini bertitik tolak
dari nash-nash al-Quf’an dan al-Sunnah -serta teks-teks Islam yang
berkenaan dengan kedudukan ,damy pengeolaan HaKI sebagai harta
kekayaan dari perspektif | ekonomi |Islami]  kemudian  memberikan
interprestasi hukum terhadap-pengelolaan HaK1I sebagai harta kakayaan
tersebut.

Kemudian dalamy penelitian it juga) menggunakan pendekatan
historis dimaksudkan untuk_melihat bagaimana awal mula konsep HaKl
muncul dalam ranah hukum secara global. Kemudian dalam penelitian ini
juga menggunakan ‘pendekatan—Sosiologis: Hal "im1 dikarenakan dalam
pendekatan sejarah tanpa melihat relitas kehidupan yang berkembang pada
masa awal mula konsep HaKI muncul sampai kepada masa sekarang maka
terlihat tidak lengkap. Dimana pendekatan sosiologis melihat
perkembangan suatu teori dipengaruhi oleh perilaku sosial, hubungan

sosial, serta konflik yang berkembang pada masa tersebut. >’

34 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Azah, 2006), hal. 64
3 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmm, 1999 ), hal.
13.
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Pendekatan yang terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan
filosofis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap pandangan
Islam secara ideal terhadap HaKI sebagai harta kekayaan dalam perspektif
ekonomi Islam serta mengungngkap hikmah yang terkandung di dalam
tema tersebut. Pada dasarnya pendekatan filosofis merupakan jalan untuk
memehami lebih mendalam tentang hikmah yang terkandung dalam agama
Islam yang tentunya bersumber dari al Qur’an dan al Sunnah.*®

3. Data dan Analis I)ata

Sumber dalam penelitian im adalah)sumber yang dikumpulkan dari
perpustakaan berupa buku-buku, dokumeniidan lain sebagainya yang
berkaitan dengan penelitian ihi. Oleh karena itu sumber penelitian ini
terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber primeryaitu\, sumber ratau literatur utama Vang diperoleh
dari buku-buku yang, berkaitan lansung dengan objek penelitian,
seperti bukunya al Qur'an dan al Hadist, Fathi al-Duraini yang
berjudul Buhus"Muqaranah™fi al Figh;-Bairat; Muassasah al Risalah
dan Haq al-Ibtikar fi al Figh al Mugarin. Kemudian buku
karangannya al-Suyuti yang bejudul Al-Asybah wa An Naza'ir.

2. Sumber sekunder, yaitu sumber atau literatur yang diperoleh dari
kajian-kajian sumber yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam

menganalisis masalah-masalah yang berkaitan seperti buku-buku,

36 Saefurridjal, Metode Pemikiran Ummat Islam Dalam Bidang Filsafat, Kalam, Tasawuf
Dan Figh, dikutip dari http: // www. uninus,fkipbandung.com/-artikel/accessed 17 Mei 2009.
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jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan permaslahan HaKI
sebagai harta kekayaan dalam perfektif ekonomi Islam.

Data-data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk
mempermudah tahap selanjutnya yaitu analis teks. Di dalam kajian
pustaka analisis ini disebut analisis makna (analysis content).>’ Akan
tetapi penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis
makna (Content analysis) yang bersifat inferensial yaitu suatu analisis
yang mengguhakan teknik yang sistematis -dengan cara mengungkapkan
lebih dalam pesan yang terkandung dalam konteks permasalahan dengan
tidak mengurangi makan simbolik dan juga menggunakan konstrak analitis
yang menggambarkan konteks /masalah.®® | Konstrak analisi disini
merupakan gambaran teori yang berkenaan-dengan konteks permasalahan
sehingga permasalahan \yang—diteliti @erinformasikan"dengan jelas.
Kemudian dalam penganalisisan tidak hanya terkait pada pesan itu sendiri,
tetapi juga pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas tentang peroses
dan dampak dari fakta‘fakta yang berhubungan dengan hak kekayaan
intelektual (HaKI) sebagai harta kekayaan berdasar perspektif ekonomi
Islam. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan
penganalisisan ini diantaranya adalah, mengumpulkan data lalu melakukan
kalisifikasi (kategorisasi) data dan reduksi (rangkuman), serta

menyimpulkan sumber yang telah diperoleh agar dapat dipahami

%7 Departemen Sosial R1. Yogyakarta, Kumpulan Bahan Riset Kepustakaan, (Yogyakarta: Balai
Besar Penclitian dan Pengembangan Pelayanan Kescjahteraan Sosial, 1998), hal. 15.

3 Darmiyati Zuchdi, Panduan Penelitian analisis Konten, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP
Yogyakarta, 1993), hal. 53
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kemudian diinterpretasikan dengan baik kemudian mencari pola hubungan
antara kesimpulan awal dengan konteks masalah serta permasalah yang
menjadi pokok penelitian kemudian dilakukan analisis untuk mencapai
sebuah kesimpulan (verifikasi) dari penelitian ini. Untuk kevalidan sumber
yang akan diteliti peneliti mengacu kepada sumber asli yaitu berupa buku-
buku maupun jurnal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan
dari HaKI sebagai harta kekayaan dalam perpektif ekonomi Islam. Yang
menjadi unit analisis di sini|adalah kata kunci lyang terdiri dari al-ijtihad,
al milk serta al-mal dalam ruang lingkup, kedudukan HaKI sebagai harta
kekayaan dalam perfektif ekonomi Islam.

Untuk lebih jelasnya mekanisme analis'ini dapat dilihat pada gambar

di bawah ini:

A A ~

Masalah } [ Konteks Masalah
J
V) « .

Pengadaan Data Klasifikasi dan Inferensi

Pustaka Reduksi Data (Pola Hubungan)

J
y
) . N
{ Kesimpulan 4—{ Analisis

J S
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H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa bab yaitu
sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi; latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai teori dari HaKI yang terdiri dari
definisi HaKI , ruang lingkup HaK], sejarah keberadaan HAKI dalam ranah
hukum internasional. Proses tersgbut “menguraikan bagaimana tanggapan
masyarakat menyangkut keberdaannya sebagai tata lukum yang mengatur tentang
etika dalam bidang ilmu pengetahuan

Bab ketiga, pada bab ini dijelaskankonsep-hak dan harta kekayaan dalam
sudut pandang ekonomiy Islamy ‘Dimana~hak-dafi~harta~mempufiyai kedudukan
sebagi kebutuhan yang primer dalam.menciptakan al-falah.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis dari bagaimana kedudukan dan
bagaimana pengelolaan HaKI sebagai hatta kekayaafi-dalam perspektif Ekonomi
Islam. Dinisi diuraikan bagaimana sebenamnya posisi HaKI sebagai harta
kekayaan dalam kehidupan masyarakat serta letak hubungan HaKI dangan harta
kekayaan dalam konsepsi ekonomi Islam. Kemudian juga menjelaskan bagaimana
Ekonomi Islam memberikan solusi dalam pengelolaan HaKI sebagai harta
kekayaan dalam kehidupan umat. |

Bab kelima adalah merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan

dan saran,



BABII
SEJARAH, KONSEP SERTA RUANG LINGKUP
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Sejarah Hak atas Kekayaan Intelektual.

1.

Pase Tumbuh dan Berkembangnya HaKI Pada Masa Klasik dan
Pertengahan

Permasalahan Hak atasKekayaan Inteléktual (HaKT) atau Hak Milik
Intelektual (HMI) dalam perkembangan.sejarahnya telah dikenal lama oleh
masyarakat Internasional. Akan tetapi pengakuan secara legal terhadap
konsep perlindungan kepemilikan” ferhadap—barang yang tidak berwujud
tidaklah lama. Alasan kenapa masyarakat pada masa lklasik dan pertengahan
tidak menyadari \bahwa ‘HaKI-merupakan. hal yang \perlu, dilindungi di
karenakan beberapa faktor (diantaranya, masyarakat pada masa itu hanya
mengenal bentuk kepemilikan terhadap benda berwujud, mereka belum
mengenal adanya bentuk™ kepémilikan térhadap benda tidak berwujud.
Kemudian pada masa itu masyarakatnya masih belum mempunyai kesadaran
bahwa HaKI merupakan sesuatu yang mempunyai nilai dan harga dari segi
ekonomis yang bisa di mamfaatkan dalam kehidupan.

Kemudian pada masa klasik keberadaan HaKI belum mendapat
perhatian sebagaimana masa sekarang, HaKI masih dipandang sebelah mata,

telihat dari banyaknya karya-karya besar dan terkenal yang tidak mempunyai
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perlindungan hukum ** Akan tetapi, masyarakat pada masa itu bukan berarti
tidak mempunyai alasan kenapa karya tersebut tidak mendapat perlindungan,
dimana alasan mereka bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan sesuatu
yang lumrah dan tidak mempunyai arti penting dalam kehidupan mereka
sehingga keberadaannya yang tidak memerlukan perlindungan dari undang-
undang.

Bukti adanya sebuah konseﬁ dasar HaKI dan keberdaaanya sudah
mulai dianggap penting berawal ,dari/ “Corpus Juris"*®  yang menyadari
kehadiran hak milik baru yang merupakan ciptaan dalam bentuk tulisan atau
lukisan di atas kertas.*! Akan|fetapi pandangartersebut hanya tertuju kepada
hak kepemilikan atas benda yang sifatnya‘‘ benda berwujud belum sampai
kepada tahapan membedakan ,antara_hak kepemilikan atas benda berwujud
(materielles Eigentum) dan hak kepemilikan terhadap atas yang tidak
berwujud (Immaterielles Eigefitunt) Vang merupakan hasil dari sebuah kreasi
intelektualitas manusia. Istilah dari/Immaterielles Eigéntum inilah yang pada
masa sekarang dikenal dengan istilah hak milik Intelektual atau hak atas

kekayaan intelektual.

% Qyafrinaldi, Hukum tentang Perlindungan Hak Milik, hal. 1.
® “Copus Juris” dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris
diartikan sebagai sebuah kitab Undang-Undang yang di ambil dari Bahasa Latin. Lihat, Yan Pramadya
Puspa, Kumus Hukum Bahasa Belkmda Indonesia den Inggris, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal.
257.
4 Syafrinaldi, Hukum., hal. 1-2,, Lihat dalam Institutiones II. 1.33; Digesta XLL 1.9.1 ;
" Gieseke, Die geschichtliche Enwiklung des Deutschen Urheberrechts. (ttp.: tnp.,1957), hal. 3.
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Fenomena rendahnya penghargaan akan pentingnya keberdaan HaK1
terlihat juga pada abad pertengahan. Dimana pada masa tersebut banyak
terjadi penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap
sebuah karya cipta dengan cara semena-mena. Hal itu terlihat dimana sebuah
lembaga atau individu bisa dengan leluasa menguasai serta memproduksi
sebuah hasil karya orang lain tanpa mendapat sanksi dari undang-undang.
Akan tetapi penomena terseﬁut telah membawa dampak positif terhadap
penghargaan atas keberadaan HaKl ‘dimana penomena tersebut telah
melahirkan teori tentang hak milik percetakan (Varlagseigentumslehre).**
Namun disatu sisi pada masa-tersebut.kedudukan sebuah hak kepemilikan
terhadap karya cipta masih tidak mendapat pengakuan secara khusus dengan
kata lain sebuah, karya .cipta ;yang-merupakan.scbuah hasil karya dari
seseorang yang scharusnya ia dapat memilikinya dan mempergunakan
sebagaimana mestinya akan tetapi pdda masa'ini si pembuat karya belum
bisa memperoleh perlindungan hukum, jadi karya cipta‘tersebut merupakan
benda tidak bertuan atau anonym.*® Ini dikarenakan masyarakat beranggapan
bahwa hak cipta merupakan bentuk lain dari perjelmaan ciptaan Tuhan.
Dimana Tuhan merupakan pemilik tunggal dari apa yang ada di bumi dan di

langit. Manusia sebagai mahluk-Nya hanya bisa menjalankan keputusan

“2 1bid., hal. 2.
“ Ibid,
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yang telah ditakdirkan kepadanya serta berbuat yang terbaik untuk
kelangsungan hidupnya di dunia.

Dengan demikian bukan berarti terori HaKI pada masa klasik dan
pertengahan tidak mendapat kedudukdn dalam kehidupan masyarakat,
dengan berjalannya waktu kedudukan HaKI mulai dilirik dan diakui serta di
perhitungkan keberadaannya. Hingga akhirnya HaKI menjadi sebuah sistem
hukum yang mempunyai fungsi sebagai pelindung dari karya cipta beserta
status kepemilikan dari si pembuatnyardi bidang hukum, ilmu pengetahuan,
di bidang ekonomi dan lain-lain.

Awal Terbentuknya Hak Privileg dan Hak Milik Percetekan

Tahun 1445 adalah merupakan awal-mula proses terbentuknya hak
Privileg yang merupakan,aspek-dari-HaKI-* Proses tersebut. berawal pada
saat ditemukanya sebuah cetakan buku di Gutenberg dan Kupfertich serta
seni pahat kayu (Holzschneidekunist).”” Dari pénemuan tersebut melahirkan
sebuah teori tentang larangan untuk memperbanyak™atan mencetak ulang
suatu buku tanpa mendapat izin baik itu dari si pemilik karya cipta maupun
undang-undang. Dimana pada dasarnya Hak Privileg merupakan sebuah hak
yang diberikan kepada percetakan ataupun penerbit untuk merefisi serta

memperbenyak sebuah hasil karya cipta.*

“ bid.
* Ibid.
* http//www.total.or.idinfo.phpkk., accessed 04 Desember 2008,
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Tujuan dari hak Privileg adalah untuk memberikan perlindungi
terhadap sebuah karya cipta seorang manusia dari para pembajak buku yang
sifatnya ilegal. Perlindungan tersebut merupakan sebuah bentuk upaya
penghargaan kepada seseorang atas hasil jeripayahnya dalam membuat
sebuah karya cipta, dimana seseorang dalam membuat atau menciptakan
sebuah karya cipta tersebut memerlukan tenaga, biaya serta tidak sedikit
waktu yang dikorbémkan. Kemudian dalam hal ini, pihak yang mempunyai
wewenang dalam memberikan atauymengeluarkan hak privileg kepada
percetakan atau penerbit pada-nasa ini adalah Taja atau penguasa.

Penerapan hak Privileg-pertama kali berlakukan di kota Venesia Italia
pada tahun 1469, hak privileg ini’diberikan-kepada Johan von Sopeyer dan
masa waktu kepemilikannya selama-limagahun.’’-Pembetasan kepemilikan
tersebut merupakan teori awal bahwa HaKI dibatasai oleh waktu. Akan
tetapi yang menjadi permasalahan disini perlindungan yang diberikan bukan
kepada karya cipta melainkan perlindungan.terhadap proses baru dari karya
cipta yakni seni dari cetakan buku (Buchdruckkunst) dengan kata lain proses
pengembangan dari sebuah karya lama yang menghasilkan sebuah karya
baru yang terkait dengan karya tersebut. Baru pada tahun 1531 dengan
ketentuan Besler penerapan privileg sesuai dengan tujuannya yaitu untuk

melindungi karya-karya cipta yang berwujud buku dari pembejakan.*®

7 Ibid.
% Syafrinaldi, Hukum., hal. 2
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Akan tetapi ketentuan privileg yang berlaku pada masa itu masih
bersifat sederhana yaitu hanya tertuju pada sebuah karya cipta berupa buku
atau cetakan dengan kata lain hanya tertuju kepada sesuatu yang sifatnya
berwujud sebuah benda. Berbeda dengan masa sekarang, dimana sebuah
karya intelektual seseorang yang dilindungi tidak hanya berupa sebuah buku
atau benda yang sifatnya konkret melainkan mencakup ruang lingkup yang
lebih luas lagi yaitu melindungi kandungan atau isi dari sebuah buku
tersebut.

Meskipun Hak Privileg pada masa’pertengahan masih bersifat
sederhana namun ini merupakan sebuah, langkah awal dalam pembentukan
teori HaKI yang pada masa seckarang 'yang telah jauh berkembang.
Disamping itu, hak privileg menjadi sebuab-pemicu.bagi paraspencipta untuk
berlomba-lomba dalam mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan
bangsa dan negara. Dimana para pencipta merasakan perlindungan dan
mendapat pengawasan yang.sungguh-sungguh«terhadap pelanggaraan HaK1I
dari undang-undang sehingga dapat meminimalisir dan membawa dampak
kepada berkembang pesatnya ilmu pengetahuan.

Keberadaan hak Privileg memberikan ruang yang positif terhadap
perkebangan ilmu pengetahuan serta memberikan mamfaat besar dalam
membentuk sebuah peradaban modern. Dimana pada masa ini negara-negara

Eropa menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Seiring



29

dengan itu, berdampak juga kepada perkembangan teori Privilege, misalnya
di negara;
a) Jerman

Penerapan hak privileg di Jerman pada awalnya terkait dengan
permasalahan sensor. Dimana pada masa ini banyak terjadi pembajakan
buku dalam jumlah yang besar demi kepentingan pribadi semata. Dalam
hal pe.meben'an hak privilige pihak yang mempunyai wewenang adalah
para raja atau penasehat spiritual taja, pemeberian hak tersebut bertujuan
untuk melindungi buku-buku cetakan yarg beredar pada masa itu dari
pembajakan.

Demi kemudahan dalam- menangani~ permasalahan tersebut pada
tahun 1579 kerajaan diyFrakfurt-am-Main~dan-Leizig membentuk sebuah
lembaga komisaris yang mengurusi buku-buku yang beredar di kota
tersebut. *° Alasan kenapa Kerajaan membuat sebuah komisaris
pengawasan buku diVsana’ dikeranakan.kedua’ kota-tersebut merupakan
pusat peredaran buku dan juga pada masa itu banyak diadakannya
pameran-pameran buku. Dengan itu buku-buku yang beredar di
masyarakat dapat terkontrol dengan baik dan tindakan pembajakan dapat
diminimalisir.

Pesatnya perkembangan hak privileg di Jeman mulai terjadi pada

saat diberlakukannya beberapa ketentuan yang berkaitan dengan

* Ibid,, hal. 3.
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pencetakan buku (Burhdruckerordnungen) di kota Frankfurt pada tahun
1588, 1598 dan 1660, dan juga di Niimberg pada tahun 1673.°°
Pemberlakuan praturan privileg ini di awali dengan ditetapkannya sebuah
Keputusan Federal (Bundesbeschiuff) pada tahun 1835 yang isinya
menyatakan pelarangan tehadap pembajakan dan memberikan
perlindungan terhadap sebuah karya cipta. Kemudian pada tanggal 13
Oktober 1837 melalui keptitusan Parlemen | (Beschluf3 des Bundestags)
memberikan batasan terhadapat masa)waktu perlindungan hak cipta
selam 10 tahun p.m.a (post momen autoris) atan setelah si pencipta
meninggal. Kemudian dengan_peraturan”Beshluf8 tahun 1845 jangka
waktu perlindungan hak cipta diperpanjang'-menjadi 30 tahun.
Berdasarkan undang-undang-yangrdikelnarkan, pada~tanggal 11 Juli
1847 yang menyatakan bahwa pelanggaran mengenai memperbanyak
cetakan atau memproduksi ulafig dari sebuah karya cipta dengan jumlah
banyak tergolong dalam.pelanggaran.pidana)® Pemberlakuan undang-
undang ini sifatnya sudah relatif modem Kkhususnya bidang ilmu
pengetahuan dan seni di Jerman. Kemudian pada tahun 1934 undang-
undang mengenai masa waktu kepemilikan hak cipta mengalami
perubahan yaitu perpanjangan waktu yang awalnya 30 tahun menjadi 50

tahun p.a.m. Perubahan tersebut di latar belakangi oleh sebuah Artikel 7

*® Ibid.
3 Ibid.
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ayat 1 tahun Konvensi Bern tahun 1886 yang memberikan masa

perlindungan hak cipta selama 50 tahun.* Selanjutnya pada tahun 1965

undang-undang hak cipta pasal 64 menegenai masa waktu kepemilikan

hak cipta mengalami perpanjangan waktu menjadi 70 tahun.>

Pemerintahan Jerman tidak berhenti disitu saja dalam melakukan
perubahan tentang perlindungan terhadap sebauh karya Intelektual. Pada
tahun 1878 Jerman mengtndangkan 3 -macam undang-undang yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap karya Intelektual.>*

1) Undang-undang Hak-Cipta tentang Karya seni tanggal 9 Januari
1876

2) Undang-undang tentang perlindungan-fotografi terhadap repreduksi
Secara Ilegal pada tanggal-10-Januari 1876:

3) Undang-undang Hak Cipta tentang Muster dan Model pada tanggal
11 Januari 1876. Undang-undang ini sampai sekarang masih
berlaku sebagai‘undang-undang positif-di'Jerman.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya di bidang teknologi di Jerman, undang-undang mengenai
perlindungan karya intelektual terus mengalami perubahan. Pada tanggal
9 September 1965 parlemen Jerman mengeluarkan sebuah undang-

undang yang melindungi masalah hak cipta (Urhebergezet) yang berlaku

* Ibid.,
3 Ibid.
3 1bid.,

,hal 4.
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sampai sekarang. Kemudian Jerman mempunyai undang-undang tentang
hak paten malai tanggal 16 Desember 1980. Undang-undang tentang
merek pada tanggal 25 Oktober 1994. Pada tanggal 7 Maret 1990 untuk
memperkuat perlindungan terhadap sebuah karya intelektual parlemen
Jerman menyetujui sebuah undang-undang yang terkait tentang
perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan memerangi tindakan
pembajakan. Tujuan dari penyetujuan| tersebut adalah untuk
mengantisipasi  pelanggaran | atas “hak ) milik intelektual dengan
menggunakan teknologi canggih di bidang informasi dan telekomonikasi.
b) Inggris

Pada dasamnya teori hak/milik-di Inggris tidaklah berbeda dengan
teori Privileg yang disterapkan-di Jerman=Dimana keduanya mempunyai
tujuan untuk memberikan perlidungan terhadap scbuah karya
Intelektualitas dari para pembajak yang sifatnya ilegal. Perkembangan
teori mengenai | hak milik..di| Inggrs «betdasarkan “Company of
Stationers”, dimana hanya si pemilik percetakan yang memiliki hak untuk
mencetak ulang yang disebut dengan “Owner of the copy”. >

Keseriusan Inggris dalam mengatasi permasalahan tindak kejahatan
di bidang Intelektual terlihat dalam perjalanan sejarah undang-undang hak
cipta, dimana Inggris adalah negara perfama yang memiliki undang-

undang hak cipta. Undang-undang tersebut bernama Acy of 1709 yang

53 Ibid., hal. 5.
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dikeluarkan pada masa kerajaan Ratu Anne.’® Undang-undang tersebut
mengatur bahwa seorang pencipta mempunyai hak penuh terhadap hasil
karyannya dan terbatas untuk memperbanyaknya serta mengatur masa
waktu kepemilikan hak cipta, dimana masa kepemilikan tersebut
berlangsung selama 14 tahun dan masa tersebut dapat diperpanjang
apabila si pemilik (autor) masih hidup (the author af any book...and his
assigne...Shall have the sole liberty for the printing such book for the
term of fourteen years).>’

Kemudian pada tahun 1959 Inggris memberikan ketentuan
perundang-undangan mengenai_masa\kepemilikkan hak cipta selama 50
tahun setelah si pencipta mex_linggal dunia- Pengan batasan tidak hanya si
pemilik akan tetapi juga keturunannya juga dapat mewarisi hak yang ada
pada sebuah karya tersebut, tidak hanya itu pewaris dari hak tersebut
dapat menikmati secara ekonomi yaitu berupa royalti sebagai sebuah
bentuk penghargaan yang.didapatkan dari-sebuah karya cipta tersebut.

¢) Perancis

Istilah undang-undang hak milik intelektual di Prancis dikenal
dengan nama “proprété litteréaire et artistique ”.Undang-undang tersebut
lahir pada tanggal 7 Januari 1791 bertepatan pada saat terjadinya revolosi

Perancis. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1793 Prancis mengeluarkan

56 13
Ibid.
5 Ibid., Syafrinaldi, Lihat, Act of 1709 ini dicetak ulang dalam buku Kohler, Urheberrech an
Schriftwerken and Verlagsrecht, (ttp.: tnp., 1907), hal. 847.
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kembali undang-undang mengenai perlindungan hak milik pencipta atas
kesusastraan, musik dan seni. Berdasarkan undang-undang ini masa
kepemilikan hak cipta berlangsung selama si pencipta hidup dan 10 tahun
setelah si pencipta meninggal dunia.

Ruang lingkup hak cipta di Prancis semakin meluas dan kokoh
dengan adanya Ordonansi Napoleon pada tanggal 8 Juni 1809 dimana
karya seni berupa drama juga mendapat perlindungan.>® Pada tahun 1866
masa kepemilikan hak cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah si
pemilik meninggal. Apabila masa| 50 tahtn taleh berakhir maka status
kepemilikan beralih menjadi hak’umum atau domaine publique, dimana
publik mempunyai hak dengan’sesuka‘hatinya untuk mempergunakan
karya tersebut,dengan ketentuan publik~harusymenjagagdan memelihara
status karya si pencipta tersebut.

Hak Privilige berkembang déngan pesat di Ketiga negara Fropa, hal ini
dikeranakan di neragara Eropa.pada saat.itu~adalah pusat perkembangan
ilmu pengetahuan modern dan juga pada masa tersebut merupakan masa
dimana mulai bangkitnya peradaban Barat. Sebuah karya yang awalnya di
pandang sesuatu hal yang bisa, seiring dengan berjalannya waktu sebuah
karya cipta mulai diakui keberadaannya dan tidak hanya itu status
kepemilikan dari sebuah karya cipta juga tidak dipandang dengan sebelah

mata. Hal ini dikarenakan sudah tingginya tingkat kesadaran akan perlunya

58 Ibid., hal. 6.
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sebuah payung hukum yang dapat memberikan perlindungan serta
penghargaan terhadap sebuah karya cipta dan juga sebuah karya cipta tidak
hanya mendatangkan nilai ekonomi bagi si pemilik tetapi juga membawa
dampak terhadap majunya sebuah peradapan di masyarakat dan negara
penemunya.
Awal Sejarah Lahirnya Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intélektual merupakan istilah lain dari Hak Milik
Intelektual atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “Intellectual
Property Right”. Teori ini sangat dipengaruhil oleh pemikiran John Locke,
yaitu menyangkut masalah | hak kepemilikati.?° John Locke mengatakan
bahwa hak milik seorang manusia-terhadap benda yang diciptakannya sudah
ada sejak manusia itu lahir. PemilikiranyJohn Locke. tersebut-dapat diartikan
bahwa benda yang terkandung disana tidak hanya benda yang berwujud akan
tetapi benda yang sifatnya abestrak.

Perkembangan teori. HaKI.membawa.angin segar\bagi para pencipta
ide ataupun percetakan yang mempunyai wewenang untuk menggunakan

hak tersebut. I. Kant memberikan penekanan mengenai bagaimana hak

- kepemilikan yang tidak bisa dilihat di punyai oleh seorang pencipta (Autor),

ini di istilahkan oleh Kant dengan “ius personelissimus” atau hak yang lahir

285.

% Locke, Two Treat of Government, edited and introduced by Peter Laslett,(ttp.tnp, 1988), hal.
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dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian). ®° Seperti halnya Kant, Fichte
mengatakan bahwa seseorang autor mempunyai hak atas sebuah karya
intelektual.®! Akan tetapi dalam hal ini, Fiche membedakan antara buku
yang merupakan hasil dari sebuah karya cipta dengan isi dari tulisan yang
ada di dalam buku tersebut. Tidak hanya itu filusuf lain seperti Hegel juga
membedakan benda kedalam duva bentuk, yaitu benda nyata (Sacheigentum)
dan produksi intelektual manusia (Geistige Produktion).®?

Pada tahun 1869 untuk,pertama Kalinya seorang Juris dari Jerman
yang bernama Klostermann menggunakan istilah hak milik intelektual dalam
sebuah karya yang berjudul” “Das/ geistige” Eigentum an Shriftwerken,
Kunstwerken und Erfindungen . nach-.preufischem und internationalem
Recht”. Jilid 1. Karyajtersebutymemberikan-symbangan lahimya peraturan
perundang-undangan mengenai hak cipta dan desain industeri di
Norddeutschen Bundes dan Jerman Raya (Deuschens Reich). Karya
Klostermann mengalani penyempurnaan.pada.tahun-1878, karya tersebut
diterbitkan dengan nama baru “Des Urhebererrecht an Schrifiwerken,
Abbildungen, musiklischen Kompositionen und dramatischen Weken”.
Tahun 1877 diterbitkan sebuah karya yang berkenaan pada bidang paten,

karya tersebut berjudul “Das Patentgesetz fiir das Deutsche Reich”. Karya-

% Syadrinaldi, Hukum, hal. 6.

8 Ibid., hal. 7., Dikutip dari Fiche, Beweis der UnrechimaBigkeit des Buchernachdrucks, dalam
Berliner Zeitschrift, Jilid ke 21, 1793, hal. 443 dst. Buku Fiche dicetak ulang dalam AFITA Jilid 106
tahun 1987, hal. 155 dst.

S Ibid, Dikutip dari Hegel, Vorlesungen uber Rechisphilosophie 1811-1831, Edition and
Kommentar von Ilting, Karl-Heizen, Jilid 3. (ttp.: tnp, 1974), hal 68-69.
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karya yang dibuat oleh Klostermann tersebut memberikan gambaran bahwa
ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada hak
cipta melainkan juga pada paten, paten sederhana, hak merek, desain industri
dan tata leteka.

Lahirnya Toeri Tentang Hak Kepribadian dan Hak atas Benda Tidak
Berwujud

Perkembangan teori tetang HaKI dalam, ilmu hukum telah membuka
pemikiran para ahli hukum| bahwasanya ada dua hak yang terkandung di
dalam hak atas kekayaan Intelektual yaitu hak kepribadian dan hak yang
bersifat materi atau hak yang mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya
padangan tersebut, telah melahirkan-dua’teeri yang cukup terkenal sampai
sekarang.

Teori yang pertamq adalah teori Monistisme atau sering dikenal
dengan Monistisme Theory. Teori ini dipelopori oleh Bluntschi dan
dikembangkan oleh/Gierke.>>Menurut teori-Monistisfiehak kepribadian dan
hak yang bersifat mmateri atau bernilai ekonomis merupakan satu kesatuan,
dimana sebuah karya cipta merupakan hasil atau produk dari intelektualitas
manusia yang menimbulkan hubungan erat antara sebuah karya cipta dengan
si penciptanya. Kemudian juga teori ini menekankan asfek kepribadian si
pencipta dari sebuah karya sebagai hal yang primer dan menempatkan hal

ekonomisnya sebagai hal yang sekunder. Dengan kata lain bahwa

 Ibid. hal. 8.
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kepentingan pribadi dari si pencipta lebih diutamakan dari pada kepentingan
ekonomisnya. Jadi apabila si penciptanya telah meninggal maka ahli
warisnya masih tetap bisa mempertahankan kepentingan kepribadian si
penciptanya. Dimana kepentingan pribadi bersifat abadi sedangkan
kepentingan ekonomis si pencipta terbatas oleh waktu.**

Kemudian teori yang kedua adalah teori Dualistisme atau dekenal
dengan nama Dualistism. | Teori ini mengandung paham bahwa sisi
kepribadian dan ekonomis merupakanyduahal-yang terpisah satu sama lain.
Dimana hak cipta merupakan hak yang Ididalamnya terkandung nilai
ekonomis. Teori Dualistisme, dipelopori.eleh Josef Kohler dari Jerman. Josef
Kohler dalam teorinya yang dikenal dengan mnama “Immaterialgiiterrecht”
menyebutkan bahwa ada hubungan-erat-antara si-pencipta dengan benda tak
berwujud (Immaterales Gut).®> Menurut Kohler nilai ekonomis dari hasil
sebuah karya cipta atau hak milik“intelekiual lebih menonjol dari aspek
kepribadiannya. Jadi ketika/si\pencipta mempunyai“tujuan untuk mencari
keuntungan ekonomis dari sebuah karya cipta merupakan hal yang wajar.

Pergulatan panjang antara kedua teori tersebut melahirkan teori
monitisme medern atau modern monistism theory. Teori ini lahir sebagai
penyempurna dari teori Monistisme. Berdasarkan teori monitisme medern

bahwa antara aspek kepribadian dan ekonomi dari sebuah hak kekyaan

 Ibid.
% Ibid,
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intelektual merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya sama-
sama mendapatkan perlindungan hukum, baik itu hukum internasional
maupun hukum negara-nagara nasional. Di Jerman teori ini dipelopori oleh
Jurits Abad ke 20 sebagaimana dalam Urhebergesetz tahun 1965 (UUHC)
pasal 11 secara jelas menganut paham ini. Sama halnya di Indonesia dengan
undang-undang hak cipta No. 19 tahun 2002 juga memegang paham yang
ketiga.5®
B. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pengertian secara termenologi mengenai 'hak milik intelektual mulai
digunakan pertama kalinya berkisar pada/tahun 1790-an. Tepatnya pada tahun
1793, istilah tersebut berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual yaitu bahwa
hak milik dari pencipta,adalah buku-bukanydalam pengertian benda melainkan
dalam pengertian isi dari buku tersebut. Namun yang dimaksud buku disini
adalah bukan buku dalam pengertian bendanya melainkan isi kandungan dari

-buku tersebut seperti yang apa.yang.dijleskan.pada permaslahan sebelumnya.
Permasalahan penerjemahan mengenai pengertian dari hak atas kekayaan
intelektnal mempunyai perjalan panjang. Pengertian hak atas kekayaan
intelektual yang berkembang pada masa sekarang tidak terlepas dari pengaruh

jurisprundensi di Eropa sebagaimana di Perancis, Inggris dan Jerman.

% Kitab Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cet. 1 (Jakarta: Visimedia,2007), hal.
317 dst.
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Istilah HaKI yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengertian yang ada
dalam sistem hukum Anglo Saxon yang dikenal dengan nama Intellectual
Property Right. Ketika istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia menjadi dua istilah, yaitu; pertama, hak milik Intelektual dan kedua,
hak atas kekayaan intelektual ®’ Pada dasamya perbedaan penerjemahan tersebut
terletak pada kata property. Dimana kata tersebut sebenarnya bisa di terjemahkan
menjadi milik atau bisa juga ke¢kdyaan. Penerjemahan tersebut dalam makna
kebehasaan tidak mengandung artiyang berbeda, dimana ketika berbicara milik
maka tidak lepas dari kekayaan dan juga bila berbicara tentang kekayaan maka
akan terkait dengan milik. Jadi Kata tersebut,tidak berbeda dalam hal arti akan
tetapi hanya berbeda dalam kata.

Penggunaan Istilah, Hak atas/Kekayaan)Intelektual-merupakan istilah resmi
yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia, sedangkan dalam
prakteknya para ahli hukum ada yang menggunakan istilah hak milik intelektual,
ada pula yang menggunakan istilah.hak kekyaan.intelektnal. Pada dasarnya
Konsep HaKI meliputi;

1) Hak milik atas pemikiran (intelektual), yang melekat pada pemiliknya,
bersifat tetap dan ekslusif.
2) Hak yang diperoleh pihak lain dengan ijin dari pemilik, dan bersifat

sementara.

7 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung; PT.
Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1
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Misalnya; hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk
menggunakan pada produk tertentu, hak untuk menghasilkan produk
tertentu.

HaKI merupakan hak atas kebendaan yang tidak berwujud yang merupakan

hasil dari kegiatan intelektual yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan atau

penemuan tertentu. Kemudian pada ide tersebut melekat pridikat intelektual yang

bersifat abestrak. Dengan itu menjadikan HaKI menjadi terpisah dengan benda

material yang merupakan bentuk jelmaannya. Misalnya;

a.

Hak Cipta adalah “ide dibidang 1lmu pengétahuan yang disebut dengan
Hak kekayaan ntelektual, bentuk jelmaannya adalah buku.

Hak cipta adalah ide dibidang'seni-yang disebut HaKI, bentuk materialnya
adalah lagu.

Hak Merek, ide dibidang pengetahuan, bentuk jelmaannya adalah merek
yang dijadikan label yang dilekatkan pada barang/jasa dagangannya.

Hak paten, ide dibidang teknologi'yang-disebut' HdKT bentuk jelmaannya
adalah TV, proses pembuatan obat dan lain-lain.

HaKI adalah merupakan kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut

dapat dialihkan pememfaatannya atau penggunaannya kepada pihak lain,

sehingga pihak lain memperoleh mamfaat dari HaKI tersebut. Hak penggunaan

atau pemamfaatan ini desebut dengan hak yang diperoleh karena izin (lisensi)

dari pemiliknya contoh; hak untuk mengumumkan atau memperbanyak adalah
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merupakan HaKI yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah
hak yang melekat pada diri penciptanya, dan begitu juga hak yang lainnya.

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum
adalah hak atas kekayaan intelektul. Bukan benda materinya yang merupakan
bentuk jelmaan dari HaKI. Alasanya HaKI adalah merupakan hak eksklusif
(exclusive right) yang hanya ada dan melekat pada pemilik dan pemegang hak.
Sehingga pihak lain apabila ingin memamfaatkan dan menggunakan hak tersebut

wajib untuk memperoleh izin (lisensi) dari pemegang hak.

. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam kerangka Hukum

Indonesia.

Sebelum membahas mengenairuang lingkup-dari HaKI terlebih dahulu kita
alangkah lebih baiknya,mengetahuigmengenai pembagian bendaydimana benda
terbagi kedalam dua bentuk yaitu benda berwujud (maieriil) dan benda tidak
berwujud (Immateriil) yang ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak
berwujud dalam pasal 499 BW.disebut.sebagai.hakscontoh-hak adalah hak tagih,
hak guna usaha, hak tanggungan, hak kekayaan intelektual. Baik benda berwujud
maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak.®® Jadi HaKI dapat
menjadi obejek hak, apalagi dapat dimamfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi.

Hak atas benda berwujud disebut dengan absolut atas suatu benda,
" sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak

dalam hal ini hak kekayaan intelektual.

“ Ibid, hal.3
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Banda dan Hak
Benda berwnjud Hak (tidak berwuju);
contoh; rumah, tanah kursi, < > Hak absolut,contoh hak milik,
kendaraan kompoter hak sewa, hak pakai.
Banda berwujud; HKI1 (tidak berwunjud)
ch; buku, lukisan, P > Hak absolut,
merck, produk. - Cth; hak cipta hak merek, paten.
Yang dialihkan, Yang dialihkan
hak milik, penguasaan benda, > HaKl, penggunaan HaKI dengan
dengan perjanjian. lesensi (izin).
Perlindungan hukum, Perlindungan hukum
oleh perdata < > oleh, hukum HaKI.

Menurut sistem hukum Anglo Saxefi,*»HaKI diklasifikasikan menjadi Hak
Cipta (Copyright) dan Hak milik perindusirian/(Industrial Property Right). Dari
hak cipta diturunkan lagi menjadi hak turbnan (Neigbouring Right). Contoh dari
hak turunan adalah sinetron dari‘suatu buku/fievel, siaran televisi dari suatu
drama dan lagu. Jadi hak cipta disini terdiri dari novel, drama, dan lagu,
sedangkan hak turunan terdirivdari_sinetronys.dramal televisis.dan lagu yang

ditayangkan.

® Anglo Saxon adalah suatn sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu
keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim
selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan,
Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana
mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon).
Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon
campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum
Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Lihat, http//www.Anglo
saxon\Hukum.htm.com, Accesed 1 Januari 2009,



44

Berdasarkan Convention Establishing The Wold Intellectual Property

Organization (WIPO),” Hak Milik perindustrian diklasifikasikan menjadi;

1.  Hak Paten (Patent)

2. Model dan rancang bangun (Utility Models)

3. Desain Industri (Industrial design)

4.  Merek dagang (trade Mark)

5. Nama dagang (trade Name)

6.  Sumber tanda atau sebutan;asal ‘(Indication) of Source or appelation of
original)

Dalam  sistem Anglo Saxon,/cakupan” HaKI mendapat beberapa
penambahan khususnya yang berkénaan dengan Kekayaan Industri yaitu; trade
secret, service mark, dan unfair competition, protection:. Sehingga bidang HaKI
dapat di kalisfikasikan menjadi;

1. Paten

2. Utility Model

™ The Wold Intellectual Property Organization (WIPO) adalah World Intellectual Property
Organization (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus
menangani bidang hak kekayaan intelektual (HAKI). Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan
184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional
serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti patent, copyrights dan trademarks.
Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi
terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan
memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan copyrights,
Dpatent, dan trademarks. Fungsi dari WIPO yaitu membangun sistem internasional dalam intellectual
property (IP). Salah satu tugas dari WIPO adalah menentukan standar dan aturan internasional dalam
IP. Dalam melaksanakan perlindungan tethadap kekayaan intelektual WIPO membangun kerjasama
dengan negara-negara anggotanya dan juga beketjasama dengan organisasi lainnya seperti World
Trade Organization (WTO) dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Untuk melengkapi fungsi-fungsi yang tidak terdapat dalam WIPO. Lihat, http//www.WIPO\world-
intellectual-property.html.com, Accessed 31 Oktober 2008.
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3.  Industrial Design
4.  Trade Secrets
5.  Trade Marks
6.  Service Marks
7.  Trade Name or Commercial Name
8.  Applition of Origin
9.  Indication of Origin
10. Unfair Competition Protection.
Kemudian kalau berdasarkan WTO[" atau 'TRIPs’? ada penambahan dua

bidang yaitu; Perlindungan Vareitas Barty'Tanaman, dan Integrade Circuits atau

"WTO adalah World Trade Organization (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995,
melalui perjalanan dan perdebatany panjang ypada pputaran~Uruguay selama=9 tahun dengan
disepakatinya Agreement the World\Trade, Organization; yaitu ‘persetujuan.pembénitukan Organisasi
Perdagangan Dunia yang ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO pada
tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, MarokogWTQ adalabymetamorfosis yang semakin sempurna dari
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Dibawah \GATT, yang diatur adalah hanya
perdagangan barang saja, namun di bawah WTO, pengaturan meliputi 3 bidang yaitu perdagangan
barang, perdagangan jasa dan Hak; Atas kekayaan-Intelektual-(trade'related intellectual proverty right).
WTO yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss 'dan’ beranggotakan 146 Negara termasuk Indonesia
yang bergabung pada awal pembentukan WTOQ yaitu 1 Januari 1995. WTO memiliki fungsi utama,
antara lain: mengawasi persetujuan perdagangan unfuk multilateral trade, forum untuk penyelesaian
sengketa dagang, menjalin kerjasama institusi international, mengawasi kebijakan perdagangan
negara anggota dan memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Pengambilan keputusan
WTO diadakan pada Konfrensi Tingkat Mentri (KTM) yang diadakan 2 tahun sekali. Www.
WTO\6.htm.com. accessed 31 Oktober 2008.

2 TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) merupakan perjanjian
internasional di bidang HaKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di
bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organization) yang bertujuan
menyeragamkan sistem HaKI di seluruh negara anggota WTO. HaKI merupakan isu perdagangan baru
yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay berlangsung TRIPS merupakan rejim
peraturan HaKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Karena merupakan bagian
dari WTO maka, pelaksanan TRIPS dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian
sengketa. Ada enam jenis HaKI yang dimuat di dalam TRIPS: Hak Paten, Hak Cipta, Merek. Indikasi
geografis, desain industri, rangkaian elektronik terpadu. Hira Jhamtani, Makalah MEMAHAMI REJIM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT PERDAGANGAN (TRIPS), (Jakarta: Institud Keadilan
Global, t.t.), hat. 1.
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rangkaian elektronik terpadu. Jika dilihat secara sederhana maka tergambar

sebagaiman dalam bagan berikut;

—

Benda

N
Immaterial w
(Benda Tidak Berwujud)
J
Hak atas Kekayaan
Intelektnal )

Hak Cipta (Copy
Right)

Material
Benda Berwujud

Hak yang bersepadan
dengan Hak Cipta atau
Hak Terkait

> Paten

=<y Utility Model

= Industri Designs
> Trade Secrets

= Sirvice Marks
—p Trade Name Or
—p=Commercial Name
——» Appelation of Orgin
—p Indication of Origin
—» Unfair Conpetition
L Protection

L » New Varieties of
—» Plants Protection

. » Integrated Circuits

Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI dalam sistem perundang-

undangan Indonesia, bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan Intelectual

Property Right sebagaimana dalam bagan di atas tidak semuanya diatur dalam

undang-undang tersendiri melainkan digabung dalam satu undang-undang.
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Misalnya; peraturan yang berkenaan dengan neighbouring right diatur dalam UU
Hak Cipta, utility models™ hal ini diatur dalam undang-undang Paten, trade
marks, service marks, trade names or commercial name applications or origin
dan indication of origin diatur dalam undang-undang merek. Dalam hal unfair
compatition menurut OK. Saidin bukan termasuk dalam HaKI, hal ini
dikarenakan tidak adanya hak kebendaan yang dilindungi unfair compatition atan
persaingan tidak sehat, hal ini tidak boleh dilakukan dalam bidang apa saja
termasuk juga HaKI.”* Namun demikian dalam persetujuan TRIPs secara khusus
ditempatkan dalam satu klausul unfgir compatition'yang berkaitan dengan HaKI.
Undang-undang HaKI di Indenesia’yang mengatur permaslahan Hak Cipta
diatur dalam UU No. 19 tahun 2002, perturan’merek termaktub dalam UU No. 15
tahun 2002 dan permasalahan patenydiatur-dalam UU-No. 14 tabun 2002. Pada
awalnya yaitu pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya undang-undang paten
dan merek baru, Indonesia telah menerbitkan beberapa paraturan baru yang
tercakup dalam bidang ‘perlindungan HaKT disamping paten dan merek yang
sudah lebih dulu disahkan yaita UU No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan

Varietas Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 tentang desain industri dan UU No. 32

® Istilah Utitlity Right dalam undang-undang Indonesia istilah ini dikenal dengan paten
sedarhana. Paten sederhana adalah Hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun jumlah
klaim dari invensinya terdiri dari 1 (satu) invensi dengan obyek Paten Sederhana berupa produk atau
alat. Masa waktu paten sederhana lebih sedit dari pada paten kemudian biaya pendaftaran ebih murah.
Serta produk paten sederhana bersifat kasat mata sepett; tusuk gigi, pensil, penjepit kertas. Lihat,
www.dgip.id., di access tanggal 1 Januari 2009.

4 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2007), hal. 18.
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tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dengan demikian saat ini
terdapat perangkat UU HaKI di Indonesia yang terdiri dari;
1)  Hak Cipta diatur dalam UU. No 19 tahun 2002.
2) Paten diatur dalam UU. No. 14 tahun 2002.
3)  Merek diatur dalam UU. No. 15 tahun 2002.
4)  Perlindungan Vareitas Tanaman diatur dalam UU. No. 29 tahun 2002.
5) Rahasia Dagang diatur dalam‘QUU. No. 30 tahun 2002. |
6) Desain Industri diatur dalam YU No, 31 tahun 2002.
7)  Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalamiUU No. 32 tahun 2000.

Terlepas dari permasalahan’ tersebuf, Hak |atas kekayaan Intelektual
merupakan suatu hak yang berada dalam’ruang ligkup kehidupan teknologi, ilmu
pengetahuan, seni; dam, sastara., Kepemilikanmmya .~bukan terhadap barang
melainkan kemampuan iﬂtelektual manusianya, yaitu ide sebagaimana yang
dikatakan W.R. Cornish. “Milik Intellektual ‘melindungi pemakaian ide dan
informasi yang mempunyai nilat “komersil | ataw~uilaif-ekenomi’. > Dengan
demikian sebuah ide tanpa ada sebuah relalisasi dalam bentuk nyata maka
penerapan HaKI belum dapat dilakukan. Untuk itu, agar keberadaan HaKI lebih
jelas terlihat dalam sistem hukum kita, HaKI perlu dilihat dari segi;
1) Landasan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Keberadaan HaKI ini baru ada apabila kemapuan intelektual seseorang

itu telah membentuk sesuatu yang dapat di raba oleh indera, seperti dilihat,

™ W.R. Comish, Intellectual Property, edisi ke-2, (London:Swett & Maxwell,1989), hal. 5.



49

didengar, dibaca, maupun digunakan secara paraktis. Dalam hal ini David I.
Bainbridge mengatakan bahwa;

“ intellectual property” is the collective name given to legal right
which protect the product of the human intellect.”® The term intellectual
property seem to be the best availeble to cover that body of legal right
which arise from mental and artistic endeavour.”

Dengan demikian uraian“diatas dapat disimpulkén bahwa kekayaan
intelektual adalah merupakan hak yangsberasal dari hasil kegiatan kretifitas
dengan menggunakan kemempuan daya pikir manusia yang dickspresikan
kapada khalayak umum dalam berbagai bentuk, dimana karya tersebut
memiliki mamfaat baik sebagaipenunjang’ kehidupan manusia yaitu dapat
memajukan peradaban masyarakat-dan<mengandung ailai~ekonomi yang
nantinya membawa dampak kepada kesejahteraan masyarakat yang berupa
kesejahteraan pianansial. Bentuk nyata dari karya tersebut bisa dalam bidang
teknologi maupun dalam bidang senit

HaKI sebagai hak milik yang timbul dari sebuah karya, karsa, cipta
manusia atau dapat pula disebut sebagai sebuah hak kekayaan yang lahir dari

kemampuan intelektualistas manusia. Hasil atas sebuah karya tersebut dalam

masyarakat beradap diakui bahwa seseorang yang menciptakan boleh

"David 1 Baindge,Computers and the law, cetakan ke-1, (London: Pitman Publishing,1990),

hal. 1.
™ John F. Williams, 4 Manager’s Guide to Paten, Trade Makrs & Copyright, cetakan ke-1,
(London:Kogan Page, 1986), hal. 11. Lihat, Ibid, Muhammad Djumhana, hal 21,
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menguasai untuk tujuan yang mengutugkannya. Kreasi sebagai milik
berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi
milik yang tidak berwujud.”®

Hak atas Kekayaan intelektual pada dasarnya adalah adanya suatu
ciptaan tertentu (creation). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (art)
tetapi juga bisa dalam bidang industri atau ilmu pengetahuan. Hak kekayaan
intelektual ini sangat abestrak dibandingkan hak kebemilikan terhadap benda
berwujud, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua
hak tersebut sama-sama bersiafat mutlak. Ke&mudian dapat dianologikan
bahwa setelah benda yang tidak berwajud tersebut keluar dari dari pikiran
manusia kemudian menjelma-’menjadi-/suatu-ciptaan ilmu pengetahuan,
kesusastraan, seni atau dalam bentuk-pendapat; yang-akhirnya-menjadi benda
berwujud (lichamelijke zaak) yang dalam pemamfaatannya (exploid) dan
reproduksinya mengahasilkan ~keuntungan berupa uang. Inilah yang
membenarkan pengelolaan haktersebut dalam.bukuim hartabenda.”

Di Eropa kontenental pengaturan perdata mengenai Hak Atas Kekayaan
Intelektual ini terpisah dari kitab undang-undang Hukum perdata.
Pengeturannya tersendiri dalam udang-undang hak cipta, paten, dan

seterusnya. Keadaan ini dapat dilihat dari akar hukum Eropa Kontenental

™ Rescoe Pound, Pengantar filsafat Hukum, diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, cetakan
ke-III, gakarta: Bharatara Karya Aksara,1982), hal. 118.
Van Apeldoom, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-3, (Jakarta: Noordhoff koff, 1957), hal.
173.
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yang mengacu pada hukum Romawi®. Terbatasnya pengertian benda hingga
barang-barang dan hak yang berwujud dengan mengesampingkan benda-
benda yang tidak berwujud, dapat diterangkan dari hukum Romawi, dimana
hak-hak seperti hak cipta dan hak Hak Oktroi®' belum dikenal orang saat itu.
Di negara Belanda, sistem hukumnya demikian terkait pada sisitem
Romawi, schingga orang-orang kesulitan untuk mengubahnya ketika adanya
tuntutan zaman. Itulah juga sebabnya maka Hak-hak barang tidak berwujud
tersebut tidak diatur secara rinci dalamBurgerfijk Wetboek yang mengeikuti
pembagian hukum perdata Remawi, | tetapi 'dalam undang-undang yang
tersendiri.*
2) Sifat-sifat Hak Atas Kekayaan’Intelektual.
HaKI sebagai jsebuah produks hukum=yanggditurunkan dari hukum
kebendaan (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya mempunyai

hak kebebasan untuk berbuat apa Saja sesuai dengan kehendaknya dan

® Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda'yang-telah menancapkan pilar-
pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan
masyarakat sendiri. Sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum Eropa atau disebut juga sistem
hukum Romawi Jerman. Adapun sumber dari sistem hukum Eropa atau Romawi Jerman ini adalah
hukum Romawi kuno yang dikembangkan di benua Eropa (Eropa Kontinental) oleh negara-negara
seperti Prancis, Spanyol, Portugis dan lain-lain. Berkembangnya sistem hukum Romawi Jerman adalah
berkat usaha dari Napoleon Bonaparte yang berusaha menyusun Code Civil atau Code Napoleon
dengan sumber berasal dari hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum
perdatanya atau private law atau civil law yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama anggota
masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Romawi Jerman ini lebih terkenal dengan nama sistem
hukum c#vil law. Lihat, Rene Devid and John. E.C. Brierley: Major Legal Systems in the World Today,
edisi I, (London: Stevens & Sons, 1978), hal. 21,

® Hak Oktroi adalah hak untuk menciptakan uang. Yang mempunyai hak dalam hal ini adalah
pemerintah. Di Indonesia hak tersebut diberikan kepada Bank Indonesia. Lihat,
http72.14.235.132searchg=cachetwM4VQpTn9gTesutomo.staff gunadarma.ac.idDownloadsfiles 11321
Materi_V/Class_Bank Lembaga Keuangan 1_Aset Keuangan .pdfipengertian+Hak+Oktroi&cd=2
&hl=id&ct=clnk&gl=id, Di acces pada tanggal, 1 Januari 2009.

¥ Van Apeldoom, Pengantar., hal. 174.
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memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya.
Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan,
misalnya pembatasan berupa lesensi wajib (lesensi untuk melaksanakan paten
yang diberikan oeh derektorat jendral atas dasar permohonan)®’, adanya
pengambil alihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan melihat perkembangan dafi HaKI, tampaknya kini pengaturan
hak atas kekayaan intelektual imenempatkan undang-undang tidak semata-
mata bersifat tambahan, tetapi bahwa petbuat undang-undang telah
bermaksud memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun
demikian, perubaban peraturan-tersebut-masih-bertumpu pada sifat aslinya
yang ada pada hak atas kekayaan intelektual tersebutyyaitu diantaranya;

a) Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut
akan menjadi milik \ umumy.tetapi lada ~pula/yang setelah masa
perlindungannya bisa diperpanjang terus asalkan terus dipergunakan dalam
perdagangan, misalnya hak merek , tetapi ada juga yang perlindungannya
terus-menerus tidak terbatas, bahkan tidak perlu didaftarkan, yaitu rasia
dagang, jangka waktu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di
bidang tertentu (Hak Cipta, Merek Desain Industri dan Paten semuannya

terbatas dan telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undang

% Kitab Undang-Undang HaK1, cet. I, (Jakarta: Visis Midia, 2007), hal. 202-205.
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yang mengaturnya, dalam hal ini undang-undang di Indonesia mengaturnya
dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang
desain Industri, akan dilindungi selama 10 tahun.

b) Bersifat eksklusif dan Mutlak

Maksud dari bersifat eksklusif dan mutlak adalah bahwa hak dapat
dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut
tehadap pelanggaran yang dilakukan oleh sigpapun. Si pemegang hak atas
kekayaan intelektual mempunyai ~ hak- | monopoli yaitu dapat
mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya
membuat ciptaan/penemuan ataupunmenggunakannya.

c) Besifat hak mutlak yang bukan kebendaan:>*

Hak atas kekyaanyintelektual-merupakanshak smutlak yang bukan
kebendaaan yaitu merupakan sebuah hak mutlak yang diberikan oleh
undang-undang untuk menguSai Sérta mempergunakan dengan benar atas
sesuatu yang bersifat immaterial’ dalam.hal«ini ide=yang dalam bentuk
nyatanya adalah sebuah karya intelektual. Hak tersebut merupakan sebuah
wujud perlindungan yang diberikan undang-undang sebagi konsekuensi

atas sebuah karya Intelektual.

% Mr. N. E. Algra, et.al., Mula Hukum, cetakan ke-I, (Jakarta: Binacipta,1983), hal 210.
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3) Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Hak Atas Kekayaan
Intelektual

Prinsif utama yang ada pada Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hasil
kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut,
maka pribadi yang menghasikannya mendapat kepemilikannya berupa hak
alami (natural). Demikian sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai
cara perolehan alami (naturaf acqusition) bentuk spesifikasi, yaitu melalui
melalui penciptaan. Padangan; demikian" terus | didukung, dianut banyak
sarjana, mulai dari Lock sampai kepada kaum Sésial. Sarjana-sarjan Romawi
menamakan apa yang diperoleh’di bawah, sistetn masyarakat, ekonomi, dan
hukum yang berlaku sebagai perolehan-sipil dan pemahaman bahwa asas
suum cuique tribuerey(berikanlah kepada-setiap orang.apa yang telah menjadi
haknya)®® menjamin bahwa banda yang diperoleh secara demikian adalah
kepunyaan seseorang itu.*

Pada tingkatan |paling..tinggi |dari/.hubungan/kepemilikan, hukum
bertindak lebih lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan
penikmatan ekslusif atas benda atau ciptaan tersebut dengan bantuan negara.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukun adalah untuk
kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan

subjek hukum. Guna membatasi penonjolan kepentingan dari perorangan

¥ Eugenius Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
(Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 97.
% Rescoe Pound, Pengantar, cet-IV, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara 1983), hal. 119-120.
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maka hukum pula memberikan jaminan terhadap terpeliharnya kepentingan

masyarakat. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan masyarakat

tercermin dalam sisterm Hak Atas Kekayaan Intelktual. Sistem Hak atas

Kekayaan Intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan

di antara 2 kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat

umum. Dua sisi dari mata nang yang sama menyangkut Hak Atas Kekayaan

Intelektual dapat dilihat bada Pasal 27 The declaration of Human Rights®,

yaitu;

v' Everyone has the right freely 1o participate in the cultural life of the
comonity, to enjoy the aris and 1o share in-sicetific advancement and its
benefits.

v’ Everyone has the right to.the|protection|of the moral and meterial
interest resulting from any'scientific/ literary or artistic production of
which he is the author.

Sebagai cara/untuk menyeimbangkankepentingan-dan-péranan pribadi
individu dangan kepentingan masyarakat, maka gistem Hak Atas Kekayaan
Intelektual berdasarkanspada-prinsip;

% Prinsip keadilan (the principle of natural justice)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan
hasil dari kemampuan intelektualnya, oleh karena itu wajar apa bila
memperoleh imbalan-imbalan dapat berupa materi maupun non meteri

seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil

karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan

"Muhammad Jumhana, Jubaaedillah, Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya
di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 25.
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penciptanya berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka
kepentigan tersebut, yang disebut dengan hak.®® Setiap hak menurut
hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tentu yang menjadi alasan
melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak atas kekayaan
intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak adalah
penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektual.

Perlinduﬁgan ini pur tidak terbatas’di dalam negeri si penemu itu
sendiri, tetapi juga dapatmeliputi‘perlindungan diluar batas negaranya.
Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain
untuk melakukan (comission) atautidak ‘melakukan (ommision)sesuatu
perbuatan.

¢ Prinsip ekonomi (the economic-argument)

Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal
dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang
diekspresikan kepada khalayak umum.dalam berbagai bentuknya, yang
mamilik mamfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia,
maksudnya wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu
satu keharusan untuk menunjang kehidupan masyarakat. ** Dengan
demikian, hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu kekayaan bagi

pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan

%% Kartini Muljadi dkk, Seri Hukum Harta Kekayaan (Kebendaan pada Umumnya), cet-II,
(Jakarta: Kencana, 2003), hal. 2.
¥ Muhammad Jumhana, Hak Kekayaan Intelektual., hal. 27.
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meuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical

fee.

()
L <4

Prinsip kebudayaan (the cultural argument)

Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya
bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya karya itu pula akan
timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyaka karya
yang akan tercipta.”® Déngan konsepsi demikian maka pertumbuhan,
perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan|sastra sangat besar artinya
bagi peningkatan tarap kehidupan, perdapan, dan martabat manusia.
Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.
Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan’ eipta, manusia yang dibakuan
dalam sisitem, Hak Atas Kekayaan-intelektual.adalah swatu usaha yang
tidak dapat dilepaskan sebagi perwujudan suasana yang diharapkan
mampu membangkitkansemangat ‘dan"” minat untuk mendorong

melahirkan ciptaan baru.

R
°»

Prinsip sosial (the social argument)
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai

perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi

% Merujuk kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang merupakan refisi dari undang-
undang No. 6 tahun 1982. Dimana undang-undang tersebut dikeluarkan dalam rangka merealisasikan
GBHN tahun 1978, khususnya yang membahasa mengenai pembangunan di bidang hukum yang
dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil ciptaannya. Dengan demikian
diharapakan penyebarluasan hasil budaya dibidang larya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara
yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.
Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKJ), (Jakarta: Visimidia, 2007), hal. 317.
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hukum mangatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. !
Jadi, manusia dalam hubungan dengan manusia lain, yang sama-sama
terikat dalam satu ikatan kemasyarkatan. Dengan deimikan, hak apa pun
yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau
persekutuan atau lesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk
memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu
saja; tetapi pemberian | hak kepada pérseorangan persckutuan atau
kesatuan itu diberikan, dan (diakui_olehChukum, oleh karena dengan
diberikannya hak tersebut kepada |perseorangan, persekutuan ataupun
kesatuan hukum itu, kepentingan-Seluruh masyarakat akan terpenuhi.”
Dari keseluruhan prinsip’ yang-melekat pada Hak Atas Kekayaan
Intelektual maka [setiap /negara penékananmmya /Selalil “berbeda-beda.
Berbeda sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofinya,
maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut.. Negara
berkembang dan‘negara-bekas’jajahan;-defigan negara maju industrinya
sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip Hak Atas

Kekayaan Intelektual.

! Muhammad Jumhana, Hak Kekayaan Intelektual., ibid.
%2 Seonarji Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet-1, (Bandung: Binacipta,

1982), hal. 124.
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4) Kelompok-Kelompok Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengelompokan mengenai hak atas kekayaan intelektual, dikalangan
para ahli dan praktisi belum ada keseragaman. Sebagaian kalangan membagi
hak atas kekayaan intlektual kedalam dua bagian yaitu hak cipta dan hak milik
industri. Sebagian yang lain ada yang menambahkan dengan jenis yang baru
yaitu law of confidence sebagai perlindungan tehadap trade secretdan know
how; yang dikenal dengan namia Rahasia Dagang serta action of passing off.
Mengenenai hal yang terakhir /)bukan kehususan dari suatu kelompok Hak
Atas Kekayaan Intelaktual melainkan hanya bentuk yang dapat dikategorikan
pelanggaran oleh suatu pihak tertentuderhadap Hak Atas Kekayaan Intelktual
pihak lainnya.

Secara garis \besar jpengelompokan Hakj Atas Kekayaan Intelektual
terbagi menjadi dua kelompok, yaitu; pengelompokan teradisional dan
pengelompokan yang mendasarkan kepada sumber hukumnya. Kelompok
tradisional mengacu pada| Wold \intellectual.Property/ Organization (WIPO)
dengan milihat dari pengaturannya dalam konversi internasional yang ada.
Dimana sekarang ini hanya ada dua konversi internasional yaitu; konversi
mengenai Hak Cipta (1952), serta konversi Paris yang mengatur Hak
Perindustrian yang terdiri paten, Merek dan desain Industri, dan sekarang

mungkin ditambah dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
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Kelompok kedua adalah orang yang mengadakan pengelompokkan Hak
Atas Kekayaan Intelektual yang berdasarkan kepada sumber hukumnya; John
F. William mengatakan:**

“the protection avaleble is more wide ranging than is ofien appreciated

and is devided between that under statute, an that under commen law;

Statute; patents, trade makers, copyright, registered designs, industrial

design copyright, commen law; Action for passing off, and breach of

confidence.”

Meskipun ada pengelompokan seperti Zitu sebenarnya tidak banyak
mempengaruhi dalam  parakieks “hukumnya, masalah sckarang ini
pengelompokan tersebut sudah kurang mempunyai daya pembeda lagi. Sebab
sekarang ini karya-karya hasil” inteletual. tersebut dalam pememfaatannya
kadang-kadang saling tumpang-tindih terjadi-kombinasi. Misalnya kita lihat
dalam hal kumbinasi,antara lukisan sebagai~bagian- dari hak cipta dengan
merek dagang yang berupa, lukisan tersebut, contohnya jurisprudensi
mengenai “Snoopy” yaitu telah terbentuk suatu perlindungan khusus atas
ciptaan yang semula merupakan Hak Cipta dari Charles Schulz, dan kemudian
telah menjelma menjadi Hak Merek atas merek “Snoopy”. Kombinasi lain
misalnya antara lukisan sebagai hasil dari keterampilan artistik yang

dilindungi oleh Hak Cipta dan Desain Industri yang dilindungi melalui Hak

Milik Industri. Menyankut jenis law of confidence atau rahasia dagang, dan

% John F. Williams, A Manager’s Guid to Paten, Trade Mark & Copy Right, Cet. ke~ 1,
(London: Kogan Page, 1986), hal. 11-12,
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passing off dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lain, tidak terlepas
pula bisa saling tumpang tindih.

Perkembangan sekarang ini dengan adanya dorongan politik dan hukum
maka diciptakan hak-hak baru guna menegaskan dan memperkuat tipe
perlindungan untuk ide yang berupa penyampaian konsep hak yang baru.
Misalnya hak karakter tokoh tertentu, seperti Mickey Mouse dan Jemes Bond
serta hak perlindungan atas variétas tanaman, cip|semikonduktor (topography
right atau desain tata letak sirkuit terpadu), dansebaginya. Hak-hak yang baru
tersebut mempnyai konsep yang agak berbeda’'dengan Hak Atas Kekayaan
Intelektual yang sudah terlebih dahulw/’ada.

Sebagai akibat perkembangan-\teknologi’/ di bidang semikondoktor
Amerika Serikat kini,dikenal hak-baru~yang~dikelompokkan~dalam bidang
Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu topograpy right. Hak ini dikebangkan
karena dirasa Hak Atas Kekayaan Intelektual sekarang dirasa kurang bisa
melindungi dalam pembuatan’ semi’ konduktor..Industti semi konduktor
mencari atau membuat peraturan khusus yang mencakup perlindungan dalam
perancangannya sekaligns pembuatannya. Keinginan seperti itu saat ini sulit
dicapai oleh sisitem Hak Cipta. Jalan keluarnya adalah dengan menciptakan
ketentuan baru “sui generis” dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
diluar skope konversi Universal Hak Cipta 1952 dengan memasukkan prinsip

“national treatment” yang diadopsi Konversi Paris.
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Hak Topografi (topography right) ini mulai dikenal dalam undang-
undang yang mengatur perlindungan semi konduktor atau dikenal dengan
nama conductor Chip Protection Act 1984. Undang-undang ini bukan
melindungi chip atau semikonduktornya, malainkan untuk melindungi pola
(pattern) dalam bentuk tiga dimensi yang dipetakan dalam bentuk lempengan
yang kemudian disebut chip. Pembuatan chip ini memerlukan lingkungan
steril dikerjakan dengan ketelifian dan menuntut kebersihan yang sangat
tinggi. Di Indonesia pada bulan Desember 2000 telah dilahirkan perturan
perundang-undangan yang mengetur | masalahi | topograpi tersebut, yaitu
sebagaimana tercantum dalam undang=undang Nomor 32 Tabun 2000 tentang
desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengetian Desain Tata Letak-Ferpadurmenurpt.undang=andang Nomor
32 Tahun 2000 adalah suatu_produk dalam bentuk jadi yang didalamnya
terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut
aktif, yang sebagian 'atau"seluruhnyal saling-berkaitan serta dibentuk secara
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk
menghasilkan fungsi elektronok. Sedangkan pengertian dasar tata letak adalah
kreasi berupa rancangan peletekan tiga dimensi dari berbagai elamen,
sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian
atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi

dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit Terpadu.
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§) Pemamfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pemilikan menurut ketetentuan Pasal 570 Kitab Undang-undang perdata

disebutkan bahwa;

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan
leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap suatu kebendaan itu dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-unadang,
atau oeraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak
menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain;
kesemuanya itu dengan itil dengan tidak mengurangi kemungkinan akan
mencabut hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan
undang-undang dan pembayaran ganti rugi.

Dengan ketentuan pasal 570.KUH perdata tersebut kita bisa menarik

kesimpulan setiap hak milik mempunyai unsur;>*

1.

Kemampuan untuk menikmati (atas beénda-atau hak yang menjadi objek
hak milik.

Kemampuan /untuk ' mengawasi | atau «menguasai “benda.yang menjadi
objek hak milik itu, yaituymisalnya\unfuk /mengalihkan hak milik itu

kepada orang lain.atau-memusnahkannyas

Sekalipun demikian, hukum pun memberikan pembatasan kepada pemiliknya

untuk menikmati maunpun mengusai atas benda, atau hak yang merupakan

miliknya tersebut.

Begitu pula dalam setiap pengaturan Hak Atas Kekayaan Intalektual

selalu memuat pembatasan terhadap pengusaan atau penggunaan tersebut,

baik secara;

% Muhammad Jumhana, Hak Kekayaan., hal 31.
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1.  Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan
Misalnya, dalam perudang-undangan paten; hak paten hanya berlaku
terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industridan
perdagangan, dan tidak berlaku terhadap perbuatan-perbuatan di luar
tersebut; hak paten dibatasi oleh masa berlakunya yang telah ditentukan
oleh undang-undang ; paten dimungkinkan dicabut, digunakan, dan
diambil oleh negara.

2.  Batas-batas tata kesusilaamdan ketertiban umum
Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa Hak| Atas Kekayaan Intelektual
tidak boleh bertentangan’ dengan.kesusilaan dan ketertiban umum
termasuk pula penggunaan tandayang berténtangan dengan agama atau
menyerupai Allah dan,Rasul-Nya:

3. Pencabutan hak milik_untuk kepentingan masyarakat, asal saja
pencabutan hak milik itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan
pembayaran ganti rugi.

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang kuat selain
memberikan kepastian hukum, juga memberikan mamfaat yang dapat
dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan
dan keamanan pun bisa meraih mamfaat dari adanya perlindungan Hak Atas
Kekayaan Intelektual ini. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa

keuntungan dan mamfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan
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Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, baik secara ekonomi mikro maupun

ekonomi makro, yaitu di antaranya;

a) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang kuat dalam
memberikan dorongan untuk meningkatkan  landasan teknologi
(technological base) nasional guna memungkinkan pengembangan
teknologi yang lebih cepat lagi.

b) Pemberian perlindungan’’hukum  terhadap Hak Atas Kekayaan
Intelektual pada dasamya) “dimhaksudkan sebagai upaya untuk
mewujudkan iklim yang yang| lebili! baik bagi tumbuh dan
berkembangnya gairah mencipta-atau_menemukan sesuatu bidang ilmu
pnegetahuan, seni dan sastra:

¢) Pemberian perlindungan terhadap-HakeAtas Kekayaan Intelektual bukan
saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa
manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan
suasana yang 'sehat luntuk.menarik..penanaman=modal asing, serta
memperlancar perdagangan internasional. Begitu besarnya mamfaat
yang dapat dirasakan dengan terlindungan Hak Atas Kekayaan
Intelektual para warga negaranya, maka setiap negara akan mencoba
memberikan perlindungan yang ketat.®®
Hal itu terlihat dari contoh, begitu gigihnya pemerintah Amerika Serikat

memperjuangkan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual para

% Ibid., hal 33.
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warganya. Perlindungan oleh Amerika Serikat apa yang dinamakan
pemebajakan atas Hak Atas Kekayaan intelektual ini, bukan saja dibatasi pada
peraturan di dalam negeri saja, melainkan juga dalam rangka perundingan
dagang internasional sampai dalam perundingan General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) sekarang dikenal dengan Wold Trade Organization
(WTO).

D. Perkembangan Hak Atas Kekayaan IntelektualPada Masa Sekarang.

Era globalisasi merupakan masa dimana megara berkembang maupun
negara maju dalam melakukan kegiatan ekonomi ‘akan bertumpu pada peraturan
yang telah disepati dalam GATT atau\WTQ~ yang meliputi, liberalisasi
perdagangan, bebas dari bea cukai’dan-kouta~serta bebas dari hambatan
administratif. **Meskipun, pada kenyataannya, tuntutan-ini lebihdbanyak dimotori
oleh negata ekonomi kuat dalam hal ini G-7 atau Group of Seven,’” namun bagi
negara berkembang seperti Indonesia tantangan im tidak bisa terelakkan, mana
kala Indonesia ingin ‘mengambil‘tempat| ‘dalam-.per¢aturan perekonomian

Internasional.

% Mohtar Mas’oed, Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia, (Artikel, Majalah
Prisma, LP3ES, No. 2, Februari, 1996), hal. 5.

7 G-7 atau Group of Seven adalah suatu kelompok impormal dari tujuan negara industri maju
yang mengadakan pertemuan secara teratur untuk membecarakan kepentingan bersama, khususnya
untuk mempromosikan kondisi ekonomi dunia yang lebih satabil dalam menghadapi gangguan dari
nilai tukar mengembang. Kelompok ini terdiri dari Mentri Keuangan dan Gubernur Bank sentral dari
Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Italia dan Kanada. Christopher dan Bryan Lowes,
Dictionary Of Ekonomi (Kamus Ekonomi), cet. I, diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea, (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 1994), hal. 271.
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Salah satu isu penting dalam era WTO adalah hasil dari konferensi
Marakes bulan April 1994 yang retifikasinya dalam sistem perundang-undangan
Indonesia dilakukan paling lambat pada pada bulan Januari 1995 (Indonesia telah
menyelesaikan ratifikasinya pada bulan Okteber tahun 1994) adalah
ditempatkannya dalam struktur lembaga tersebut satu dewan yang khusus yang
membawahi permaslah HaKI atau Intelectual Property Right yaitu dewan TRIPs
atau Agremen on Trade Releted Aspect of Inteletual Property Right yang berda
dibawah Dewan Umum atau Genergl Council.

Kemudian tidak hanya itu| dalam kerangkda WTO, juga dimasukkan isu
penting lainnya yang berkenaan dengan/penanaman modal, yakni agrement on
Trade Related Of Invesment Measure atau. disingkat dengan TRIMs.
Persetujuan yang disebut terakhir ini-berkaitan-dengan-penanaman modal yang
terkait dengan perdagangan.

Maksudnya TRIMs ini dalami agefida‘GATT, menurut Brotosusilo,”’dengan
diawali oleh gugugatan Amerika terhadap Kanada dengan fuduhan bahwa praktik
Kanada dalam menerapkan TRIMs telah melanggar ketentuan pasal 3 Ayat 4
GATT yang merumuskan bahwa perdagangan-perdagangan import harus

mendapatkan perlakuan yang tidak kurang baik dibanding produk-produk lokal.

* Trade Related Of Invesment Measure (TRIMs) adalah aturan hukum internasional yang
mengatur upaya-upaya penanaman modal yang terkait dengan perdagangan intemasional yang
merupakan kerangka dari perjanjian WTOQ. Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum
Perdagangan Internasional (WTQ), (Bandung: tnp., 2004), hal. 4-5.

® Agus Brotosusilo, Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Orgamisasi
Perdagangan Dunia OPD/WTO, (Jakarta: Kerja Sama Pedagangan RI dan Program Pasca Sarjana UL,
1995), hal. 11.
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Setelah peristiwa ini, pada awal pembahasan Uruguay Round negara-negara
maju mendesak agar masalah perlakuan terhadap penanaman modal perlu
dibahas dalam perundingan tersebut guna untuk mendapatkan pengakuan
Internasional terhadap prinsip-prinsip perlindungan terhadap investasi, misalnya
saja “the right of estabilishment” terhadap transnasional enterprisme. Tentu saja
niat negara-negara maju ini ditentang oleh negara-negara berkembang yang
terbatas hanya mau merundingkan masalah-maslah yang menghubungkan
investasi dangan perdagangan| barang-barang. Sebagai hasil perundingan
perjanjian disektor TRIMs tidak-melahitkan kewajiban-kewajiban baru yang
dituntut oleh negara-negara maju tersebut; tetapi terbatas pada mengenai TRIMs
yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dalam GATT yaitu mengenai
prinsip Nasional Treatment;

1. WTO sebagai Kerangka Hukum Indonesia.

WTO merupakan kerangka hukum sebagai kesepakatan internasional
dan dijadikan sebagai' acuan.dalam/'setiap!tindakan 'setiap. pelaku bisnis dan
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perundingan HaKI dan
Penanaman Modal Asing disamping hal-hal yang berkairtan dengan transaksi
perdagangan Internasional.

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang
turut meratifikasi kesepakatan WTO, dengan sendirinya tunduk pada aturan
perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia

tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-
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undangannya, dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan
bidang yang teratur dalam WTO tersebut dimana HaKI termasuk di dalamnya.

Khusus perlindungan terhadap HaKI, Indonesia telah memiliki sebuah
perangkat hukum yang sebagian besar telah merujuk kepada persetujuan
TRIPs. Mengumentari hal ini pengamat ekonomi Rijal Ramli mengatakan,
bahwa pemerintah Indonesia belum punyai konsep untuk menghadapi
perdagangan bebas.!®

Dalam hal ini, pernyataan, tersebut tidak bisa semuanya dikatan benar,
namun untuk perlindungan | HaKI ‘pemyatadn| tersebut perlu dicermati.
Sebarapa jauh Pemerintah Indonesia dalam memnpersiapkan langkah-langkah
atau kebijakan dan peraturan-perundang-undangan dalam menghadapi era
perdagangan bebasgtersebut;

Sebagaimana disinggung dimuka bahwa perlindungan HaKI, tidak
semata-mata merujuk kepada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah
merupakan komitmen: Internasional’ untuk .meneiptakan-iklim proteksi yang
lebih berkeadilan, berkepastian hukum dan membawa mamfaat bagi seluruh
masyarakat yang ada di jagat raya terhadap perlindungan karya intelektual
yang berhubungan dengan perdagangan atau Trade Related Aspects of

Intellectual Property Right(TRIPs) yang merupakan salah satu perjanjian

100 Rizal Ramli, Pemerintah Belum Punya Konsep, (Jakarta: Republika, 10 April 1996), hal. 1.
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utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round 101 yang telah
berjalan sejak tahun 1986 hingga 1994. Perlindungan HaKI merupakan tema
yang harus dirundingkan sebagai bagian Paket Perjanjian Uruguay Round.
Meskipun secara sadar seluruh anggota memahami keinginan ini berpangkal
pada desakan negara-negara maju dan kuat secara ekonomi dan politik. Untuk
memahami seluk beluk perjanjian tersebut secara lengkap kirannya perlu pula
dikemukakan latar belakang ‘perkembangan~sebelum perjanjian Putaran
Uruguay dimulai serta perkembangan pada waktu perundingan berjalan.

Bila disimak lebih dalam perjanjian TIRPS, isinya serat dengan muatan
teknis yang tidak lepas dengan aspek‘hukum 'yang melekat didalamnya.
Persetujuan TRIPs sendiri dalam’/berbagai-klausal didalamnya merujuk
menunjuk dibeglakukannya, berbagai konvensi internasional“yang berkaitan
dengan perlindungan HaKI seperti Paris Convertion, Bem‘ Conevertion, dan
Roma Convertion dan lain-lain. Aspek teknis dan aspek hukum menjadi
sesuatu yang penting' untuk-dicermati dalam+persefujuan TRIPs tersebut

mengingat begitu kompleksitasnya persoalan-persoalan yang diatur di

! Uruguay Ruond adalah serangkaian perundingan perdagangan multilateral antara wakil-
wakil negara peserta dan Masyarakat Eropa. Naskah persetujuan Akhir dari Putaran Uruguay secara
resmi ditanda tangani oleh negara-negara peserta pada tanggal 15 April 1994. Dimana persetujuan
tersebut memuat empat lampiran yang terdiri dari. Lampiran pertama, memuat tentang persetujuan-
persetujuan multilateral tentang perdegangan barang, persetujuan umum perdagangan jasa, persetujuan
dagang dari hak atas kekayaan intelektual. Lampiran kedua, memuat kesepakatan tentang peraturan
dan prosedur penyelesaian sengketa. Lampiran ketiga, memuat tentang mekanisme pemantauan
kebijakan perdagangan. Lampiran Keempat, memuat persetujuan-persetujuan perdanggangan
plurilateral
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dalamnya. H.S. Kartadjoemena menyebutkan bahwa: !°? Perjanjian HaKI
merupakan suatu begian integral dari Putaran Uruguay. Perjanjian tersebut
merupakan suatu yang kompelek, komprehendif, dan ekstensif. Hal-hal pokok
yang menjadi cakupan perjanjian tersebut adalah; pertama, ketentuan
mengenai jenis HaKI yang tercakup dalam perjanjian, kedua, standar minimun
perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejanh mana perlindungan
tersebut harus dilakukan oleh“negara peserta;, ketiga, ketentuan mengenai
inforcement atau pelaksanaan) kewajiban) perlindungan HaKI, keempat,
ketentuan mengenai kelamebagaan, dan yang'' kelimaketentuan mengenai
penyelesaian sengketa.

Kalan diamati secara mendalam-butir-butir TRIPs tersebut terlihat
begitu luas pergoalan, HaKl yang=hendak @i~ peroteksiyoleh™perjanjian ini.
Belum lagi permasalahan cakupan dari HaKI sendiri yang terdiri dari copy
right dan industrial yang berkaitan dengan hak cipta atau neighboring right,
trademarks atau merek dagang ‘j.geographical~indication yang terdiri dari
paten, topografi, dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan
sebelumnya.

HaKI pada dasarnya merupakan wujud perlindung dari sebuah karya
Intelektual yang bagaimanapun syarat dengan aktivitas pengetahuan, temuan

di bidang teknologi industri dan tidak bisa dilepaskan dengan dunia bisnis

192 41 M.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, (Jakarta: UI Press, 1997),
hal. 253-276.
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yang sudah barang tentu tidak dipisahkan dengan aspek ekonomi dan politik
internasional, termasuk kebijakan investasi asing. Investasi asing tidak dapat
dimusuhi, sebebagi contoh Indonesia sebagai negara berkembang ingin ambil
bagian dalam percaturan ekonomi dunia menjadikannya harus tunduk kepada
peraturan yang mengatur tentang HaKI secara internasional. Apabila
peraturan tersebut dilawan maka berdampak kepada tidak adanya investasi
dari luar. Disamping itu juga sebuah investasi haruslah mendapat jaminan
keamana secara hukum yang sebagian besar dalam bentuk HaKI.

Oleh karena itu yang menjadi pusat perhatian negara berkembang
sekarang adalah pada perlaksanaan /perjanjian” dan kewajiban yang harus
dilakukan serta menyangkut’pemasalahan implementasi dari peraturan
tersebut. Sebagaimana Indenesia yang-merupaka negara, yang=tergolong net-
importir teknologi dan HaKI, kemungkinan sengketa akan timbul dari
pelaksanaan mengenai kewajiban Indonesia sesuai TRIPs serta kemungkinan
terjadinya penggunaan HaKL milik.asing yang.melanggarketentuan.

Besarnya peranan negara maju khsusnya dibidang industri dalam hal
penguasaan HaKI dapat dilihat data Ditjen Hak Cipta, Parten dan Merek
(HCPM yang sekarang Ditjen HaKI) Depertemen Kehakiman, ternyata 97
persen dari 2.771 permintaan paten di Derektorat Jenderal HaKI pada periode
1991-1997 berasal dari Jepang (18,21 persen), Jerman (8,56 persen), Inggris

(6,16 persen), Belanda (4,43 persen), Perancis (4,25 persen), Swiss (3,57
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persen), Taiwan (3,28 persen), Australia (3,07 persen) dan terakhir Indonesia

(2,92 persen).!®
Dari data tersebut terlihat bagaiman domimasi negara-negara maju

terhadap perkembangan dunia industri. Dengan demikian Indonesia

mempunyai tantangan bagaiman upaya untuk menghadapi perkembangan

HaKI. Namun Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kendala,

diantaranya;

(a) Permasalahan budaya merupakan hal penting dalam penerapan HaKI di
Indonesia. Dimana budaya Indonesia beliim siap untuk pemberlakuan
HaKI hal ini berdasarkan’ budaya\masyarakat yang memegang teguh
akan kepentingan bersama’

(b) Kalan dilihat secarakelembagaan-yakni~dalam-halini Ditjen HaKI baik
secara infrastruktur maupun informasi masih jauh dari memadai. Ini
terbukti dengan tidak adanya cabang-cabang lembaga HaKI yang
mengurusi sampai ke daerah-daerah, ‘Walau.saat/ini‘ada kebijakan baru
mengenai pendaftaran HaKI dapat dilakukan di masing-masing Kanwil
Propensi, namun sertifikat pendaptaran tetap diterbitkan oleh Pusat.

(c) Dar sisi kelembagaan, belum tercipta kondisi yang baik antara
Derektorat Jendreal Paten, Kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung
dan Bea Cukai sechingga penegakan hukum di bidang HaKI masing

sering terlambat. Demikian pula mengenai pemasyarakatan HaKI

19 OK. Saidin, Aspek Hukum, hal. 31.



74

terhadap para peneliti, sampai sekarang kerjasama antar Kantor

Menristek sebagai kordinator Lembaga Penelitian Non-departemen

(LPND) Ristek dengan Departemen Kehakiman baru tahap MOU.!%

Indonesia yang mempunyai kepemilikan Patennya hanya berkisar 2,92
persen kalau tidak bisa mendongkrak nilai tersebut menjadi 10 persen maka
akan berdampak kepada produk-produk ekspor yang terntunya mendapat
pengawasan dari negara-negara/maju. Ini berdasarkan asumsi bahwa barang;
barang ekspor tersebut merupakan ‘preduk tirnan dari negara lain. Yang
nantinya akan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di
Indonesia.

2. Keberadaan HaKI dalam kehidupan.masyarakat.

Sejalan dengan pesatnya -perkembangan .zaman, keberadaan ilmu
pengetahuan telah membawa dampak kepada berkembangnya pola hidup yang
modem. Ilmu pengetahuan ‘yang mulanya hanya ‘sebagai pelengkap dalam
mewujudkan sebuah| ¢ita~cita_hidup, |pada_masa.sckarang keadaan tersebut
telah menjadi sebuah alternatif dalam menjawab permasalahan yang di temui
pada zaman modern.’®” Dimana tanpa ilmu pengetahunan seseorang akan

tertinggal jauh baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya.

%4 Ibid., hat. 32.

193 Rahardi Ramelan, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Globalisasi”, Wakil Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Disampaikan pada Temu Imiah Fakultas
Hukum, Universitas Padjadjaran di Bandung tanggal 29 April 1996, hal, 2-3
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Dalam hal ini keberdaan HaKI sebagai sebuah hak immateral telah
menjadi salah satu pilihan dalam menjawab permasalahan dalam bidang
tersebut diatas. Dimana HaKI pada masa sekarang telah menjadi alat untuk
mendapatkan kesejahteraan dalam bidang, ekonomi dan industri.'® Sehingga
keberadaannya menjadi penting dalam struktur perokonomian masyarakat.

Terkait dengan permasalahan tersebut, proses seseorang dalam
menghasilkan sebuah kekayaan‘intelektual memerlukan usaha yang suﬁgguh-
sungguh baik itu berupa curahan karya pikiran, tenaga, biaya. Apabila
kekayaan tersebut diperugunakan untuk keperluan komersil maka dianggap
wajar, dimana pemilik HaKI- memperoleh Konpensasi atas penggunaan
kekayaan tersebut.

Secara sederhana gbentuks penggunaan~HaKd-dapat dilakukan dalam
bentuk; pertama, bentuk penggunan komersial dari kekayaan intelektual dapat
digunakan secara langsung dan dapat memperoleh konpensasi fianansial
akibat transaksi menyangkut’ penggunaan..kekayaafr-intelektual. Kedua,
pemilik dapat menjual atau memperoleh konpensasi finansial dengan
memperbolehkan pengguna hak atas kekyaan tersebut kepada pihak lain.
Ketiga, pemilik hak kekayaan intektual dapat mencegah pihak Ilain

memperoleh dan mempergunakannya.

1% Henny Marlyna, “dnalisa Ekonomi Atas Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia:
Tinjauan Terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual”, Lembaga Kajian Hukum
Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 January 2009, hal. 3.
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Indonesia khususnya, telah menerapkan HaKI sejak masa penjajahan
Balanda. Hal itu terlihat dalam undang-undang Belanda yang sekarang dikenal
dengan nama Kitab Undang-Undang perdata Bergeligk Withbook. Indonesia
mengadopsi HaKI bukan karena sebuah warisan melainkan karena HaKI
merupakan sebuah sistem hukum yang sangat berguna dalam melindungi
keberlangsungan ilmu pengetahuan. HaKI di Indonesia berkembang dengan
pesat mulai pada 1982 sejak dikeluarkannya undang-undang yang mengatur
mengenai hak cipta.

Posisi HaKI pada masa -sekarang tidaki’hanya berupa sebuah sistem
hukum melaikan sudah menjangkau kepada permaslahan hak guna dan hak
pakai. Dimana HaK1 bisa mendatangkan keuntungan dan mamfaat yang besar
bagi pemegangnyas Si pencipta mendapatkan. keuntungan dari royalti yang
dibayarkan atas sebuah karya yang telah ia buat.

Sebagaimana dimaklumi, dalam rangka memenuhi kebutuhannya setiap
orang memerlukan berbagai cara untuk nmenunjang kehidupannya, baik berupa
barang (makanan, pakaian, telepon, nyanyian, musik dsb.) maupun berupa
jasa (restoran, penerbangan, perjalanan, pertunjukan, dsb.) yang semuanya
akan diupayakan untuk diwujudkan, Ide/kreasi/pemikiran intelektual
seseorang, baik yang bersifat sederhana maupun yang mendayagunakan
teknologi maju, merupakan kekayaan intelektual. Sesuai dengan konsepsinya,
kekayaan intelektual dapat dihasilkan oleh siapa saja dan terbukti telah

memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemajuan masyarakat.
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Kekayaan intelektual merupakan alat penunjang pembangunan ekonomi
dan penciptaan kreasi yang pada saat ini belum digunakan untuk memberikan
hasil yang optimal di semua negara, terutama dinegara yang sedang
berkembang, kekayaan intelektual adalah sebuah kekuatan yang dapat
digunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatau
bangsa secara material, budaya dan sosial. '’ Kekayaan intelektual
mendukung dan memberikan pénghargaan kepada para kreafor, merangsang
pertumbuhan ekonomi dan memajukan pengembangan sumberdaya manusia,
karenanya, kekayaan intelektual bersifat imemberdayakan yang dapat
dihasilkan.

Banyak negara yang perkembangan ekonominya justru ditopang oleh
keunggulan kompetitif, terutama negara-negara industri,Perkembangan Hak
Kekayaan Intelektual seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta budaya. Oleh sebab itu peningkatan sumberdaya manusia perlu
ditumbuh kembangkan agar..dapat/ memacu..para’ pénemu (inventor) dan
pencipta (author) melahirkan karya terbarunya yang berguna bagi
pembangunan perekonomian Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu diberi
pemahaman sebagai penemu atau pencipta, bukan hanya sebagai pekerja, atau

konsumen. Pemahaman itu sangat penting karena dewasa ini nilai ekonomis

197 Ahdiar Romadoni, “Kekayaan Intelektual Sebagai Asset Potensial Bagi Peneliti dan
Industri Dalam Persaingan Bisnis Abad 21”, makalah disampaikan pada Seminar Sehari Hak Atas
Kekayaan Intelektual diselenggarakan oleh Pasca Sarjan Kampus B, Unair Surabaya, 17 September
2004.
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HaKI jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil kemampuan fisik. Pada
umumnya kekayaan intelektual merupakan hasil atas pemecahan masalah
yang dihadapi oleh seseorang. Sesuai dengan kodratnya, seseorang akan
terdorong untuk berfpikir secara kreatif guna memecabkan suatu masalah
yang dialaminya. Kreatifitas tersebut selanjutnya memicu daya cipta untuk
menghasilkan karya intelektual.

Nilai ekonomi yang terkandung dalam—HaKI merupakan salah satu
pemicu berkembangnya ilmu “pengetabman; disamping itu nilai ekonomis
tersebut dipandang sebagai sebuah harta kekayaan bagi pemilik HaKI. Oleh

karena itu, keberadaan HaK1 sangat-diperhatikan oleh negara-negara maju.



BABIII
TEORI HAK MILIK DAN TEORI HARTA KEKAYAAN
DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Teori Hak milik dalam perpektif ekonomi Islam.
1. Pengertian hak milik.

Hak milik pada dasarnya mempunyai-ruang lingkup yang cukup luas,
hal ini dikeranakan permasalahan hak milik’ mencakup hak milik yang
menyangkut hak milik pribadi/dan hak milik uteum atau orang banyak. Untuk
itu kita perlu melihat pengertian hak milik dari tiga sudut pandang yaitu;
hukum positif, hukum Islam dan-ekoniomi Istam:

Dalam hukum positif yang ada di’ Indonesia, permasalan hak milik
diatur dan jelaskan“wdalam sundang-undang, Hukum \Perdata Indonesia.
Pengertian hak milik dalamy kitaby undang-undang hukum perdata Indonesia
adalah sebagai sesuatu hak untuk menikmati sesuatu kebendaan dengan
leluasa, dan untuk berbuat dénganbebas terhadap kebendaan tersebut dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak
menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya

dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk pencabutan hak itu demi
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kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan
pembayaran ganti rugi.'*®

Kemudian dalam pandang hukum Islam, hak milik adalah sesuatu
kewenangan untuk mempeoleh sesuatu yang di inginkan. Sedangkan milik
adalah sesuatu yang dipunyai atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian kalau
dilihat secara lebih mendalam hak secara etimologis mempunyai cakupan arti
dari milik yaitu ketetapan dan képastian.'%

Ahli figih kontemporervseperti FAliAKhafifi mengartikan hak milik
adalah sesuatu kekhususan> yang | memungkinkan seseorang untuk
menggunakan dalam mengambil manfaat,. kecnali jika ada halangan syara’
yang mencegahnya.''® Hak milik' disini mengandung makna bahwa si pemilik
harta mempunyai kewenangan uuntuk mengelola; mengambilkeuntungan dan
manfaat dari harta yang ia miliki tersebut serta dengan hak yang dimiliki si
pemilik harta dapat melarang seseorang mengambil manfaat tanpa
sebelumnya mendapat izin-darinyd baik itu- yang' bersifat materi maupun
immaterial.

Akan tetapi Mazhab Hanafi mendefinisikan hak milik adalah segala
sesuatu yang layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.!!! Definisi

tersebut memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang dimiliki dapat di

198 R Subekt, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 171.

19 Tim Penulis, Enseklopedi Hukum Islam, Jilid II, hal. 486.

MW Ali al-Khafifi, Mukhtashar Akham al-Muamal ah al-Syar‘iyyah, (Kairo: Matba’ah al-
Sunnah,1952), hal. 9.

! Wahabah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adhillatuh, Juz TV, (Damsyiq: Dar al-Fikri,1989),
hal. 40.
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kuasai bendanya secara konkrit dan mempunyai nilai atau al-gimah. Mazhab
ini berpendapat bahwa benda disini harus bersifat konkrit dengan kata lain

banda yang sifatnya immaterial tidak bisa di kuasai atau tidak bisa dilimiliki.

idut pandang ekonomi Islam hak milik adalah
ienikmati ataupun baik dalam menggunakan benda
1ya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Syar’i
tangkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal 1m si
s dalam,menggunakan benda atau hakta yang ia
ilikan tersebut tentunya tidak mempunyai halangan
lik | tersebut’belum._cukup umur atau belum balig,

kecakapan-hukum-dari si pemilik maksunya hak

emiliktidak Menipunyaifkewenangan terhadap hak

1ak milik merupakan sebuah hak yang diberikan
itau” harta ‘untuk-digimakan atau dikelola dengan
:yar’i.l13 Dimana tujuan tersebut adalah, Pertama,
1 oleh harta yang dimilikinya sehingga ia berbuat

g lain. Sebagaimana dalam al-Qur’an:

m ljtihad Ulama Mazhab, disampaikan dalam perkuliahan
v tnp., 2007), hal. 9.



82

Artinya:
“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui

batas”.'*

Dan tujuan yang kedua adalah memberantas kemiskinan yang menghancurkan
kehidupan umat manusia baik individu maupun masyarakat.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi Islam sangat
memberikan perhatian terhaddp kedudukan~hak milik dalam kehidupan
manusia di dunia ini. Dimana/seseorang manusia bisa terjerumus kedalam
scbuah keadaan yang merugikan dan mendatangkan kemudharatan dalam
kehidupannya baik di dunia maupun‘kehidupan lakhirat hanya di karenakan
keserakahan terhadap kepemilikan yang telah diberikan oleh Allah SWT.

. Konsep hak Milikydalam ekonomi-Islam.

Teori hak milik dalam iimu ekonomi Islam merupakan permasalahan
mikro dimana kepemikan menjadi parameter penentu dalam perilaku ekonomi
mikro Islami. '** Hal' ini 'didasarkan Kkepada “bapaimiana Islam mengukur
kesajahteraan masyarakat dan juga dengan hak milik kita dapat melihat
bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang dalam melakukan sebuah aktifitas
dalam mengalokasikan sumber daya, distribusi pendapatan dan lain-lain.

Dalam Al-Qur’an dan Sunnah telab digambarkan sebuah konsep dasar

bagaimana kedudukan manusia terhadap pengusaan sebuah sumber material

1408, Al-“Alaq (96): 2.
5 Muhammad, Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE , 2004), hal. 100.
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yang diciptakan oleh Allah SWT. dimana manusia diberikan sebuah hak untuk
memiliki, mengkonsomsi serta memproduksi sebuah sumber material maupun
immaterial yang ada dimuka bumi. Namun hal ini bukan berarti Islam
memberikan sebuah hak yang absolut terhadap penguasaan terhap sumber
tersebut. Penguasaan yang bersifat abolut merupakan berbuatan yang dilarang

di dalam konsep ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an:
,’,/b‘/:r, 162 2 2 PR ’1511 Fra, o P
U D el o571 G553 Ll 5l s

1”4“ {I’ @ . *,,"J v -’.’ . - :‘,4’)/ B,J‘ ‘g:
opaldl S A Facall Epra syl L Gyitlal 24 FA

I ﬁ
s bsla% G 10 .fu\“)
Artinya:

“Sekali-kali janganlah-orang-orang yang bakhil dengan harta yang
Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa
kebakhilan, itu_baik bagi‘mereka) Sebenariya kebakhilan itu adalah
buruk ‘bagi merekda. harta yarig—merekda “bakhilkan itu akan
dikalungkan kelak di Jehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-

lah segala warisan (yang ada)-di lan gzt dan di bumi. dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada dasarnya kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan
hak milik yang disahkan oleh syari’ah. Dimana kepemilikan merupakan
sebuah hak khusus yang diperoleh si pemilik dimana ia mempunyai
wewenang unfuk menggunakan sepenuhnya hak yang ia peroleh dengan tidak

melanggar ketentuan yang telah diberikan syara’.!'” Kepemilikan terhadap

hal. 93.

16 - QS: Ali-Imran (3): 180.
17 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995),
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harta merupakan sesuatu yang sah dimiliki akan tetapi kepemilikan terhadap
sesuatu yang i)erkenaan dengan kepentingan umum baik itu menyangut
permasalahan wakaf dan fasilitas umum syara’ memberikan batasan
tersendiri.

Dalam konsep ekonomi Islam, kepemilikan dan hak milik padasarnya
merupakan kewenangan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur’an
bahwa hak kepemilikan terhadap’apa yang ada di bumi dan &i langit mutlak di

miliki oleh Allah.

- E 3 -

5 o7 Al agel JEM - * 2 2 @
D548 £ S e W3 | =31 epealdl Ul 4

Artinya:
“Kepunyaan Allah-lah kerajaan“langit dan bumi, dan Allah Maha
Perkasa atas segala sesuatu, "8
Atas dasar ayat tersebut ,yang jmemegang hak penuh terhadap
kepemilikan apa yang ada di bumi maupun di langit adalah sepenuhnya
hanyalah Allah. Allah' berhak’melakukan apa-saja terhadap apa yang ada di
alam semesta ini karena Dialah yang menciptakan, memiliki dan mengatur
serta mengetahui segala rincian yang terjadi pada keduanya dan Allah juga

Maha Kuasa atas segala sesuatu termasuk untuk menjatubkannya. '’

Kemudian manusia sebagai klalifah di muka bumi hanya diberi kewenangan

18 3S: Ali-Imran (3): 189.
19 M.Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah, Jilid 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 305.
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untuk menggunakannya di jalan yang teleh di tentukan-Nya. Sebagaimana di

Jjelaskan dalam Al Qur’an;

&

SAATY B2l ST ) Rt 1B G B ot g st
D dywsdl
Artinya:
“Dan belanjakanlah (harta-bendamw)-di jalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan dirimu'sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat
baiklah, Karena Sesungguhnya Allah/menyukai orang-orang yang
berbuat baik. "*°
Allah melarang makhluknya untuk menggunakan harta di jalan yang
bathil dimana dengan harta tersebut Seseorang bisa terjerumus dalam keadaan
yang membuat ia dalam kerugian."?! Oleh karena itu, walaupun segala yang
ada di bumi maupun yang ‘add dilangit.adalah keépunyaan Adlah akan tetapi
manusia diberikan oleh Allalhak untuk memilikinya, akan tetapi tidak
bersifat mutlak maksudnya kepemilikan tersebut mempunyai batasan-batasan
yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut di atas.
Kepemilikan terhadap harta dalam konsep ekonomi Islam mempunyai
pandangan bahwa si pemilik dalam hal ini manusia tidak bisa menggunakan
hak kepemilikannya dengan sekehendak hatinya. Dimana harta tersebut
apabila digunakan dan difungsikan untuk kepentingan pribadi harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah dan

12 8. Al- Baqarah, (2): 195.
2! M Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah, Jilid IL, hal. 426,
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apabila digunakan untuk kepentingan orang banyak hendaknya berlaku adil

sebagaimana dalam Al Quran:

> 2 ,;:

RICES] o D [P By u_..}w, Jad A0 & &)
@\_)J;JJ’ VQ;.Q.; ‘.}Jb)_‘sh.‘.’b

Artinya:
“Sesungguhnya Allah _menyuruh—(kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada’kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan  keji, kemungkaran, dan” permusuhan. dia memberi
pengajaran kepadamu'agarikamu dapat mengambil pelajaran”.'*

Keadilan disini merupakair dasar untuk berbuat sesuatu baik itu aktivitas
schari hari maupun dalam |keadaan’ tertentu.! Dalam pengelolaan harta
kekayaan konsep keadilan adalah-dengan‘menempatkan sesuatu sebagaimana
mestinya,'? artinya harta jtersebut-dalatihal pefdistribusianya’ harus melihat
kepada ﬁmgsi sesungguhnya harta itu sendiri, Harta tersebut dimiliki bukan
untuk kesenangan dunia melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.
Dengan berdasarkan konsep-tersebut dapat menciptakan Sistem ekonomi Islam
yang teratur, progresif, dinamis yang akhirnya membentuk pola kehidupuan
yang peka terhadap lingkungan sekitar yaitu pola kerjasama dan saling tolong
menolong, ' Terlepas dari hal tersebut Islam sangat menentang falsafah

strunggle for existence. Dimana falsafah tersebut terkandung ajaran bahwa

1z - QS. An Nahl (16): 90.
» M.Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah, Jilid VII, hal, 323.
124Abdul Sami’ Al-Misri, Mugawwimat al-Iqtishad al-Islami, diterjemahkan oleh Dimyauddin
Djuwaini ( Pilar-Pilar Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 33
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kesejahteraan ekonomi akan terwujud apabila perekonomian dipegang oleh
orang-orang yang mempunyai kekuatan baik itu penguasa ataupun orang-
orang kaya. Beranjak dari hal tersebut, Islam mengajarkan falsafah yang
berbunyi cooperation for existence dimana orang perorangan saling tolong
menolong baik itu yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi maupun
yang tidak terlibat.

Jadi kepemilikan terhaddp sesuatu balk itu bersifat materi maupun
immaterial dalam menjalankannya “hatuslah (berlandaskan kepada konsep
keadilan dan keseimbangan.'?Keadilan disini terkait dengan pendistribusian
kepemilikan yang telah di peroleh. Bukan berarti dengan kepemilikan tersebut
seseorang dengan sepenuhnya-‘dapat-memonopoli sektor-sektor ekonomi
dimana ada hak-hakperang\banyak-bergatuag-kepandanya. Tidak hanya itu,
kepefnilikan tersebut harus. memberikan, dampak positif terhadap
kesejahteraan masyarakat. Kemudian kepemilikan tersebut juga diharapkan
dapat menjaga keseimbangan’ ekeriomi ‘yang ‘ada 'di “manyarakat. Dimana
dalam kehidupan masyarakat tingkat kesejahteraan tidaklah sama ada yang
mempunyai kemampuan ekonomi terbatas , pas-pasan dan berkecukupan.
Dengan kata lain, dengan adanya kepemilikan yang menjaga keseimbangan
perfumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan peluang yang lebih

besar terhadap sektor makro ekonomi maka akan membawa pengaruh

125 A fzalurrahman, Doktrin, Jilid II, hal. 93.
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terhadap peningkatan mutu dan kulitas kehidupan masyarakat di segala bidang
baik itu ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan politik.

3. Ruang lingkup Hak Milik dalam ekonomi Islam

Hak milik kalau dilihat dari segi kepemilikan harta, dalam hal ini ulama
figih membagi hak milik kedalam dua bagian, yaitu:'?®

a. Hak milik sempumna atau al milk at-tamm, dimana meteri dan manfaat
dimiliki sepenuhnya oleh seseoraﬁg sehingga seluruh hak yang terkait
harta berada di bawah pengusaannya) Hak milik seperti ini bersifat
mutlak, artinya si pemilik hak mempunyai kewenangan yang tidak dapar
diganggu gugat oleh orang lain.<Salah _satu contoh dari hak seperti ini
adalah kepemilikan terhadap'sebuah rumah-dimana si pemilik mempunyai
kuasa penuh terhadapyrumah yangdimilikinya:

b. Hak milik tidak semperna_atau al milk an nagis, dimana seseorang
mempunyai kuasa terhadap sebuah materi harta tetapi manfaat dari harta
tersebut di milik'orang lain. Ulama figih-ményatakan bahwa kepemilikan
manfaat dapat di peroleh dengan lima cara;

» Al-I'arah, yaitu dengan pinjam-meminjam dimana akad pemilikan
terhadap manfaat tanpa ganti rugi.
» Ijarah, yaitu dengan sewa-menyewa dimana pemilikan manfaat

tersebut di sertai dengan adanya ganti rugi.

125 Tim Penulis, Enseklopedi Hukum Islam, Jilid, 4, hal. 1178.
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» Wakaf, yaitu dengan akad kepemilikan manfaat untuk kepentingan
orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memfaatkan seijinnya.

» Wasiat, yaitu dengan akad pemberian sukarela dari si pemilik harta
kepada orang lain tanpa ganti rugi setelah memberikannya atau atas
wasiat tersebut.

» Ibahah, yaitu dengan penyerahan manfaat milik seseorang kepada
orang lain, misalnya meﬁber&m kewengan orang untuk mmenimba
air dari sumur dan menyedikanharta untuk kepentingan umum.

Sedangkan perbedaan antara al-milk at-tamm dengan al ibahah adalah,
kalau al-milk at-tamm dalam| pénggunaan_haknya mempunyai kuasa penuh
terhadap harta harta yang ia miliki'tanpa-harus"mendapat ijin dari orang lain.
Sedangkan al ibahah,dalam pemanfaatan harta harus juendapat ijin dari si
pemilik harta tersebut.'?’

Kemudian kalau dilihat dari segi objek, pemilikan terhadap harta terbagi
kedalam tiga bentuk yaitu; 2
a. Milk al ‘ain, yaitn pemilikan berupa benda, baik benda tetap maupun

bergerak.
b. Milk al mamfa’ah, yaitu pemelikan terhadap manfaat suatu benda .

c. Milk al ad-dain, yaitu pemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain.

127 A
128 ppid,
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Sedangkan kalau dilihat dari objek hak milik itu sendiri, ulama fiqih
membaginya kedalam enam bagian yaitu;'?°

a. Haq Mali yang dalam bentuk jamak di sebut dengan istilah al-huquq al-
mal iyah yaitu hak-hak yang berkaitan dengan permasalahan keharta
bendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang
dijual dan hak pembili terhadap barang yang dibeli, Haq al-irtifaq atau
hak menggunakan, meﬁlanfaatkan benda tidak bergerak baik itu milik
pribadi maupun milik umuny; hak penyewa terhadap sewaannya.

b. Haq gairu Mali dalam bentuk jamaknya di'sebut dengan istilah al-huquq
gair al-mal iyah yaitu hak-hyang tidak terkait dengan keharta bendaan,
seperti hak qishash, seluruh-hak’asasi’manusia, hak wanita dalam talak
karena suaminyatidakymemberinya=nafkah; -hak smamiantuk menalak
istiri dikarenakan istrinya mandul, hak hadhanah atau hak pemeliharaan
anak, hak perwalian terhadap seseorang dan hak politik seseorang.

¢. Hagq asy syakhsi yaitu haksyang’ditatapkan syara’ bagi seseorang pribadi
berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk
menerima harga yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang

yang dibeli, hak seseorang terhadap utang, hak seseorang untuk mendapt

ganti rugi, serta hak istri atau kerabat untuk mendapat nafkah.

12’ M. Ali Hasan, Berbagaimacam Transaksi dalam Islam, Cet. IV.,(Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2004), hal. 9-11.
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d. Hagq al-'aini yaitu hak sesorang yang ditetapkan syara terhdapa suatu zat,
sehingga ia mempunyai kekuasaan penub untuk menggunakan dan
mengembangkan haknya itu seperti memiliki sesuatu benda, Haq al-
irtifaq, dan hak terhadap benda yang dijadikan jaminan utang.

Terkait mengenai Haq asy syakhi dan Haq al-aini ulama figih

memeberikan beberapa penjelasan mengenai keistemewaan dari kedua

hak tersebut yaitu;i 30

» Haq al-'aini mempunyai)hak’ yang -permanen dan mengikuti si
pemiliknya, sekalipun>benda| itu berada di tangan orang lain.
Misalnya, apabila harta ses¢orang telah dicuri kemudian harta
tersebut dijual oleh si pencuri‘kepada-erang lain, hak pemilik barang
yang dicuni tetapjada dan-ia- berhakruntuk-menuntut agar harta yang
menjadi haknya itu untuk dikembalikan. Akan tetapi dalam hak asy
syakhi hak tersebut tidak berlaku. Sedangkan perberbadaan lainnya
adalah hak seseorang’dalam' Hag-al-'aini terkait langsung dengan
materinya, sedangkan hak dalam Haq asy syakhi merupakan hak
yang brkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukallaf.
Materi atau benda dalam Haq al-‘aini dapat berpindah tangan
sedangkan dalam Hagq asy syakhi tidak dapat berpindah tangan.

> Haq al-‘aini menjadi gugur apabila meterinya tekah hancur atau

musnah, sedangakan dalam Hagq asy syakhi tidak dapat digugurkan,

130 1hid., hal. 10-11.
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hal itu dikarenakan hak itu terdapat dalam diri seseorang kecuali
pemiliknya meninggal. Misalanya dalam Haq asy syakhi yang
berkaitan dengan uangnya, yang dipinjam musnah atau habis, Hag
asy syakhi pemberi utang tetap utuh, tidak gugur dengan musnah hak
milik orang yang berutang. Hal ini dikarenakan utang tersebut
berkaitang dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya
bukan bérkaitan langsung. Hal ini berarti, tanggung jawab tidak
boleh digugurkan.
Haq mujarrad yaitu hak murni yang tidakimeninggalkan bekas apabila
digugurkan melalui perdamaian’ /atau pemanfaatan. Misalnya dalam
permasalahan utang, jika pemberi utang menggugurkan utang tersebut,
dalam pengertian, tidak,menuntut pengembalian-utang kepada orang yang
berutang, maka hal ini tidak memberi bekas sedikitpun bagi orang yang
berutang .
Haq gairu myjarrad-yaitu hak. yang apabila digugurkan atau dimaafkan
meninggalakan bekas terhdap orang yang dimaafkan. Misalnya dalam hak
qishash, apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh maka
pembunuh yang tadinya wajib dibunuh menjadi tidak wajib lagi. Hal ini
berarti pembunuh yang tadinya halal untuk dibunuh, menjadi haram untuk
dibunuh, karena telah dimaafkan oelh ahli warisnya. Inilah yang
dimaksud bekas berpengaruh bagi yang dimaafkan. Dalam Haq gairu

mujarrad ini boleh dilakukan perdamaian dengan pemberian ganti rugi
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atau daiat. Sedangkan dalam Haq mujarrad tidak boleh dilakukan
perdamaian ini di utarakan oelh mazhab Hanafi, sedangkan jumhur ulama
membolehkan.

Sebuah kepemilikan tentunya didapat dengan berbagai cara, dalam hal
ini dalam konsep ekonomi Islam kepemilikan terhadap sesuatu benda baik itu
yang bersifat materi maupun yang bersifat immaterial terbagi kedalam;

> Ihraz -al-mubahat yaitu kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta
yang belum dimiliki seseorang atau _badan hukum, yang dalam istilah
hukum Islam disebut mubah. Misalnya, ’kayu di hutan belantara atau
ikan dilaut lepas yang belum.ada-yang memilikinya baik itu individu
maupun badan hukum. Kayu-dan-ikan yang di ambil tersebut kemudian
menjadi milik seseorang,skepemilikangyang didapat olehinya merupakan
kepemilikan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya dimana kayu
dan ikan tersebut dimiliki secara penuh oleh si penemunya dimana
orang lain tidak' boleh-mengambil ‘kayu dan ikafi tersebut. Kemudian
atas kepemilikan tersebut si penemu boleh untuk menjual,
disedekahkan atau di perggunaka sendiri. Kepemilikan terhadap yang
mubah dalam istilah ulama figih menyebutnya dengan kepemilikan asal
atan awal. Yaitu kepemilikan terhadap sesuatu benda yang diperoleh
tanpa harus melalui sebuah imbalan, maksudnya kepemilfkan tersebut

di dapat dikarenakan si pemilik adalah orang pertama yang menemukan
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benda tersebut dimana benda tersebut pada awalnya tidak ada yang
memilinya.

» Al-‘uqud, akad atau taransaksi, kepemilikan dikarenakan sebab adanya
sebuah fransaksi yang dilakukan oleh oleh seseorang atau badan
hukum. Misalnya transaksi dalam bentuk jual beli, hibah dan wakaf,

» Al-Khalafivah atau pewarisan, dimana kepemilikan diperoleh
(iikarenakan sebuah pewarisan atau penggantian sesuatu dari sesuatu
benda yang disebut tadmin atau f@’wid atan ganti rugi.

» At-Tawallud minal mamiluk yaitu kepemilikan yang diperoleh melalui
sebuah hasil atau buahl dari_harta‘yang dimiliki seseorang baik yang
datangnya secara alami-yaitu 'buah-buahan yang merupakan hasil dari
kebun, anak pkambing s dari* ppeliharaan ~dan plainslain. Kemudian
kepemilikan yang didapat melalni sebuah usaha pemiliknya seperti
keuntungan yang diperoleh dan usaha perdagangan.

Sebuah kepemilikan “yang ‘telah diperoleh;” dalam. hal pengelolaan
diserahkan sepenuhnya kepada si pemiliknya. Akan tetapi dalam hal pengelolaan
terhadapa apa yang dimiliki seseorang tidak menutup kemungkinan seseorang
untuk memiliki harta tersebut bersifat mutlak artinya kepemilikan tersebut bisa
berujung kepada sebuah kepemilikan yang bersifat memonopoli kepemilikan
orang lain.

Dalam hal ini, ekonomi Islam memberikan batasan dalam hal kepemilikan

terhadap harta dengan membagi hak milik kepada dua bagian yaitu hak milik
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peribadi dan hak milik umum. Ekonomi Islam sangat menghargai akan adanya
hak milik yang bersifat pribadi dan hak milik umum.
a. Hak milik pribadi (Private Property)

Adanya larangan terhadap kepemilikan pribadi merupakan sebuah
tindakan pembatasan sebuah kebebasan dalam memiliki segala sesuatu yang
pada hakikatnya merupakan pemberian Tuhan semesta alam. Dimana
kebebasan tersebut akan mengandung makna  kedamaian dan hal itu di
Jjunjung tinggi dalam konsepj ekonomi (Islam. Sebagaimana Allah

mengatakan dalam al-Qur’an;

1
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Artinya:

Katakanlah: "Sidpakahyang-mengharamkan perhiasan dari
Allah yang Télah™dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya
dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"
Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang
yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka
saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-
ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.™*!

Maksud dari ayat tersebut adalah dimana Allah memberikan

kewenagan kepada manusia untuk memiliki segala apa yang telah diberikan.

B Q8. Al-A’raf (7): 32.
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Kemudian segala yang diberikan Allah tersebut dapat dinikmati di dunia ini
oleh semua kalangan baik orang-orang yang beriman ataupun sebaliknya.
Akan tetapi Allah memberikan penegasan di akhirat nanti kenikmatan itu
hanya diberikan semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

Kenikmatan yang diberikan Allah untuk orang-orang yang beriman
disini mengandung makna bahwa pemberian Allah tersebut adalah halal
untuk orang yang beriman| serta rezki yang diberikan di hari kemudian
terlepas dari yang menodainya maksudnya bahwa rezki tersebut bebas dari
pengharaman, bebas dari pembatasan, bebas dari ketiadaan atau kekurangan
bebas juga dari perseingan_ dalam “-memperebutkannya, terbebas dari
keresahan dari akibat menggunakannya’ dan’terbebas dari kotoron jadi
apabila langsung \dimakan, tidak-akan~menimbulkan penyakit atau efek lain
seperti halnya dalam kehidupan dunia,'*? schingga mereka tidak perlu ragu
untuk menggunakannya.

Konsep ekonomi ‘Islam ‘méngakui-akan—adanya‘kepemilikan yang

sifatnya pribadi sebagaimana dalam Al Qur’an:

55 G 1l AT ) Ty 115 el S (S35 158 s

Artinya:
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan
(anganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,

132 M Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah, Jilid VI, hal. 78.
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supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
Mengetahui”.'*

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah telah memberikan rezki-Nya
kepada makhluk yang dikehendakinya dan Allah memberikan penckanan
bahwa makhluk yang telah mendapatkan rezki dengan jalan yang halal maka
ia di beri kewenangan penuh untuk mempergunakannya. Selain itu ayat
tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa|dalam pengembangan harta
tidak akan tercapai apabila (tidak™tidak terjadi interaksi antara manusia
dengan manusia lain, yakmi dalam benfuk pertukaran dan tolong
menolong.'3*

Hak milik pribadi atau kepemilikan individu adalah merupakan izin
Syar’i. sebagaimana “ayat\tersebut di<atas“bahwa kepemilikan diberikan
kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan berdasarkan
ketentuan yang telah di tetapkan Allah

Kemudian dalam konsep ekonomi Islam melarang seorang muslim
memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT,
seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiat lainnya. Islam juga
melarang seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi,
mencuri, menipu. Sebab hal ini pasti merugikan orang lain dan menimbulkan

kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

133 (38. Al-Baqarah (2): 188.
134 M.Qurais Syihab, Tafsir al-Mishah, Jilid L, hal. 414,
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b. Hak milik Umum dan Sektor Pemerintah.

Pada dasarnya kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah
mempunyai perbedaan. Sebagaimana para ahli figih mengatakan mengenai
Jjalan, sungai dan sebagainya adalah milik masyarakat dan dipelihara oleh
masyarakat itu sendiri. '** Sedangkan mengenai  sektor pemerintah
mempunyai posisi yang berbeda, pemerintah hanya sebagai pemegang
amanah yang di berikan oleh masyarakat untuk mengelola sumber kekayaan
yang ada pada masyarakat.

Pemerintah dalam posisi.tersebut mempiinyai tiga fungsi yaitu; fungsi
distributif, dimana pemerintah harus\'bisa “memposisikan kedudukannya
dalam mendistribusikan harta hingga'terjadi-pemerataan kesejahteraan umat.
kemudian fungsiy stabilitatif, ydimana~pemerintah~sebagai~pengusa dalam
menjalankan kekuasaan harus menciptakan suasana yang satabil baik itu dari
segi ekonomi maupun politik dan Tungsi terakhir adalah fungsi alokatif yaitu
negara mengalokasikan" anggarannya dengan~tujuair~menyediakan secara
memadai barang-barang (kepemilikan) publik kepada masyarakat. Tanggung
jawab penyediaan barang-barang publik ini diserahkan kepada negara karena
sangat dibutuhkan publik. Negara tidak akan pemah membiarkan
sumberdaya alam dimiliki oleh individu, apalagi dijual kepada pihak asing.
Bahan tambang baik yang strategis, vital atau yang tidak termasuk keduanya,

semuanya dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya. Negara harus

135 Muhammad, Ekonomi Makro., hal. 104,
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menyelenggarakan manajemen yang baik, termasuk dengan mempersiapkan
sumberdaya manusia dan tenaga ahli di kalangan kaum Muslim yang cakap
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara dapat mengadakan
pelatihan dan studi keahlian, jika perlu dengan melibatkan pihak luar yang
dinilai layak, dengan dana yang disediakan oleh negara. Negara juga dapat
melakukan transfer teknologi atau pembelian teknologi jika memang benar-
benar akan membuat optiMal iSasi pemenuhaa kebutuhan publik.

Kepemilikan dalam konsep /ckonomi Islam pada dasarnya bertujuan
untuk menjaga batas-batas pengusaan terhadap Sesuatu baik itn yang dimiliki
oleh umum maupun kepemilikan yang- bersifat pribadi agar tidak terjadi
pengusaan barang atau harta yang-bisa-mengakibatkan adanya kesenjangan
dalam kepemilikan, bagij yang ymempunyai kekuasaan dan yang mempunyai
keterbatasan kemampuan dalam memperoleh haknya.

Ekonomi Islam menganggap setiap individu adalah merupakan bagian
yang tak terpisahkan /dari ‘maSyarakat. Oleh-karena /tu,\pada setiap harta,
banyak atau sedikit ada hak-hak yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah
dan nafkah. Seperti yang dijelaskan nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya
“Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain, selain dari
zakar”. (HR. at-Tarmuzi) dan dalam hadist lain Rasulullah besabda “Bumi ini
adalah milik Allah, dan siapa menganggap ia lebih berhak atas garapannya

ituw”. (HR. al-Bukhari).
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Islam bukan berarti memberikan batasan seseorang untuk memperoleh
haknya melainkan Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi
antara si kaya dan si miskin.

B. Teori Harta kekayaan dalam Ekonomi Islam.
1. Pengertian harta dalam Ekonomi Islam.

Di dalam kamus Lisanul- 'Arab karya Ibnu Manzur diterangkan bahwa
kata Ju (harta) berasal dari Kdta kerja_<le ¢ L ¢« @da ¢ J 3a, Jadi, harta (J L
) didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dimiliki’. Berkata Sibawaihi,
"Diantara bentuk iMal ah yang asing dalam'bahasa Arab ialah (J%) (mal)
yang bentuk jamaknya J!sal (amnwal).**

Berkata Ibnu Atsiir, “Pada-dasarnya, al-mal (Jk) itu ialah barang milik
seperti emas atau peraky tetapikemudiamkata-al-mahitwdipakai untuk semua
jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki.'*’ Dalam Mukhtar al-Qamus,
kata al-mal berarti *apa saja yang dimiliki’, kata tamawwalta (<43<) berarti
"harta kamu banyak Karena.orang.lain’, dan-katamultahu\(4ls) berarti *kamu
memberikan uang pada seseorang’. Di dalam kamus al-Muhith dijelaskan
bahwa al-mal itu ialah apa saja yang kamu miliki, sedangkan dalam Mu 'jam
al-Wasith, al-mal itu ialah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau

kelompok, seperti perhiasan, barang dagangan, bangunan, uang, dan hewan.

1% Abdussalam Arief. Al-Mal (Harta) dalam Perspektif Islam. (ttp., top., 2006). Dikutip dari
http//. x;t;y,vw.ayi-ibetblogspot.com. Accessed 24 Januari 2009
Ibid,
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Jadi pengertian harta (al-mal) dalam bahasa Arab ialah apa saja yang
dimiliki manusia.

Untuk itu agar pengertian harta disini tidak menjadi sempait Mal a
perlu diliahat pengertian harta dari sudut Al-Qur’an, Hadits serta ulama figih
sebagai mana disebutkan di bawah ini;

a. Pengertian Harta dalam Al-Qur’an
Dalam Al-Qur’an harta disebutkan’dalam 25 surat dan 46 ayat;
sedang kaya/kekayaan disgbutkanidalam 9 surat dan 11 ayat.!*® Menurut
Muhammad Abdul Bagi, ¢/-mal\disebutkan 86 kali dalam Al-Qur’an.'>
Lafal al-mal terdapat pada’ayat-ayat.yang disebutkan di dalam beberapa
ayat berikut ini.

@ NS JUdl =845

Artinya:
"Dan kamu mencCintai hdria, benda dengan kecintaan yang
berlebihan. "%

DY b d P P d ~ e ’,‘ - ¢ Py
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-y sl é:.. S0 @iy N a8 5000T AT kel LA
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Artinya:
"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta

138 Ibld
19 1hid.
140 S. Al-Fajr. (89): 20.
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yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak (unta, lembu, kambing dan biri-biri) dan sawah
ladang. ™!

. - 2% g [P '.,O.a’ »,&,91 /,.,J, - 3’: £ e ”‘
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Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu
suatu kebajikan, akan 'tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah
beriman kepada Allah, hari Kemudian, Mal aikat-Mal aikat,
kitab-kitab) habi-ndabi dan_memberikan® hdrta Yang dicintainya
kepada' kerabamyay—anak-aniak’ yatim,' orang=orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang
meminta-minta; «_dan__ (memerdekakan) hamba  sahaya,
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang
yang menepatl janjinya apabila ia.beérjanji, dan orang-orang
yang Sabar “dalam™ kesempitan,“~penderitaan dan dalam
peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya);
dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa™.'**

PR TR IR PR, 2E L4 tE ¢ gt
SN g5gl Gl G0 2 adld) femuinly pimlial (§ Jo5
‘f.:g:’.": ’E.;’., ’ff:)/:i - .‘J’ ’.I .
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)J 2% 5, o %
s N1A58 S0 TS
Artinya:

41 Q8. Ali-Imran (3): 14.
2 8. Al-Bagarah (2): 177.
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Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan
dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar davi
orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-
orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak
yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut
diutamakan.'®
Jadi, yang dimaksud dengan al-mal (harta) itu berbeda-beda sesuai
dengan tempat di mana kata-kata itu disebuitkan dalam Al-Qur’an. Akan
tetapi, makna al-mal secara umumiialah-segala sesuatu yang disukai,
dan disenangi, manusia, seperti-hasil pertahian, perak atau emas, ternak,
atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Pada dasarnya
makna al-mal tidak dibatasi di/dalam al-Qur’an sehingga pengertian al-
mal selalu berkembang.
b. Pengertian.Harta dalam As-Sunnah
Di dalam kitab-kitab hadis), terdapat banyak hadis yang
mengandung katauwnal(harta); diantaranya liadis Rasulullah,
"Sebaik-baik harta yang paling baik adalah harta yang berada
diangan orang shaleh” (Mutafaq *Alaih)!*
Hadis ini menunjukkan bahwa al-mal itu adalah nikmat Allah jika
digunakan untuk kebaikan. Walaupun begitu, manusia tidak boleh
menyembah harta dan menjadikannya sebagai tujuan hidup dunia dan

lupa mengabdi kepada Allah.

143 3S. Ali Imran (3): 186.
144 Al-Salafid, CD Kumpulan Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW tentang Harta Kekayaan.
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Dalam hadist lain Rasulullah:

“Setiap muslim atas muslim yang lain diharamkan darahnya,
hartanya dan kehormatannya sebagimana diharamkannya hari
ini, bulan ini, di negri ini”. (HR. Muslim)'*

Hadis-hadis ini secara tegas melarang penahanan atau penimbunan
harta, me-nasionalisasi-kan (seperti sistem komonis) atau mengganggu
harta seseorang oleh pemerintah tanpa alasan yang tegas. Juga, tidak
boleh bagi setiap orang mengambil harta orang lain kecuali dengan cara
yang benar dan tidak dengan cara merampas. Hal ini karena Rasulullah
menjadikan antara kezaliman atati"kekerasan terhadap jiwa, harta, dan
kehormatan dalam tingkat-kezaliman ‘yang sama, karena semua itu
termasuk kompenen=komponenkehidupan sesial, ekonetmi, dan politik.

Harta adalah tiang kehidupan dan sangat disukai manusia serta harta
Jjuga termasuk sarana untuk menguji keimanan seseorang. Hal ini karena
di antara tujuan hukum-Islam-adalah"mentelihard harta dan tidak boleh
berbuat zalim terhadap orang lain serta wajib menggunakan harta itu
dalam hal-hal yang diridhai Allah.

Pengertian Harta menurut Ulama atau dalam Figh
Abdur Rahman I. Doi mendefinisikan al-mal (harta) adalah

sesuatu yang maujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan

5 Ibid.
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manfaat pada waktu yang diperlukan.!*® Udara dan air tidak dapat
diselamatkan, dan karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam al-mal.
Begitu pula pohon-pohon liar di hutan belantara dan rumput-rumputan
tidak dapat dianggap sebagai al-mal.

Harta menurut madzab Hanafi adalah sesuatu yang layak dimiliki
menurut syarat dapat dimanfaatkan, disimpan atau dikuasai dan bersifat
konkret. Madzab Mial iki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam.
Pertama, adalah hak yang melekat padaseseorang yang menghalangi
orang lain untuk menguasainya. Kedua, sésuatu yang diakui sebagai hak
milik secara “uruf (kebiasaan)”’ Madzab Syafi’i mendefinisikan hak
milik juga menjadi dua'-macam/- Pertama, adalah sesuatu yang
bermanfaat bagi pemiliknya;= keduag~bernilai- bartag=Hambali juga
mendefinisikan hak milik. menjadi dua macam. Pertamﬁ, sesuatu yang
mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang. Dari 4
madzab tersebut dapat’ disimpulkan--tentang/ pengertian harta/hak
milik:'*

1. Sesuatu itu dapat diambil manfaat
2. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi

3. Sesuatu itu secara 'uruf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik

6 “Harta Dalam Islam”, dikutip dari http/ /Ariefsulfie.wordpress.com, access tanggal 1
Desember 2008.

"7 Al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Usil al-Syari’ah, (Bairut: Dar al-Ma’rifah , 1415H/1994M),
hal. 17.

3 Tim Penulis, Enseklopedi Hukum Islam, Jilid II, hal. 525-528.
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4. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.
Menurut Az-Zarkasyi dari ulama Syafi’iyah mendefinisikan al
mal adalah apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda

149 Yang berupa benda terbagi dua:barang

atau juga bisa berupa manfaat.
dan hewan. Yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta
secara umum. Adapun hewan juga terbagi dua: 1) hewan yang tidak bisa
diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut harta, seperti lalat,
nyamuk, kelelawar, dan seranggaj 2)/hewan yang bermanfaat; seperti
hewan yang bertabiat jinak dan patuh seperti binatang ternak; sedang
hewan yang mempunyai-tabiat’jahat dan merusak, seperti singa dan
beruang; tidak bisa disebut/harta--Ibn-Abidin mendefinisikan al-mal
ialah segala sesuatu yang disukai“nafsw atau-jiwa dafi*bisa disimpan
sampai waktu ia dibutuhkan '*° Nilai al-mal itu-akan ada jika semua
orang atau kebanyakan orang menganggapnya mempunyai nilai
(gimah). Adapun “awtis tamwil “(khath)--ialah™"memberikan atau
mengukuhkan nilai pada sesuatu al-mal dan boleh mengambil manfaat
darinya secara syar’i.

At-Tahanawi berkata di kalangan ulama figih, a/-mal atau harta

berdasarkan tamawwul, yaitu bisa disimpan oleh sebagian atau semua

5 Badaruddin al-Zarkasyi, Al-Mansiir al-Qawaid, (itp.: tnp., 1402H/1986M), hal. 343.
%0 Harta Dalam Islam, dikutip dari http/ /Ariefsulfie.wordpress.com.
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orang.'”! Jika boleh mengambil manfaat secara syar’i dari barang itu,
barang itu mutagawwim (berharga), tetapi jika tidak maka tidak
mutagawwim. Tbn Nujaim al-Misri berkata, “al-mal ialah apa-apa yang
bernilai dan bisa disimpan untuk kebutuhan.” "> Sebagian ulama
kontemporer berpendapat bahwa al-mal itu ialah setiap benda yang
mempunyai nilai materi di_kalangan manusia atau apa saja yang bisa
dimiliki dan bisa diambil manfaat darinyay atau juga bisa sebagai ciptaan
selain manusia yang |dijadikan untukl kemaslahatan manusia dan
manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas.

M. Faruq an-Nabahan-melihat-kerisauan para tokoh syariah dan
pembuat undang-undang’ dalam “mendefinisikan harta. '>* Maksud
pendefinigian |harta \ialah_untuk’ mendata “apa, saja yang dapat
diperdagangkan. Darisinilah, mereka (ulama) memperluas arti al-mal
(harta), sehingga di dalamnya termasuk al-haq (hak tertentu), misalnya
hak mendapatkan ' privelege "(hak—istioiewa, privilese) dan hak
didahulukan.

Dari beberapa pengertian ulama tentang harta di atas, Hasbi ash-

Shiddigy membuat kesimpulan, bahwa yang termasuk harta ialah:'>*

5 1
152 Ibid.
153 Jhid,

154 Yasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figih MuaMal ah, (Jakatta: Bulan Bintang, 1974), hal. 150,
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1. Nama bagi selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi
kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan
dikelola (tasharruf) dengan jalan ikhtiyar.

2. Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia.

3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.

4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga).

5. Sesuatu yang berwujud.

6. Sesuatu yang dapat disinipan dalaim Waktu yang lama atau sebentar
dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Konsekuensi logis—dari“fumusan—harta menurut Hasbi ash-

Shiddiqy di atas ialah; manusia bukanlah harta sekalipun berwujud, babi

bukanlah hartankarena bagi-mmislin babi] haram/dipéijiiatbelikan dan

sebiji beras juga bukan harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai

(harga) menurut ‘urf

2. Konsep Harta dalam ekonomni Islam.

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-
Qur’an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat
dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada
Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya.'>

Manusia -sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan

135 Quth Ibrahim Muhammad, Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan
Sistem Administrasi (al-Siyasah al-mal iyah li al-Rasul), alih bahasa Rusli , (Jakarta: Gaung Persada
Press, 2007), hal. 19.
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manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus
manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah,maka tangan manusia
hanyalah merupakan tangan suruhan untuk menjadi khalifah, Maksudnya
manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan
mengatur harta tersebut. Hak menjadi khalifah Allah dalam harta
disimpulkan dari pengertian hak khilafat uraum yang diperuntukkan bagi

manusia, sesuai firman-Nya:

% /“ >, 2.8 r " - T4
o G BETHIE G oiWT g U G KA = 06 3

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Mal aikat:
"Sesungguhnya| Aku \hendak\menjadikan seorang khalifah di

muka bumi, "¢
Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam urusan harta
kekayaan, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil
atau petugas yang diberi wewengan dan tugas oleh Allah dalam menciptakan
kedamaian di muka bumi ini serta dapat membawa kebaikan seluruh umat

manusia.'®” Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban manusia sebagai

khalifah-khalifah Allah untuk bertanggung jawab dengan menjalankan

156 S. Al-Baqarah (2): 30.
17 M.Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah , Jilid 1, hal. 142.
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segala perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah baik itu masalah ibadah

maupun masalah muamalah. Tidak terlepas mengenai permasalahan harta

yang merupakan amanah yang dititipkan kepada manusia untuk
mengurusnya.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:'®

1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di
langit adalah ciptaan Allzh.

2.  Semua harta adalah |milik_Allahd Kita sebagai manusia hanya
memperoleh titipan dan>hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita
tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirat.

3. Iman kepada hari Akhir'“Hari-Akhir-adalah hari perhitungan, hari
pembalasan) tethadap doga™dan pahala) yang /ita(perbuat selama
mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya darimana harta
diperoleh dan wuntuk apa ia digunakan, semua harus
dipertanggungjawabkan’

Harta merupakan sebuah amanah yang diberikan Allah untuk hamba-

Nya, dimana dengan harta seorang hamba bisa melakukan apa yang

semestinya dilakukan yaitu menghilangkan kemiskinan dimuka bumi guna

menghindari dari kekafiran, kemusyrikan, sifat bakhil dan lain-lain.
‘Disamping itu harta adalah salah satu unsur dalam penentu kesejahteraan

seorang hamba. Sebagaimana yang di sebutkan Abduliah Lam bin Ibrahim

158 1bid.



111

bahwa harta merupakan salah satu indikator penyebab kekayaan dengan kata
lain harta merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam bentuk
materi yaitu kaya.'”® Seorang hamba yang memiliki kekayaan mempunyai
tugas mulia dari Allah yaitu untuk menafkahkan hartanya di jalan yang benar
dan mendapat ridha dari Allah, dimana dengan kekayaan tersebut seseorang
hamba dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan
serta mendatangkan manfaat bagi orang lain.
3. Kedudukan dan Ruang lingkup/Harta dalam Ekonomi Islam.
a. Kedudukan dan Fungsiharta dalam Ekonomi Islam
Dalam kehidupan \manusia; harta_mempunyai posisi yang sangat
penting, harta merupakan-sarana pénunjang dalam aktivitas manusia di
muka bumiy %%, Dimana pharta~efiipakafi~aldt_ ufifik mencukupi
kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Tanpa harta baik itu
berupa uang ataupun sesuatu yang dimiliki seseorang akan mudah untuk
berbuat sesuatn ‘yang-dilarang, "dimana-hal-tersebut sudah merupakan
ketetapan Allah.
Allah menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah serta

memerintahkan untuk memakmurkannya. Sebagaimana dalam al-

Qur’an:

139 Abdullah Lam bin Ibrahim, Figih Finansial., hal 8.
160 Ibid ., hal. 14.
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Artinya:
“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan
menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya.
Sesungguhnya ,Tuhanku, amat\ dekat (rahmat-Nya) lagi
memperkenankaw (doa hamba-Nya).”*"!

Dengan demikian, seseorang“hamba jakan terdorong untuk turut
serta dalam memakmurkan kehidupan 'di| muka bumi ini. Baik itu
dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memberikan
manfaat bagi manusia secara umum. Keikut sertaan umat Islam dalam
berpartisipasi | dalam \ shemakmtirkan Skehidupan) di) muka bumi
merupakan sebuah ketaatan terhadap /perintah Allah sebagaima di
jelaskan dalam al-Qur’an;

-~
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Artinya:
Betimaniah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan
nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan

kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di
antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya
memperoleh pahala yang besar.

161 3S. Hud (11): 61
162 @S. Al-Hadid (57): 7.
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Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah memeberikan
kekuasaan kepada hamba-Nya untuk mengelola harta kekayaan yang
telah diberikan. Dimana harta merupakan salah satu tiang dalam
membangun sendi-sendi agama. Di sinilah peran manusia sebagai wakil
Allah akan memerankan fungsinya sebagai kahlifah dimuka bumi.
Disamping itu juga manusia dituntut untuk bisa memberik;m manfaat
terhadap alam sekitarnya sebagaimana)sabda Nabi Muhammad SAW;

“Sebaik-baiknya manusia |adalah—manusia yang memberikan

manfaat bagi orang lain.2***

Oleh karena itu, berusaha untuk memperoleh penghidupan yang
layak yang< tentunyaV dalam- | wujud="mempercleh “kekayaan yang
mencukupi kebutuhan hidup secara)\pmbadi mapun kehidupan secara
umum. Kehidupan pribadi disidivyaiti meéncukupkan nafkah untuk diri
sendiri dan keluarga dan kehidupan secara umum adalah dengan ikut
serta membangun manyarakat dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan
mereka dan juga dengan maksud meningkatkan taraf hidup mereka
sampai kepada tingkat sekunder dan kelengkapannya. '

Walau kepemilikan terhadap harta kekayaan bukanlah jalan satu-

satunya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun

163 M Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah , Jilid I, hal. 107.

154 1bid.
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di akhirat. Asumsi ini bukan menjadikan kedudukan harta tidak menjadi
penting dalam kehidupan manusia. Harta dalam konsep hukum Islam
merupakan salah satu dari lima dasar kebutuhan pokok manusia
addaruriyatu  al-khamsah yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
kehormatan (keturunan), dan harta. '® Oleh karena itu, dengan
memelihara atau menjaga harta sama halnya dengan menjaga
keseimbangan kehidupan’’di dunia ini. Fslam ﬁnemberikan penjelasan

mengenai hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an;

g2 2 g o Fa Lz - i v hnpof o [t-ed ’: ., A -~
Ay A7 WSS LIS 5T Lgadl Tpakaals 36,L40%3 G3,L0T,
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Artinya:

Laki-laki y yang y mencuri~, dan pervempuan gyang mencuri,
potonglah, tangan | keduanya«(sebagai) jpembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah

Maha Perkasq lagi Maha Bijaksand,'*®
Sebagaimana “penjelasan [sebelumnya’bahwa. harta merupakan
amanah yang dititipkan Allah, oleh karena itu dalam kepemilikan harta
ada terkandung fungsi sosial yaitu dalam harta yang dimiliki ada
terkandung hak-haknya para fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain.

Sebagaiman dijelaskan dalam al-Qur’an,

163 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , hal. 49.
1% QS. Al-Maidah (5): 38.
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Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat

bagian.'$
Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam kepemilikan
terhadap harta ada terkapdung-hak-para-pakir miskin dan yatim pitu.
Kemudian maksud dari kalimatjerang ‘miskin yang tidak mendapat

bagian pada ayat tersebut jalahlerangiskin yang tidak meminta-minta.

» e 8.
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Artinya:
Dan orang-orang . yang . dalam’) hartanya tersedia bagian
lertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang
tidak mempunyai apa-apa-(yang.tidak.mau. meminta).'*®
Disamping ayat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Tarmizi, Rasulullah bersabda yang artinya;
Sesungguhnya dalam’ setiap harta_(seseorang)-ada hak orang lain
selain Zakat.
Jadi pada dasarnya Islam sangat memperhatikan kesejahteraan
umatnya sebagaimana di jelaskan pada ayat tersebut di atas. Harta disini
merupaka sebagai sebuah alat untuk mewujudkan kesejahtaan yang ada

di muka bumi ini. Dengan kepemilikan harta yang sesuai dengan apa

167 QS. Adz-Dzariyaat (51): 19.
16% QS. Al-Ma’arij (70): 24-25.
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yang dianjurkan oleh sya’ maka harta tersebut akan membawa
kesejahteraan kepada orang banyak.

Fungsi startegis al-mal menurut syariah adalah menjadi sarana
untuk mewujudkan al-falah yaitu kebahagiaan temporal di dunia dan
keselamatan abadi di akhirat. Beberapa ayat al-Qur'an secara tersurat
maupun tersirat mencela (al-zam) keberadaan al-mal . Misalnya
kekayaan dapat menjadi penyebab prilaku thugyan, kesewenang-
wenangan dan melampati)batas. Tapi/dari sisi lain al-Qur'an mengakui
bahwa al-mal adalah kebutuhan yang lazim dalam kehidupan.

Dengan mencermati_ ayat-dyat..yang 'menyebutkan al-mal dapat
disimpulkan dua hal: pertama’ @/-mal “diciptakan untuk kemaslahatan
umat manusiaphuntuk memenuhi“kebutuhan~hidup (fercka. Dalam
konteks ini al-mal dimunculkan oleh al-Qur'an dalam kontek al-i'nam
dan al-imtinan (anugrah dan nikmat), bukan al-zam atau celaan. Dalam
Al-Qur’an:

@l ) ol ot

Artinya:
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.'®

2 ok /_A( z .
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Artinya:
Untuk  kesenanganmu dan untuk  binatang-binatang
ternakmu.'™

169 8. Abasa (80): 24.
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Pada kedua ayat tersebut Allah memberikan uraian bahwa
perjalanan hidup manusia sejak nuthfah sampai dibangkitkan dan
menegaskan pula bahwa manusia belum menyelesaikan tugasnya,'”
Allah memberikan anugrah berupa nikmat dalam kehidupan manusia
dalam bentuk pangan dan sekaligus mengisyaratkan bahwa itu semua
merupakan' dorongan | vuntuk  menyempurnakan  tugas-tugasnya.
Kemudian juga Allah menjelaskan nikmat-nikmat Tuhan yang agung
dalam bal harta yang |terlupakan olehrmanusia. Nikmat-nikmat itu
kemudian oleh Allah dijadikan sebagai miata’ (barang) dan nikmat bagi
umat manusia. Di dalam ayat lain juga'disebutkan bahwa hewan ternak
(al-anam) _diciptakan untyk kemaslahatan umat manusia, seperti dalam
Al-Qur’an:

© Bt s fais 235 Lo 2 2 il 24
Artinya:
Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu;

padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai
manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.'™

4 G- 21 Ef/ 12 Z v 2Y-cut I T37%
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Artinya:

0 1bid., Ayat 32.
7! Tafsir al-Misbah, Jilid 15, hal. 71.
1 3S. An-Nahl (16): 5.-8



118

Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal'” dan keledai, agar

kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan

Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."™
Kedua ayat ini menjelaskan kegunaan-kegunaan hewan ternak,

kuda dan lain-lain. Di samping itu terdapat ayat-ayat yang lebih umum

dari dua ayat tersebut, antara lain dalam:
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Artinya:
Dan dia Telah menunditkkan untwimu apa yang di langit dan
apa yang di bumi semuanya, (Sebagai rahmat) daripada-Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kekyasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.'”
Dari| beberapa ayat-ayat- diatas dapat disimpulkan,bahwa Allah
memberikan anugerah kepada hamba-Nya berupa harta dan manfaatnya.
Dimana semua isi jagad raya diciptakan untuk memenuhi kemasalahatan
umat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia.
b. Ruang Lingkup Harta dalam Ekonomi Islam
Harta kekayaan pada dasarnya diklasifikasinya menjadi dua; yaitu

materi dan non materi. Sesuatu bisa disebut harta pada dasamya

menurut fuqaha Malikiah, Syafi’iyah, dan Hanabilah adalah sesuatu

13 Makna baghal disini adalah peranakan kuda dengan keledai.
7 Ibid., ayat 8.
13 8. Al-Jasiyah (45): 45.
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yang mempunyai gimah atau nilai.'’® Dimana apabila terjadi kerusakan
terhadap sesuatu tersebut maka seseorang yang merusaknya akan
dikenakan ganti rugi terhadapnya. Sebagaimana disebutkan pada
pembahasan sebelumnya bahwa harta tersebut tidak hamya berupa
meteri akan tetapi juga dalam bentuk immaterail seperti manfaat suatu
benda.'”” Contoh harta dalam bentuk materi adalah uang, perhiasan,
tanah, dan lain sebagainya. Harta yang berwujud immateri adalah
deposito, HAKI (Hak |Ats Kekayaan Intelektual), saham, dan lain
sebagainya. '’® Menurut| Abdullah |al-Muishlih dan Shalah ash-Shawi,
harta terbagi menjadi berbagai’ macam tergantung dengan orientasi
pembagiannya. Di antara béntuk klasifikasi tersebut adalah :'”
1. Pembagianal-Mal (Harta)jdari s€gi benda:

b. Mal mutagawwim.(benda bernilai) dan maal gair mutagawwim

(benda tak bernilai);
c. Mal manqul(benda-bergerak)-dan~uqgar (benda tak bergerak);
d. Mal mamluk (benda ada pemiliknya) dan Mal mubah (benda

tak bertuan);

176 Habib Najir, Muhammad Hasanuddin, Enseklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,
(Bandun#, Kafa Publishing, 2008), hal. 257.

Y77 Sa’ad Abu Jayid, AI-Qamiis al-figh wa istilah, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1988 M/1408), hal.
344,

" Arf  Sulfiantono, AL-Mal (Harta) Dalam Islam, dikutip  dari
hitp//Ariefsulfie.wordpress.com.,

8 Ibid.
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e. Mal Fkhass (benda milik privat) dan Mal ‘amm (benda milik
umum);
f. Mal misli (benda bercontoh) dan Mal gimi (benda tak
bercontoh);
g. Mal istihlaki (benda habis pakai) dan Mal gair istihlaki (benda
tak habis pakai);
h. Usul (benda pokék) dan simar (hasil);
i. Mal qabil lil al-gismah (benda dapat dibagi) dan aal gair qabil
lil al-gismah (benda tak dapat dibagi).
2. Pembagian harta— kalaw\\dilihat| dari segi kebolehan
pemanfaatannya berdasarkan'syara’ terbagi kedalam;'*°
a. Hartamutagawwim ataw barta yang halal.dimanfaatkan.
Maksudnya bahwa harta tersebut baik secara zatnya ataupun
sifatnya berdasarkan syara’ halal untuk digunakan dimanfaatkan.
b. Harta gair nutagawwim atau yang tidak halal'dimanfaatkan.
Maksudnya bahwa harta tersebut baik secara zatnya maupun
sifatnya secara syara’ diharamkan untuk digunakan atapun di
manfaatkan.
Yang membedakan antara keduanya dapat terlihat dalam hal
kepemilikan terhadap. harta yang dilarang oleh syara’ seperti babi,

bangkai, khamar dan darah atau gai mutagawwim sebagai objek

180 \{ Ali Hasan, Berbagaimacam Transaksi, hal. 61-62
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transiksi. Dalam hal ini, apabila terjadi pengrusakan atau
penghilangan terhadap harta tersebut maka orang muslim tidak
dikenakan ganri rugi kepadanya. Akan tetapi apabila harta tersebut
dimiliki oleh orang kafir zimi yaitu orang kafir yang tunduk
terhadap undang-undang orang Islam maka orang mukmin yang
melakukan pengrusakan atau penghilangan akan dikenakan ganti
rugi. Hal tersebut dikalangan jumhur ulama orang mukmin yang
melakukan pengrusakan terhadapa harta orang kafir zimi tidak bisa
dikenakan ganti rugiini disebabkan karena hart tersebut di dalam
Islam bukanlah termasuk dalamkategon harta.
3. Pembagian harta kalaw dilihat-darijenisnya
a. Harta gl\igarn atan hartajbergerak
Adalah harta yang bisa dipindah tangankan secara fisik kepada
orang lain. Seperti, barang dagangan, baju, pena, dan lain-lain.
Akan tetapi pengertian‘harta bergerak pada masa sekarang telah
berkembang, bahwasanya tidak hanya bersifa materi akan tetapi
Juga bersifat immaterial. Materi seperti uang, perhiasan, dan lain
sebagainya, sedangkan yang bersifat immaterial deposito, HAKI
(Hak Ats Kekayaan Intelektual), saham, dan lain sebagainya.

b. Harta al manqul atau harta yang tidak bergerak.'®!

181 1bid., hal 62-63.
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Adalah harta yang secara fisik tidak dapat dipindah tangankan
akan tetapi dalam hal hak kepemilikannya dapat dipindah
tangankan. Seperti tanah, rumah dan lain-lain.

Dari kedua jenis harta tersebut dalam hal hak kepemilikannya
mempunyai perdalam dimana, dalam harta yang tidak bergerak
hanya akan ditemukan hak syuf’ah yaitu hak seseorang untuk
menuntut tetangganya’ yang akan menjual tanah atau rumah agar
lebih dahulu ditawarkan kepadanya. Kemudian harta bergerak dan
harta tidak bergeraki ada dalam hal wakaf ulama berbeda pendapat,
jumhur ulama berpéndapat’ bahwa wakaf berlaku untuk harta
bergerak dan harta tiadak-bergerak, hal'ini terlihat dalam hal wakaf
tanah dimana di atasstanalr tersebut terdapat tanafign yang bisa di
perjual belikan. Di kalangan mazhab Hanafiah kedua harta tersebut
tidak dapat dipisahkan artinya tanah dan tanaman yang ada di
atasnya merupakan-satu-késatuan -Sedangkan jimhur ulama sepakat
bahwa wakaf berlaku untuk harta bergerak dan harta tidak bergerak.
Kemudian dalam hal wasiat, harta yang diwasiatkan kapada anak
kecil yaitu harta bergerak seseorang dilarang untuk menjualnya
kecuali ada syara’ yang membolehkannya yaitu dalam hal keadaan
darurat misalnya melunasi hutang si anak dengan catatan
mendapatkan ijin dari hakim terlebih dahulu. Seadangkan dalam hal

gasab atau seseorang mengambil harta orang lain tanpa izin. Imam
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Abu Hanifah dan sahabatnya Abu Yusuf hukuman tidak beralaku

buat harta yang tidak bergerak, karena tidak mungkin memindahkan

harta tidak bergerak dan manfaat harta tidak bergerak bukanlah

termasuk harta menurut mereka. Sedangkan jumhur Ulama dan

Muhammad Hasan Asy Syaibani bisa saja terjadi ghasab pada

benda tidak bergerak, misalanya dalam hal mengusai tanah orang

lain secara paksa atatt’merampas pemanfaatannya, diaman manfaat

menurut jumhur Ulama nanfaat termasuk harta, %2

Pembagian harta kalau dilihat dari pemanfaatannya.

a. Harta yang dalam pemanfaatannya tidak menghabiskan benda
tersebut dan tetap-utuh.

b. Harta pwyang\, dalam—pemanfaatannya> menghabiskan benda
tersebut.

Kedua jenis fersebut, ulama fiqih melihat adanya perbedaan
yang terletak pada-akad-yang terkandimg dari kedua jenis tersebut.
Harta yang dalam pemanfaatannya tidak menghabiskan benda
tersbut mengandung akad tolong menolong dan dapat pula
ditransaksikan dalam bentuk imbalan atau jasa seperti sewa
menyewa, sedangkan pada jenis yang kedua yaitu harta yang dalam
pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut tolong menolong

saja.

182 1hid.,
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S. Pembagian harta kalau dilibat dari ada atau tidaknya benda
tersebut di pasaran.
a. Harat al-misiT atau harta yang ada jenisnya di pasaran.

Adalah harta yang janis dan wujudnya ada dipasaran
seperti benda yang ditimbang atau ditakar yaitu beras, gula,~
kapas, kentang,

b. Harta al-qim7 yang tidak ada jenisnya di pasaran.

Adalah hartd)jenis yangtidak ada jenis yang sama dalam
satuannya dipasaran atau ada tetapi dalam jenis satuannya
berbeda dalam kualitasanyasyaitu_seperti; pepohonan, logam,
mulia, dan alat-alat ramah tangga:

Dalam| harta” yang [bersifat"al ¢gimT tidakCmungkin terjadi
riba, karena satujenisnya tidak sama. Sedangkan jenis harta al
mislT bisa terjadi transaksi yang menjurus kepada riba. Kemudian
harta al'misli ses¢orang mitra ‘dapat ' mengambil bagiannya ketika
mitra dagangnya tidak berada ditempa. Akan tetapi, perserikatan
dalam hal yang bersifat qimi masing-masing pihak tidak boleh
mengambil bagiannya selama pihak lainnya tidak berada di

tempat.
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6. Pembagian harta kalau dilihat dari kedudukan harta terbagi ke

dalam;®

a.

3

Harta yang telah dimiliki al-mal al-mamluk, baik milik pribadi
maupun milik badan hukum dalam hal ini pemerintah, organisasi
kemasyarakatan.

Permasalahan _mengenai kepemilikan pribadi, pemilik
mempunyai kebebasan dalam memanfaatkannya, baﬂ< dalam
bentuk pernyataan’maupun dalam bentuk perbuatan. Akan tetapi
apabila dalam permasalahan harta tidak bergerak, maka dalam
mempergunakannya mendapat.pembatasan dengan pertimbangan
menjaga kemaslahatan' tetangganya. Misalnya dalam mengenai
kepemilikafy \terhadap" ["sébuah” |ramiah, siC pemilik tidak
diperbolehkan untuk bertindak dengan sewenang-wenang dalam
mengolala rumah tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan
bahwa " tindakan” terSebut" “bisa ““membawa mudharat bagi
tetangganya.

Kemudian apabila terhdapat hak orang lain pada harta
pribadi misalnya harta tersebut menjadi jaminan atau sedang
dalam masa sewa, maka pemiliknya tidak boleh bertindak

menghilangkan hak orang lain terhadap harta tersebut.

183 Ibid. hal. 65.
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Dalam permasalahan harta yang dimiliki oleh negara, maka
penggunaannya harus ditujukan untuk kepentingan orang
banyak, dimana penggunaan tersebut diatur dalam undang-
undang. Masyarakat disini sebagai pengguna mempunyai dalam
menggunakan harta tersebut tidak diperbolehkan bertindak
dengan sewenang-wenang serta dilarang untuk mejadikannya
milik pribadi. Demikian juga terhadap hafta yang dimilik oleh
sebuah organisasi/) baik ‘penggunaan maupun kepemilikannya
harus ditujukan |untuk organisasi. Serta harus sejalan dengan
tujuan organisasi.

Sama halnya'-dengan’kepemilikan terhadap harta oleh
organisasi, kepemilikanharta défigan-bersetikat(findakan hukum
masiﬁg—masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang
tidak merugikan hak-hak mitranya. Hal ini discbabkan masing-
masing " pihak'~dilarang"” marusak “atau / menghabisakan harta
tersebut. Baik itu dalam bentuk merubah bentuk harta tersebut
maupun bertindak diluar kesepakatan antara masing-masing
pihak yang telah bersepakat.

. Harta yang tidak dimilik seseorang atau al-malul-mubah.

Al-malul-mubah adalah yang tidak dimiliki oleh seseorang,
seperti sumber mata air, hewan buruan, kayu dihutan belantara

yang belum dijamah dan dimilik oleh orang serta ikan di lautan
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lepas. Harta yang demikian boleh dimanfaatkan oleh setiap orang
dengan ketentuan tidak merusak kelesatarian dan ekosistem yang
ada 184

Dalam permasalahan kekayaan alam seperti penangkapan
ikan di laut kepas yang berada dalam wilayah kekuasaan seatu
negara, orang yang bukan termasuk dalam wilayah kekuasaan
negara tersebut| “tidak terrﬁasuk yang dibolehkan untuk
memanfaatkan harta tersebut.
. Harta yang dilarang untuk dimiliki' oleh sayara’ atau al-mal al-
mahjur.

Al-mal al-mahjur’ adalah hatta yang dilarang oleh syara’
untuk | memilikinyag=Seperti darta ~wakaf, atau harta yang
ditujukan untuk kepentingan umum. Harta seperti ini dilarang

untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

7. Pembagian harta-kalau-dilihat dari bisa dibagia atau tidak bisa

dibagi, harta ini terbagi kedalam 2 bagian yaitu;'®

a. Harta yang bisa dibagi.

Makna harta bisa dibagi disini adalah apabila harta tersebut
dibagi maka tersebut tidak rusak dan masih bisa dimanfaatkan.

Misalanya sebuah rumah apabila di bagi maka ia tidak

184 Ibid., hal. 66.
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mengalami kerusakan serta tidak menghilangkan manfaatnya.
Lain halnya jika manfaat rumah tersebut telah rusak maka ia
tidak termasuk dalam harta yang bisa di bagi.

Pembagian mengenai harta jenis ini harus berdasarkan
keputusan hakim, ini demi menjaga agar manfaat serta
menghidari harta tersebut tidak rusak. Kemudian apabila harta
tersebut di hibahkan atau di wakafkan, harta tersebu diharuskan
untuk dibagi terlebih dahulu.

Dalam hal gantu rugi, kepemilikan harta yang bisa di bagi
apabila di pegang oleh” serikat_dalam pengelolaannya ada
mengeluarkan biaya™~ 'dan“biaya  tersebut tidak mendapat
persetujuanidati mitra dalamisefikat tersebutumaka biaya tersebut
tidak mendapat ganti rugi kepada mitra yang lain. Sedangkan
biaya yang telah dikeluarkan tersebut akan dipandang sebagi
sebuah sedekah:

. Harta yang tidak bisa dibagi.

Pengertian dari harta yang tidak bisa dibagi adalah apabila
harta tersebut dibagi maka akan merusak manfaat yang ada
padanya.'® Dalam hal pembagian harta yang tidak dapat dibagi
keputusan hakim tidak dapat dipaksakan supaya harta tersebut

dapat dibagi. Eksekusi dari harta tersebut bergantung kepada

186 1bid.
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kerelaan dari masing-masing pihak yang mempunyai hak
terhadap harta tersebut.

Kemudian mengenai penghibahan atau pewakapan
terhadap harta yang tidak bisa dibagi, tidakan tersebut dipadang
sah. Serta apabila salah seorang mitar telah mengeluarkan biaya
dalam pemeliharaan atau pengelolaan harta tersebut maka ia
berhaic untuk mefuntut biaya ganti\rugi kepada mitra yang lain
atas tindakannya tersebut.

8. Pembagian harta kalau dilihat dari berkembang atau tidaknya
harta tersebut.'®’
Berkembang atau tidaknya harta disini sangat bergantung kepada
usaha yang, dilakukan—oleh™Ses€orang-atausberkémbang dengan
sendirinya berdasarkan ciptaan-Nya,
a. Al- Ashal

Pengertian® dari " al~ashl- “adalah  harta yang dapat
menghasilkan seswatu seperti, tanah, rumah, pepehonan dan
hewan.

b. As-Shamr

As-shamr adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta

seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, susu dari sapi

atau kambing,

87 1bid., hal. 68-69.
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Pembagian dari harta tersebut diatas berdampak hukum yang

luas dalam figih Islam diantaranya;'®®

a)

b)

Asal harta wakaf tidak bisa dibagi-bagikan kepada yang
berhak menerima wakaf tetapi buah dan hasilnya dapat
dibagikan kepada mereka. Misalnya, seseorang yang
mewakafkan _sawah atau ladang. Sawah atau ladang
tersebut tidak bisa dibagi-bagikan kepada orang lain,
sedangkan hasilaya boleh dibagi-bagikan.

Harta yang “ditujukan/ untuk kepentingan umum, asalnya
tidak boleh—dibagi‘bagikan, akan tetapi hasilnya boleh
dimiliki oleh-“siapapun. “Misalanya, dihalaman sebuah
miesjidy ada stumbuli “polion buah=buahaf, “Buah tersebut
boleh dijual-eleh siapapun, sedangkan pohonya tidak boleh
dibagikan.

Seseorang-membeli rumah- lalw’ diséwakan kepada orang
lain. Setelah masa sewa habis, ia sebagi pembeli melihat
ada cacat lama, kecacatan tersebut bukan dikarenakan
perbuatan si penyewa dan cacat yang ada pada rumah
cukup berasar sehingga menyebabkan dikembalikannya
rukam tersebut oleh si pembeli kepada si penjual.

Sedangkan sebulumnya rumah tersebut mendapat uang

18 Ibid,, hal. 68.
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sewa sebelumnya maka uang tersebut tetap menjadi hak si
pembili, hal ini dikarenakan pada saat ia (pembeli)
menyewakan rumah tersebut rumah tersebut masih menjadi
haknya.
d) _ Kemudian apabila dalam suatu transaksi dimana yang
menjadi objeknya adalah mamafaat, maka pemilik manfaat
im berhak “untuk atas hasilnya.  Misalnya, apabila
seseorang | menyewa sebuah rumah, dimana dalam
perkarangan_rumah tersebut’'ada pohon buah, maka buah
hasil dari pohon tefsebut menjadi hak penyewa dari rumah
tersebut dan-ia‘mempunyai-hak untuk menjualnya. Akan
tetapijapabila adapetjanjian tertulis maka(Si penyewa atau
si pemilik_rumah harus berpegang kepada perjanjian
tersebut.
9. Pembagian harta-dari-ségi pemilikannya{ dalam hal ini ulama
figih berpendapat.
a. Harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta
itu selama tidak merugikan orang lain.
b. Harta milik masyarakat umum dimana dalam hal

pemanfaatannya bisa di milik oleh semua orang,
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Milik pribadi bisa berubah statusnya menjadi milik
bersama. Perubahan status tersebut bisa dikarenakan; '%°

1.  Kehendak sendiri dari pemiliknya. Misalanya, seseorang
menyerabkan hartanya menjadi harta wakaf yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan umat.

2. Kehendak syara’ seperti kebutuhan umat yang mendesak
untuk membnat jalan umum di atas tanah milik pribadi.
Dalam hal iini pihak pengnasa dapat mempergunakan tanah
pribadi untuk kepentingan umum.

Kemudian |olama<figih.membagi harta milik masyarakat
menajadi;

1.} Haxta yang/khusus tntuk kémaslahatan(beérsama seperti,
tempat-tempat ibadah,, jalan, pemakaman, jembatan, jalan
umum dan sarana-sarana pendidikan dan lain-lain yang
benar-benar diperuntukkanképada orang banyak.

2. Harta yang khusus untuk eksploitasi bagi kepentingan
umum, seperti tanah wakaf atau harta yang termasuk milik
pemerintah.

Harta yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum

sperti harta wakaf yang diwakafkan seseorang untuk diambil

139 Ibid., hal. 69-90.
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hasilnya, dan tanah-tanah negara yang dapat dipergunakan

manyarakat.
Mengenai harta milik pribadi dan milik masyarakat umum

dapat dilihat pula dari segi;'*°

a) Harta milik masyarakat umum, tidak dapat dimiliki
seseorang.

b)  Seluruh hasil’ yang ada pada harta milik bersama dapat
dimanfaatkam

¢) Harta milik> masyarakat umnm tidak dapat dijadikan
Jaminan hutang seseorang.

Dengan demikian terliltat’’dengan-jelas 'bahwa Islam bukan hanya
sebuah agamay yang, memperhatikan~Sejalitéraanghidup nfafiusia di dunia
melainkan juga kehidupan di akhirat. Islam menjaga keseimbangan tersebut.
Islam mencela orang yang dalam kehidupannya malas untuk mencari ilmu
dan pola hidup miskin."**-Karena’ dengan-perilaku seperti hal tersebut bisa
mendatangkan  kemudharatan bagi kehidupan manusia di muka bumi
maupun di akhirat kelak.

Kesejahteraan hidup yang terjamin, umat Islam akan mendapatkan

ketenangan dalam megapai kecintaan dan keridhaan-Nya. Kesejahteraan

10 1bid., hal. 70.

! Jaribah Tbn Ahmad al-Harits, Al-Figh al-Iqtishadi Li amiril Mukminin Umar Ibn Al-
Khaththab (Figih Ekononti Umar bin Khathab), alih bahasa oleh Amusmuni Solihan Zamakhsyari,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), hal. 57
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disini bukan berarti sesuatu yang membuat manusia lupa akan tugasnya
hidup di dunia. Kesejahteraan yang dimaksud adalah dengan keberadaan
seorang hamba dimuka bumi ia bisa membawa kesejahteraan bagi makhluk
yang lain. Dengan kata lain dengan keberadaannya ia tidak memberatkan
kehidupan orang lain.

Untuk mencapai kesejahteraan, manusia mendapat bimbingan dari
Allah SWT melalui Rasulliiya. Dalam hal;ini Nabi Muhammad telah
memberikan contoh bagaimana seseorang antuk mendapatkan kesejahteraan
yaitu dengan bermuamalah.'%*Usahaltersebut Berujung kepada tercukupunya
keperluan hidup sehingga ketika dalam‘hal beribadah tidak lagi memikirkan
hal-hal yang bersifat materi.

Usaha tersebpt, akan mencapai~tujudtt yang-maksifial diperlukan
adanya sebuah penghargaan..Allah dalam memberikan penghargéan atas
ketaatan hamba-Nya dalam beribadah berupa pahala serta rezki yang di
dapat baik di dunia’maupun-di ‘akhirat. Begitu'juga datam hal penghargaan
antar sesama mahkluk Allah yaitu dengan saling menghargai dan berusaha
dengan maksiMal untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain.

Penghargaan tersebut bukan berarti Islam tidak memperhatikan akan
adanya konsep ridha serta ikhlas dalam berbuat sesuatu. Melainkan
penghargaan tersebut merupakan alat untuk memicu tingginya aktivitas yang

dilakukan dalam hal ini yaitu terkait dengan permasalahan harta kekayaan

192 Abdullah Lam bin Tbrahim, Figih Finansial, hal. 65.
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yang bisa meningkatkan kegiatan ekonomi dalam kaitannya mengenai

pemerataan kesejakteraan umat.
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BABIV
HAKI SEBAGAI HARTA KEKAYAAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai hak immaterial.

Pengetahuan maupun penemuan merupakan sebuah hasil dari penelitian
yang dikreasikan melalui pemikiraii; dan kKemudian diwujudkan dalam bentuk
benda materi. Dari hal tersebut miincul hakiterhadap sebuah karya tersebut yang
dinamankan dengan hak atas kekayaan'intelektual, Hak tersebut dilindungi oleh
undang-undang. Perlindungan tersebut merupakafn j'wujud sebuah penghargaan
atas hasil usahasa dari seseorang, dimana dalam mewujudkan sebuah karya
intelektual seseorang tersebut tidak sedikit menghabiskan baik itu waktu, tenaga,
dan biaya. Sudah sepatutnya ‘apabila“sebuah Karya intelektual™baik itu dalam
bentuk hak cipta, hak paten, hak.atas merék, parietas tanaman, rahasi dagang,
desain industri, tata letak sirkuit, terpadu dan.frenchise mendapat perlindungan
hukum.

Perlindungan tersebut dalam istilah hukum positif diwujudkan dalam
Intelektual Property Right yang dalam istilah hukum di Indonesia disebut dengan
Hak atas Kekayaan Intelektual.’”® Dalam hal ini peraturan yang mengatur

permasalahan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelaktual terangkum dalam

193 Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa istilah tersebut merupakan hasil
dari veto yang dilakukan oleh Bambang Kesewo yang merupakan ketua tim yang membidangi masalah
hukum HaKIL
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Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya.

Pada dasarnya hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda,
yaitu benda tidak berwujud atau benda immaterial. Benda dalam kerangka
hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbabagai kategori, salah satunya
adalah pengelompokan benda dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak
berwujud.'** Dalam hal ini Prof, Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki
rumusan lain dari pasal tersebut |dapat,ditirunkan kalimat sebagai berikut: yang
dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda yang terdiri dari barang
dan hak.'®® Kemudian barang yang-dimaksud-oleh pasal 499 KUH Perdata
tersebut adalah benda material (Stoffelijk voorwerp), sedangkan hak adalah
benda immaterial. Urdidn.térsebut/Sdjalanidengdn klasifikasi‘barida menurut pasal
503 KUH Perdata, yaitu menggelongkan benda ke dalam kelompok benda
berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).

Benda tidak berwujud ‘atat behda Immaterial yang ‘berupa hak dapat
dicontohkan dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual, hak tagih, hak sewa,
hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan dan lain
sebagainya. Menurut Prof. Mahadi, serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu

tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial

1% Dalam hal ini, batasan benda berwujud dan tidak berwujud dapat dilihat pada pasal 499

KUH Perdata, dimana berbunyi pasal tersebut adalah “Menurut paham undang-undang yang dimaksud
benda ialah tiap-tiap barang dan dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Lihat R.
Subekti dan R. Tjitrosudibo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 39, (Jakarta:Pradya Pramita,
2008), hal. 157.

%" Mahadi, Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, (Jakarta: BPHN, 1981), hal. 65.
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termasuk kedalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh
sebab itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi ojek dari suatu hak
benda. Kemudian seperti apa yang dikatakan beliau bahwa hak benda adalah hak
adsolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama
hak atas kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right).'

Dengan demikian kata “Hak Milik” atau “Property” yang digunakan dalam
istilah Hak Milik Intektual mengrut Mrs. Noors Bout Bouwman adalah bisa
menyesatkan. Kata harta benda ‘atau\property mengisyaratkan adanya sesuatu
benda nyata. Padahal Hak Atas Kekayaan Intektual itu tidak ada sama sekali
menampilkan benda nyata, ia bukan-berida nyata—Melainkan ia merupakan hasil
kegiatan daya cipta pikiran manusia-yang“di ungkapkan ke dunia luar dalam
suatu bentuk, baik miateri hidupus ifitaterial Bukaf bextuk Penjelmaan yang
dilindungi akan tetapi daya ciptasitu sendiri,\Daya cipta itu dapat berwujud baik
dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan dari ketiga bidang
tersebut. '*7

Dari sini dapat terlihat bahwa dalam istilah hak atas kekayaan intelektual
terkandung unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir
manusia, untuk melahirkan sebuah karya, hingga akhirnya kata “intelektual®

harus dilekatkan pada setiap hasil temuan yang berasal dari kreativitas berpikir

% Mahadi, Hak Milik Immaterial, (Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1985), hal. 4.

TBouwman dan Noor Mout, Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atas
Dukungan Terhadap Perkembangan Industri, makalah pada seminar Hak Milik Intelektual Kerja Sama
dengan Naute van Hersolte Amsterdam, (Medan: Fakultas Hukum USU, 10 Januari 1989).
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manusia tersebut. Tidak hanya itu batasan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual ini
adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material
yang menjadi bentuk jelmaannya. Hal ini dapat di contohkan misalnya dalam
bentuk benda berwujud (material) yaitu dapat dikemukakan dalam hal hak cipta
dalam ilmu pengetahuan yaitu berupa hak atas kekayaan intelektual dan yang
mejadi hasil materialnya adalah buku, Kemudian dalam hal temuan atan dalam
istilah undang-undang invensi dalam bidang paten yang merupakan bagian dari
hak atas kekayaan intelektual yang menjelmaddalam bentuk materialnya adalah
minyak pulumas dan lain-lain. Jadiyang dilindungi dalam kerangka HaKI adalah
haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut--Sedangkan jelmaan dari HaKI
dilindungi oleh hukum kebendaan'dalam Ketegori banda material atau benda
berwujud.

Permasalahan HaK1 dalam dslam tidak, dapat dipungkiri keber;adaanya. Di
kalangan para ahli figih klasik HaKI masih masih belum dikenal, namun hal
tersebut bukan berarti asas-asas-HaKI-dalam Islam tidak ada. HaKI sebagaimana
dijelaskan sebelumnya bahwa yang dilindungi adalah hak yang bersifat
immaterial. Konsep tersebut dalam ruang lingkup fiqih disebut dengan hag al
mamfaah atau hak atas manfaat benda.!”® Hak tersebut pada awalnya hanya
dikenal terkait dengan hak manfaat benda yang bersifat materi, misalnya hak

manfaat sebuah rumah. Oleh karena itu keberadaannya dapat dianlogikan dengan

%% Abd. Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah, (Bagdad: al-‘Ani,
1969), hal 299. Lihat, Abdoerraoef, al-Qur'an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal.
127-135.
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adanya hak milik atas manfaat dari sebuah benda yang sifatnya immaterial.
Dimana pada hakikatnya nilai ekonomis dari Hak Atas Kekayaan Intelektual
adalah manfaatnya.

Istilah yang dipakai oleh para pakar ilmu ushul kontemporer menyangkut
HaKI adalah hugiq al-adabiyah. Namun menurut al-Zarqa istilah yang paling
tepat adalah al-huquq al-ibtikar. '*® Menurutnya istilah tersebut mempunyai
cakupan lebih luas meliputi hak“hak yang terkandung dalam HaKI. Istilah
tersebut terkait dengan hak kepemilikan terhadap sesuatu yang bersifat immateri
yaitu ide yang tertuang dalam sebuah karya intelektual.

Kemudian juga diantara | wlama/Aigih kontemporer yang membahas
permasalahan HaKI diantaranya -adalah’Fathi ‘al"Duraini. Beliau mengatakan
bahwa yang dimaksud kekayaan intelektuat-adalah ide<ide atau sébuah pemikiran
yang muncul dari bakat yang ada pada diri seseorang ilmuan, seniman dan
sebagainya, dari apa yang telah dia cipta dan orang lain belum pernah
menciptakannya. > Proses tersebut “menimbulkan“akibaf “Hukum yaitu berupa
sebuah hak yang bersifat immaterial. Hal tersebut dikarenakan adanya hak atas
sesuatu yang bersifat abestrak atau immaterial yaitu sebuah ide yang lahir dari
kecerdasan akal seseorang. Dari pengertian ini terlihat bahwa hak milik akan

manfaat dari sebuah benda merupakan sesnatu yang sudah semetinya di peroleh

' Al-Zarqa, Al-Mudkhal al-figh al-‘Am, al-Fighu al-Islami fi Saubiki al-Jadid, (Bairut: Dar al-
Fikr, tt), hal. II/21.

20 Muhammad Fathi al Duraini, Hagq al-ibtikar fi al figh al mugarin, (Bairut: Mua’assasat al
Risdlah, 1987), hal. 9.
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seseorang yang telah membuatnya dengan kata lain bahwa kepemilikan terhadap
manfaat dari apa yang telah dihasilkan dari usaha seseorang dalam membuat
sebuah karya cipta yang murni serta tidak bertentangan dengan syara’.

Nilai ekonomis pada sebuah benda secara umum dapat dinilai dengan
materi sendangkan nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan tidak akan
bisa diukur dengan materi. Dimana ilmu pengetahuan merupakan sebuah hikmah
yang diberikan Allah kepada’ hamba-Nya “yyaitu mereka yang mau
mempergunakan akalnya secara maksimal!

Oleh karena itu, munculnyahak atas Sesuatu yang besifat immaterial atau
dalam istilah lain disebut dangan manfaat-terhadap benda bukan sebuah
kebetulan melainkan merupakan konsekuensi yang diperoleh si pemilik ide atau
si pembuat ide atas sebuahy karya jintelektuald Manfaat ini biSa' dipergunakan
sepenuhnya oleh si pemilik kerya.intelektual baik digunakan untuk kepentingan
peribadi maupun untuk kepentingan masyarakt luas. Islam memberikan ruang
gerak terhadap keberdaan HaKd”yaitd dengan-péngakuan adanya penguasaan
terhadap hak milik pribadi. Akan tetapi bukan berarti Islam membiarkan hak
tersebut dipergunakan sekehendak hati si pemiliknya. HaKI dibatasi oleh hukum
syara’ yaitu dengan berlaku adil serta berlaku ihsan kepada sesama makhluk
Allah,

Ketetapan yang dimaksud adalah bahwa HaKI merupakan sebuah sistem
hukum yang bertujuan untuk melindungi hak immaterial yang di miliki oleh

autor atau pencipta karya intelektual guna terciptanya kemaslahatan khususnya
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bagi si pemilik ide dan masyarakat luas secara umum. Kemudian kepemilikan
tersebut bukan berarti melupakan keberadaan hak orang benyak. Nilai manfaat
atas sebuah karya intelektual dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan
ketentuan bahwa tidak melanggar hak-haknya si pemilik ide atas sebuah karya
intelektual.

Oleh karena itu, dalam pemberlakuan undang-undang HaKI perlu
memperhatikan aspek kepentingan imum. DalamIslam kepentingan umum atau
masyarakat sangat diperhatikan )Apabild seseorang melakukan pelanggaran
terhadap hak-hak yang menyangkut kepentingan umum maka dapat dikenakan
sanksi atau hukuman.

Untuk mengaplikasikan bentuk dari perlindutigan HaK1 diperlukan adanya
campur tangan penguasa) jMengapa—demikian; thal™ini\ dikarenakan untuk
mewujudkan keadilan serta menghindari asumsi bah§va keberadaan HaKI hanya
tertuju kepada pihak tertentu saja. Penguasa yaitu pemerintah tentunya harus
memperhatikan keberadaan satatis “dati’ pemilik- Karya intélektual. Ini sebagai
wujud terima kasih atas segala jasanya atas sumbangan karyanya dalam
khazanah ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada
si penemu atau pembuat sebuah karya intelektual. Disamping itu juga untuk
menjaga hak-hak masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan ilmu

pengetahuan tidak terzalimi.



143

B. HaKI Sebagai Harta Kekayaan dalam Ekonomi Islam
1. Nilai Harta yang tekandung dalan HaKI.

HaKl merupakan sebuah aturan hukum yang terkait dengan
perlindungan atas hak yang diperoleh si pemilik karya intelektual.
Perlindungan tersebut lahir di karenakan adanya ketidak adilan terhadap hak
yang diperoleh sebagai konpensasi dari jerih payah seseorang intelek dalam
membuat sebuah karya intelektual. Pada dasarnya aturan mengenai HaKI
muncul dalam tatanan hukum intemasional bukan berasal dari produk
keilmuan yang bersumber dart Islam, akan tetapi keberdaan HaKI dalam
Islam bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterima.|Nilai-nilai yang terkandung
dalam HaKI merupakan aturan‘aturan-hukum-yang berkenaan dengan etika
dalam dunia ilmu pengetahuan.

Lebih jauh lagi keberdaan HaKI pada masa sekarang tidak hanya
memuat tentang tata aturan mengenai pelaksanaan terhadap perlindungan hak
yang bersifat immatenal ..Akan tetapi —juga--keberdaannya yang bisa
mendatangkan nilai ekonomis bagi si pemilik hak tersebut. Hak yang bersifat
immaterial serta nilai ekonomis yang terkéndung dalam HaKI yang
membedakannya dengan hak-hak yang lain. Oleh kerana itu, ekonomi Islam
sebagai ilmu yang mengatur permasalahan muamalah umat perlu menjawab
keberadaannya.

Nilai ekonomis yang terkadung dalam HaKI merupakan sebuah

konpesasi yang pantas untuk didapatkan oleh si pemilik ide atas karya
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intelektual. Hak tersebut dilindungi oleh undang-undang HaKI sehingga
keberadaannya tidak bisa di pandang sebelah mata.

Dalam keilmuan Islam, seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan
diwajibkan untuk memberikan pengetahuannya kepada umat. Namun
terkadang ilmuan sebagi seorang yang mempunyai kewajiban atas anjuran
tersebut tidak diperhatikan menyangkut hak-hak yang semestinya
diperolehnya. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan menjadi lambat dan |
tidak terjadi persaingan dalam mengeksploitasiilmu pengetahuan yang ada di
alam raya ini.

Hak-hak tersebut terkait _dengam. pé€rmasalahan ekonomi yaitu
kesejahteraan seorang ilmuan. Nilai'ekonomis-fersebut dalam istilah ekonomi
disebut sebagai harta, kekayaan |bagiysi-peniilik ide: Hartatkekayaan dalam
kehidupan manusia merupakan hal yang penting, dimana harta kekayaan
merupakan permasalahan primer atau dhaririyat.’®® Oleh karena itu nilai harta
yang terkadung dalam HaKd-menjadi penting ‘untuk/keberlangsungan hidup
bagi si pemilik ide dari karya intelektualnya.

Nilai harta tersebut datang dari manfaat yang timbul dari sebuah karya
intelektual. Dimana harta kekayaan memuat dua kreteria yaitu al-gimah (nilai)
dan al-manfa’ah.” Harta pada dasarnya tidak hanya bersifat konkrit tetapi

bisa juga dalam bentuk abesatrak. Pembahasan mengenai harta yang sifatnya

16.

! Baidatul Rozikin, Bahkan Para Sufipun Kaya Raya, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hal.

22 Asmuni, Hak Milik., hal. 34.
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konkrik dan abstrak telah di kemukakan pada pembahasan sebelumnya.
Namun sekedar mengulang bahwa harta bisa bersifat konkrit adalah sesuatu
yang bisa diraba dengan panca indera dan mempunyai nilai dan manfaat.
Sedangkan harta yang besifat abestrak dalam istilah hukum positif terdiri dari
hak sedangkan dalam istilah ekonomi Islam, harta memuat hak dan manfaat,

Asumsi tersebut berpangkal dari pendapat bahwa tujuan utama harta
adalah al-mamfa’ah. Nilai ekonomis dalam~”harta adalah dapat dipérjual
belikan dan dikenakan ganti rugi, bagi siapa)pun yang merusaknya atau
melenyapkannya.”®® Dengan demikian nilai ekonomis yang terkandung dalam
HaKI merupakan sebuah keuntungan-yang. didapat oleh si pemilik ide atas
karya intelektual yang telah di hasilkannya:

. HaKI sebagai Harta-Kekayaan dalanrPerpektif Ekonomifsiam.

Sebuah karya Intelektual merupakan sebuah diskripsi yang lahir dari ide
ataupun pemikiran. Dimana apabila ide atau karya tersebut telah turtuang
dalam bentuk berwujud bukd atat ‘yang-lain;-maka“keberadaannya akan
terpisah dari si pemilik ide atau pemikiran tersebut. Dampak dari hal tersebut
adalah dimana produk yang berwujud tersebut akan berubah statusnya
menjadi milik khalayak umum dan bisa di manfaatkan oleh masyarkat banyak.
Akan tetapi si pemilik ide atau pemikiran tersebut masih mempunyai hak yang

bersifat immateri atas kepemilikan ide atau pemikiran tersebut.

23 Al-Suyiti, Asyibah wa an-nazair, hal. 197



146

Dalam kepemilikan tersebut menurut al-Duraint harus memenuhi unsur
ciptaan yaitu bahwa karya tersebut harus murni karangan sendiri bukan berupa
sebuah pengulangan atau plagiat dari kaya-karya sebelumnya.2’® Dalam
kemurnian sebuah karya cipta pada dasarnya tidak terlepas dari
pengembangan teori-teori terdahulu. Oleh kerana itu, sebuah karya intelektual
haruslah oresinil guna menghindari pelanggaran terhadap hak pemilik dari
teori-teori yang di curi dan ditirt/ tanpa mendapat ijin sebelumnya dari pemilik
aslinya.

Pemanfaatan HaKI mengandung usur maslahah hal ini dikarenakan
adanya unsur ilmu pengetahuan yang’dapat mendatangkan manfaat bagi si
pemiliknya dan masyarakat banyak. Unsur’ maslahah tersebut adalah berupa
ilmu pengetahuan yang bermuara~kepada majunyajperadabafi~umat manusia.
IImu pengetauan tersebut dapat mendatangkan manfaat baik yang bemilai
fisik akan tetapi juga non fisik. Manfaat yang bersifat fisik adalah berupa nilai
ekonomis bagi si pemilik hak-teérsebut'yang-bisa‘langsung dinikmatinya secara
berkesinambungan walau si pemiliknya sudah meninggal > Sedangkan non
fisik adalah yaitu berupa pahala yang dapat diperoleh si pemilik ide atau ilmu
pengetahuan yang terkandung dalam karya tersebut.

Unsur maslahah tersebut yang terkandung dalam ilmu pengetahuan

bersifat pasti atau gat’i yaitu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi umat

4 Muhammad Fathi al-Duraini, Buhus Muqarranannah fi al-Figh al-Islami, (Bairut:
Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994), hal. II/6-7.
3 Ibid, al-Diraini, hal. 4.
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manusia selama ia tidak bertentangan dengan syar’. Sebagaimana janji Allah
dalam al-Qur’an, yang bunyinya;
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Artinya;

Hai orang-orang<berimanypapabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah Cdalam, majelis”", Maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberitkelapangan untukmu. dan apabila
dikatakan: "Berdivilah kami”, Maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang> yang )diberi lilmu pengetahuan beberapa

derajat. dan Allak;  Maha  mengetahui apa yang kamu
kerjakan.**

Kemudian makna wallazina utul ilma dardjat yang artinya mereka yang
beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat
diatas membagi kaum beriman-menjadi dua’kelompok besar, yang pertama
sekedar beriman dan beramal shaleh, dan yang kedud beriman dan beramal
shaleh serta memiliki pengetahuan.’®” Derajat kelompok kedua menjadi lebih
tinggi, bukan saja karena nilai ilmu pengetahuan yang disandangnya, tetapi
juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan atau tulisan

maupun dengan keteladanan.”®®

26 3S.Al- Mujadilah, (58): 11.
:;’ M.Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah., jil. X1, hal, 79-80.
Ibid.
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Ilmu yang dimaksud dari ayat ini tidak hanya ilmu agama tetapi juga
ilmu yang bermanfaat lainnya. Dalam QS. Fathir (35): 27-28 Allah
menguraikan sekian banyak makhluk Ilahi dan fenomena alam, lalu ayat
tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa; yang takut dan kagum kepada
Allah dan hamba-hambanya-Nya hanyalah ulama.’* Ini menunjukkan bahwa
ilmu dalam pandangan al-Qur’an bukan hanya ilmu agama. Disisi lain juga
ilmu harus menimbulkan khasyyah yakni rasa takut dan kagum kepada Allah,
yang pada gilirannya mendorong yangberilmujuntuk mengamalkan ilmunya
serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Rasulullah sering berdoa
“Allahumma inni a’udzubika min_‘ilm(in)la yanfa’” Artinya aku berlindung
kepada-Mu dari ilmu yang tidak’bermanfaat.**°

Terkait dengannmanfaat ilmu-dalam kehidupan. dizdunia~dan di akhirat
nabi Muhammad SAW bersabda;

Dari Anas Radianlahuanhu berkata; Rasulullah pernah berdoa “Ya

Allah manfaatkanlahr—untwk\divikurapavang telah Engkau ajarkan

kepada ku, ajarilah aku-apa-yang bermanfaat bagiku, dan limpahkanlah

rizki ilmu yang bermanfaat bagi ku”.*"!

Manfaat yang timbul akan selalu mendatangkan kebaikan baik di dunia

maupun di akhirat. Sebagaimana dalam hadist nabi;

“Apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga

hal yaitu; sedekah jariah (yang mengaltr{, ilmu yang bermanfaat dan
anak shaleh yang mendoakan untuknya” *'*

20 135
21 Al-Salafid, CD E-Book Hadits Riwayat Nasa’l dan Hakim, Bab Ilmu.
22 Al-Salafid, CD E-Book Hadits Riwayat Muslim, Bab Iimu.
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Oleh karena itu, Islam memberikan motivasi yang beser untuk umatnya
untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menjadikan ilmu sebagai sarana dalam
mengenal lebih dekat akan eksestensi Allah di alam semesta ini. Motivasi
disini adalah Allah memberikan dalam bentuk meninggikan derajat seseorang
yang mempunyai ilmu pengetahuan baik itu dalam bentuk fisik (ekonomi,
status sosial dan lain-lain) mappun,dalam monfisik yaitu ganjaran pahala serta
kesih sayang-Nya kepada hamba-Nyat

Dengan demikian unsur manfaat yang ditimbul dari ilmu pengetahuan
tidak hanya berupa pahala tetapi juga bisa-mendatangkan kemaslahatan
berupa konvensasi ekonomis, akan (tetapi Hdl-texsebut bukan menjadi tujuan
utama dalam ilmu pengetahuan. Unsur ekonomis tersebut hanya merupakan
salah satu dari sekian banyak manfaat ihmu.pengetahan, Namun seseorang
diperbolehkan untuk mendapatkan nilai gkonomis/dengan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya pinsur pnanfaat\yangjterkandung dalam HaKI tidak sama
dengan manfaat yang ada pada benda pada umumnya hal ini karena manfaat
yang ada pada benda bersumber pada benda itu sendiri, sedangkan manfaat
yang ada pada Intelektual ada pada manusia yang berilmu atau menusia yang
intelek. Atas dasar hal tersebut nilai dari manfaat yang terkandung pada benda
tidak sebanding dengan nilai manfaat terkandung dalam ilmu pengetuhuan.

Dalam konteks ini, nilai manfaat yang ditimbulkan dari ilmu

pengetahuan adalah bisa mendatangkan kesejahteraan ekonomi yaitu berupa
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harta kekayaan. Kemudian harta kekayaan disini bisa menjadi pasilitas yang
dapat dipergunakan autor sebagi konpensasi atas sumbangannya dalam dunia
ilmu pengetahuan.

Harta atau al-mal menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki
sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa harta adalah
segala sesnatu yang mempunyai nilai atau gimah dan apabila seseorang
menghilangkan atau merusaknya maka ia -akan dikenakan ganti rugi.
Disamping itu juga al-mal menurut mazhab tersebut tidak hanya berupa
materi melainkan juga berupa immaterial dalam hal ini adalah al manfa’ah.
Dengan demikian secara tidak-langsung ketentuan hukum yang ada pada a/
manfa’ah berlaku juga terhadap al-mal.

Menurut Ibny‘ Arafahy, al-manfaah-bersifat abstrak sebagaimana benda
umiir aqlivah mujaradah la_hissiyah, wa hia malun ka al-a’yan (bersifat
abestrak, namun ia menjadi al-mal sama dengan benda).*** Dengan demikian
memurut Ibn ‘Arafah’ al-malstidak’ hanya.berwujud /materi melainkan juga
berwujud immaterial dalam hal ini adalah manfaat yang terkadung dalam
sebuah karya intelektual.*'* Wujud karya intelektual dalam berbentuk nyata
seperti buku, gambar, atau desain. Karya intelektual tersebut terangkum dalam

hak cipta dan kekayaan perindustrian dalam seperti seperti paten, hak atas

3 Asmuni, Hak Milik, hal. 32. Lihat, Ibn Arafah, Syarah Hudud (Bairut: Dar al-Fikr al-Garb
al-Islami, 1991), hal, 380,
™ 1bid.
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merek, parietas tanaman, rahasi dagang, desain industri, tata letak sirkuit
terpadu dan frenchise.

Bentuk nyata dari sebuah karya Intelektual menurut Ibn ‘Arafah telah
memenuhi syarat manat al-maliah atan illat yang menjadi tempat
bergantungnya hukum al-mal.*'> Dalam hal ini Tbn ‘Arafah lebih menegaskan
bahwa al-mal meliputi al- ‘ain dan al-ard. Oleh Ibn Arafah al-ard dimaknai
dengan al-manfa’ah dan al-ma’ha dimana hal tersebut tidak dapat dilihat dan
diraba atau tidak dapat ditonjukidenganiindera;%'$ Dengan kata lain al-manafi
atau al-ma’ani secara akal tidak dapat ditunjuk’dengan indera kecuali disebut
bersamaan dengan sumbernya, misalnya-manfaat kendaraan, manfaat rumah,
dan sebagainya. Namun demikian—menurut pendapat Ibn ‘Arafah
intelektualitas seseorangjtidak dapat-disebutsebagaiva/-mal, karena tidak tidak
mungkin dipisahkan dengan pemiliknya juga tidak bisa dilihat dan diraba
kecuali sudah berbentuk buku, dengan demikian ia tergolong kedalam
cakupan al-ma'ani al-aqliyah>""

Imam Syatibi mempunyai pendapat yang sama dalam permasalaha al-
manfa’ah namun dalam redaksi yang berbeda. Menurutnya al-manfa’ah

dalam hal ini kepemilikan menjadi asas dalam al-mal. Dalam hal kepemilikan

23 1bid.
26 1bid.
27 1bid,
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yang menjadi objeknya menurut ‘urf adalah sesuatu yang mengandung
manfaat dan nilai atau al-manfa’ah wa al-qgfmah.*'®

Disamping itu, al-Zarkasyi mengatakan bahwa al-mal adalah sesuatu
yang dapat dimanfaatkan. Sebagaimana yang dikatakan as-Suyiiti bahwa
sebutan al-mal hanya terhadap sesuatu yang mempunyai nilai, dan dapat
diperjual belikan atau dikenakan ganti rugi bagi siapapun yang merusak atau
melenyapkannya dan sesuafu yaﬁg tidak dibuang oleh orang. Dengan
demikian gimah atau nilai yang, menyebabkan sesuvatu disebut al-mal.
Kemudian besar kecilnya gimah atay milai tefgantung pada besar kecilnya
manfa’ah yang ada di dalamnya:

Pendapat al-Zarkasyi tidak/berbada’ dengan mazhab Hambali dalam
menginterpertasikanymakna al-mal=Menumt-mereka gl-mal~adalah sesuatu
yang mengandung al-manfa'ah. Berdasarkan ijtihad mereka bahwa nilai dari
al-mal tergantung dari manfaatnya bukan pada keberadaan bendanya. Dengan
demikian manfaat menjadi..dasar.dalam 'menentukan=gimah walau hal ini
sangat sederhana. Disamping itu juga berdasarkan dari asumsi tersebut
menurut mazhab Hambali, yang menjadi mandat al-maliyah adalah al-
manfa'ah bukan dari segi bendanya atau al- ‘ain.?!®

Terkait dalam permasalahan tersebut, al-Qurafi dalam memberikan

pandangan tentang penerapan HaKI sebagai harta kekayaan mempunyai

28 1pid., hal. 33.
29 1bid., hal. 34.
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220 yang merupakan

pandangan yang berbeda. Menurutnya sebuah ijtihadat
produk hasil pemilikiran yang pada dasamya sudah semestinya menjadi hak
milik pemeliknya adalah tergolong kedalam hag gairu mali dengan kata lain
hak yang tidak terkait dengan al-mal. Anggapan ini berdasarkan dengan apa
yang dimaksudkan oleh al-Qurafi bahwa sebuah karya intelektual merupakan
produk al-aql atau al-as! demikian juga dengan juga dengan al-far’ yaitu al-
ijtihadat atau karya intelektual-yang lahir dari“al-asl. Kemudian menurut al-
Qurafi, hak kepemilikan atas sebuah kaya intelektual dinamakan al-jjitihadat,
dimana al-ijtihadat merupakan-sebuah aktivitds' keagamaan dengan kata lain
bahwa al-jjtihadat walau tidak sepenubnya terkait dengan masalah keagamaan
akan tetapi 1a masih berada dalanyrungan‘lingkup keagamaan. Dalam konteks
ini menurut al-Qurafi, bahwa agamartidakrbisa di~wariskan~demikian pula
segala sesuatu yang terkait dengannya.?*'

Al-Qurafi menjadikan HaKI dengan haq al-wazifah wa al-wilayah atau
hak yang berkaitan dengan-kedudukan dan-kekuasaam;“dimana hal tersebut
termasuk kedalam al-huquq al-mujaradah.*** Kemudian juga haq al-wilayatul
al-mansab juga lahir dari keunggulan individu atau kemampuan ilmiah yang

melekat dalam diri seseorang. Dengan demikian hal tersebut tidaklah bisa di

20 Al-Jjtihddat identik dengan al-intaj al-fikr (karya intelektual). Dimana menurut ulama ushul

adalah usaha sungguh untuk menemukan hukum Islam. Sebuah produk ijtihad yang sama dengan hasil
ijtihad sebelumnya dinamakan dengan al-tag/ld. Kaum ushuli membedakan ijtihad dengan taqlid baik
dari aspek pengertian maupun aspek hukumnya. Al-Duraini, Bubus, hal. 43. Lihat, Asmuni, Hak
Milik., hal. 37.

2! 1bid., hal.38.
22 1bid.
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dikatakan sebagai a/-mal. Dimana menurut al-Qurafi segala sesuatu yang bisa
di sebut al-mal haruslah bernilai harta atau berkaitan dengannya dan bisa bisa
diwariskan. Sedangkan kedudukan wa al-wilayah adalah sama dengan HaKI
yang al-Qurafi sebut dengan ijtihadat. Dari hal tersebut terlihat bahwa al-
Qurafi mengkorelasikan antara al-as! dengan al-far’ atau al-ijtihad atau karya
intelektual dan hal ini bersifat terpadu sehingga tidak bisa dipisahkan. Oleh
karena itu, al-Qurafi tidak mengkategorikan HaKI sebagai sesuatu yang tidak
bisa dinilai dengan al-mal dam tidak dapat diwariskan persis sama dengan
sumbernya yaitu akal.??*

Berbeda dengan al-Qurafi, al-Duraini mémandang bahwa pendapat al-
Qurafi terlalu sederhana dalammemandang satatus hukum dari al-agql dan al-
ijtihadat. Dimana) al-agl adalahmerupakani-sifat-ilmiah ataw intelektualitas
sescorang, sedangkan ijtihadat, adalah sebuah produk intelektualitas yang
dihasilkan dari intelektualitas seseorang.”?* Al-agl pada dasarnya kalau dilihat
satatus hukumnya memang-tidak-dapat" diwariskan /s€dangkan al-Ijtihadad
yang subjek analoginya adalah al-far yang ketentuannya mengikuti subjek
aslinya karena terdapat persamaan ‘illah yaitu ketiadaan unsur gimah
maliyah.*®

Secara tidak langsung pendapat al-Qurafi yang mengatakan bahwa

karya ilmiah lahir dari intelektualitas yaitu al-aql dari seseorang bisa diterima.

2B Ibid., hal. 39-40.
24 Al-Duraini, Buhus, hal. 41.
25 Asmuni, Hak Milik., hal 39-40.



155

Akan tetapi kalau dilihat lebih mendalam bahwa sebuah produk intelektual
yang merupakan hasil dari intelektvalitas seseorang yang mengandung
manfaat serta kontribusi bagi perkembangan peradaapan manusia di muka
bumi maka akan terihat perbedaan kedudukan yang segnifikan. Sehingga
menjadikan produk intelektualitas tersebut tidaklah sama dengan akal. Yang
dalam istilah al-Qurafi, bahwa produk intelektualitas dinamakan ijtihadad
tidak sama dengan af-aql. Beranjak dari hal tersebut maka akan menimbulkan
adanya gimah al-malivah dimanajhal tersebut) diakui oleh ‘urf masyarakat
sebagimana di uraikan sebelumnya. 4-gimahini menentukan status hukum
HaKI yang tidak diperhatikan oleh al-Qurafi.

Dalam tataran praktek, pengistimbatan ményangkut permasalahan status
al-mal pernah dilakukan plgh Tbo-Khatdun 2% Menurutnya afsmal dapat pula
dalam bentuk al-a’mal yaitu pekerjaan dan kerajinan yang bersifat material.
Merampas harganya merupakan penghinaan terhadap para pekerja, dan akan
merusak peradaban dan menghaneurkan negara*.2Ql¢lrkarena itu, kreatifitas
mtelektual sama dengan hasil kerajinan tangan dan keahlian. Keduanya
bersumber dari manusia, jika kerajinan atau pekerjaan tersebut ditetapkan
melalui otoritas al-ijjma menjadi al-mal dengan melihat pengeruh dan
mamfa’atnya yang secara akumulatif membentuk al-sifat al-maliyah dengan

mengesampingkan sumbernya yaitu manusia maka karya intelektual tersebut

25 Thn Khaldun, al-Mugaddimah, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah 1413H/1993M), hal. 286.
27 Asmuni, Hak Milik., hal. 39.
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akan menjadi sebuah preoritas utama mengingat al-manfa’'ah dan al-asar atan
manfaat dan pengaruhnya ditengah masyarakat sangat besar.22®

Manat al-maliyah atau illat hukum dalam menetapkan apakah sesuatu
itu tergolong al-mal atau karya intelektual terletak pada pengaruh dan
manfaatnya bukan pada sumbernya adalah sangat relevan dan menjadikannya
elastis dan berkembang serta tidak melampaui batas ketentuan syara’ dalam
penetapannya.

Dengan demikian, dalamnkarya Int€lektual untuk memenuhi kreteria
menjadi al-mal ada dua unsur, -yaitu adanya algimah dan al-manfa’ah atau
nilai dan manfaat. Sedangkan—untuk/menentukan kedudukan al-mdal yang
terdiri dari unsur al-gimah dan al-manfa’ak’ adalah bergantung kepada ‘urf, **°
Acuan dalam penentuany‘urf sebagai metode-dalam-menetapkan dasar dalam
kedudukan al-qimah dan al-manfa'ah adalah berdasarkan al-masilahah.

Untuk itu, dalam melihat status HaKI sebagai harta kekayaan dapat
dilakukan dengan berdasarkans.metode .istimbat' hukum yaitu dengan
menggunakan metode pendekatan hukum maslahah al murshalah. Dimana
dengan menggunakan metode ini kita bisa melihat seberapa besar dampak
baik itu positif maupun negatif yang bisa ditimbulkan dari suatu
permasalahan hukum yang ditimbulkan dari keberdaan HaKI sebagai harta

kekayaan ditengah masyarakat.

2% 1bid., Hak Milik., 40,
2 Ibid., hal. 33.
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Menurut al-Buthi metode maslahah al murshalah adalah manfaat yang
ditetapkan syar’i untuk para hamba-Nya yang meliputi pemiliharaan agama,
diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu
diantaranya”. >*° Dengan demikian yang menjadi tolak ukur dalam al-
maslahah adalah tujuan-tujuan syar’i atau berdasarkan ketentuan syar’i,
walaupun terlihat bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali
dilandaskén pada hawa nafsu.

Kemudian Syatibi juga) menjelaskan nbahwa kemaslahatan tidak
dibedakan antara kemaslahatan-dunia maupun'kemaslahatan akhirat, karena
kedua bentuk kemaslahatan ini“se¢lama bertujuan memelihara al-Kulliyat al-
Khams atau lima pokok dasar-dalam'penéentuan hukum dasar dalam Islam,
yang terdiri dari agamajnyawa; akal, kehormatang-harta, Kelima hal tersebut
termasuk dalam ruang lingkup maslahah.?!

Al-maslahah al-murshalah menurut Abu Zahra adalah ke-maslahatan
yang sejalan dengan'maksud-syar’i tetapi'tidak-ada nas secara khusus yang
memerintahkan dan melarangnya.”**Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa
maslahah al-mursalah nierupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang
terdapat di dalam nas, tetapi tidak ada nas secara khusus yang memerintahkan

dan melarang untuk mewujudkannya. Dengan demikian al-maslahah al-

9 Said, Ramadhan a-Buthi, Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, cet. 1,
(Bairut: Muassah al-Risalah, 1977), hal. 23.
B! Abu Ishaq Ibrahim Tbn Musa Ibn Muhammad al-Syatibi, al-Muafagat fi Ushu al-Syari‘ah,
cet. 1, (tztg.: Dar Ibn Affan, 1997), hal. 5.
Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi,t.t.), hal. 379.
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mursalah sejalan dengan tujuan syara’ sehingga dapat dijadikan dasar pijakan
dalam menetukan kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam pendangan
ekonomi Islam demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarkan mareka dari kemudharatan. Kemudharatan disini adalah
berupa terhidarnya masyarakat dari kebodohan dan pelanggaran terhadap hak-
hak seorang ilmuan.

.Kemudian tahapan yang Kedua untuk melihat kedudukan HaKI sebagai
harta atau al-mal yaitu dengan menggunakan |‘urf Penetapan ‘urf dalam
khasanah hukum Islam bisa dilakukan apabila tidak adanya sesuatu nas atau
tidak ada nas-nas lain baik itu’berupa kaidah-kaidah umum dan ijma yang
mengaturnya serta tidak bertentangan'dengan-dengan konsep dasar dari nas
tersebut. 2* <Unf disini adalahysesuatu=yang=menjadi kebiasaan masyarakat
yang sangat dipatuhi dalam_kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam
pemaknaan ‘urf di kalangan ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat. Di satu
sisi bagi yang menyamakannya..dengan .adat~dan /di~satu sisi ada yang
membedakanya. Bagi kalangan yang menyamakan makna ‘urf dangan adat,
yaitu dimana adat mengandung makna perulangan. Oleh kerana itu, apabila
segala sesnatu yang dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun jika

beberapa kali sesuatu perbuatan telah dilakukan baru bisa disebut adat, tidak

B3 al-Syatibi, al-Muawafigat fi Ushiil al-Syari'ah, (Bairut: Dar al-Kitab al-Garb al-Islami,
1415 H/ 1994 M), hal. 12,
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pula ada ukuran dan banyaknya.”* Sementara itu bagi kalangan yang
membedakan, sesuatu yang dikatakan ‘urf tidak dilihat dari sisi berulang
kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa
perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.?*

Pada dasarnya ketetapan hukum berdasarkan ‘urf menurut Abdul Wahab
Khallaf dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum syari’at.*® Hal ini
&isebabkan pada jaman dulu banyak dari kebanyakan orang Arab mengakui
akan adanya kebiasaan atau tradisiidanrhal tersebut menjadi ketetapan dalam
hukum syari’ah.?” Jadi kedudukan (u7f daldi hal ini bergantung kepada
kebiasaan masyakarat dalam hal’ini menerapkan hukum al-mal yang ada pada
suatu daerah, wilayah ataupun‘negara.“Keberadaan ‘urf dalam penetapan
hukum dalam Islam pada;dasamya-digkarenakan belumsadanya acuan hukum
baik itu di dalam al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma untuk-menentukan besar
kecilnya nilai dan manfaat dari suatu harta kekayaan. ‘Urf merupakan salah
satu metode istimbat hukum.yang-terangkum.dalam' métode Ijtihad.

Penetapén hukum berdasarkan ‘urf ada beberapa syarat yang dipenuhi
yaitu; Pertama,'urf dalam arti ‘urf shaih dimana kebiasaan tersebut tidak
bertentangan al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua, ‘urf yang bersifat al-‘Gm atau

kebisaan yang bersifat umum) dimana kebiasan tersebut telah menjadi

B4 Amir Syarifudin, Ushul Figih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara
Komprehensif), (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 96.

23 Amir Syarifudin, Ushul Figih, Jilid I, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 363.

Z: ;\bblgul Wahab Khallaf, lmu Ushul Figh, (ttp.: An-Nasyir, 1978), hal. 166
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mayoritas pada suatu tempat. Ketiga, suatu peristiwa yang akan dilandaskan
kepada ‘urf sudah terjadi sebelum penetapan hukumnya.?*®

Aplikasi dari syarat-syarat tersebut dapat terlihat dalam penetapan
hukum menyangkut HaKI sebagai harta kekayaan dalam realitas kehidupan
masyarakat di masa sekarang. HaKI merupakan sebuah permasalahan baru
yang menjadi kebiasaan yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat dan
di akui oleh ‘urf. Asumsi ini defigan melihat tidak adanya baik itu nas maupun
hadist yang mengaturnya secara, jelas. Aplikasryang kedua dari syarat diatas
adalah bahwa HaKI telah menjadi sebuah k€biasaan umum yang berlaku
dalam kehidupan mayoritas| -masyarakat_baik | itu Internasional maupun
nasional. Oleh karena itu, keberdaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam
kehidupan masyarakat khususnya-Indenesiasdengansberlandaskan kepada ‘urf
adalah sah dan dapat diterima.

Sedangkan keberadaan HaKI kalau ditinjau dari metode penetapan
hukum yang berbasis! kepada’ magasid “al-syari:ah|dapat. diakui. Masid al-
syari’ah sebagai salah satu metode penetapan hukum mempunyai nilai
kebenaran yang objektif (qath’i). Prosedor penetapan hukum yang berbasis
kepada magasid al-syari’ah dalam kontek HaKI menggunakan pendekatan
kausasi tujuan atau hikmah tujuan (ta’lil bi al-ga’i).**® Tujuan syari’ah adalah

mewujudkan dan menjaga kemaslahatan atau ‘manfaat serta menghilangkan

2 Ibid., hal. 90.
B9 Asmuni, Penalaran Induktif dan Prumusan al-Mdqasid Syatibi Menuju Ijtihad Dinamis,
Unisa, No. 48, Vol. XXVI (2003), hal. 169-171.
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kerusakan. Dimana tujuan syari’ah adalah merupakan dasar dalam penetapan
hukum dalam teori magasid al-syari’ah.**° Tujuan dari pensyariatan disini
disebut dengan hukum umum (kulliyat), yang disimpulkan melalui penalaran
induktif dari nas.?*! Kemudian hukum umum (kulliyat) di konsepsikan
menjadi tiga maslahah yaitu; Primer atau dharuriah, sekonder atau hajaiyah
dan kebutuhan istemewa atau tahsiniyyah.

Dalam konteks penetapan’hukum dengan berdasarkan kepada maqasid
al-syari’ah, kasus-kasus baru yang/tidak terdapat dalam teks dan memerlukan
jawaban yang dianalogikan kepada hukum umum atau kulliyat dengan cara
mendeduksikannya berdasarkan kepada\.tujudn| (ta’/il al-goi). *** Dengan
demikian jawaban atas permasalahan”hukum'tersebut dapat diperoleh melalui
dealektika antara hukum umuny dan-realitasq(juz'i)Parisinirakan didapatkan
apakah realitas tersebut sejalan dengan hukum umum (kulliyar). Kesamaan
dan perbedaan tujuan dari hukum umum dangan realitas akan menjadi
Jawaban atas realitas hukum.tersebut.

HaKI sebagai harta kekayaan merupakan sebuah konpensasi yang
diperoleh seorang autor dalam hal ini ilmuan atau seorang pemilik dari karya
intelektual. Konpensasi disini berupa hak dan keuntungan ekonomis atas

karya intelektual. Nilai ekonomis tersebut merupakan harta kekayaan bagi

20 Asmuni, Studi Pemikiran al-Magashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang
Dinamis), makalah kuliah disampaikan pada perkuliahan studi Fiqih Muamalah di MSI Program Pasca
Sarjana UTI tahun 2006-2007), hal 12

1 Tim Penulis MSI UIL, Menjawab Keraguan Berekonomi Syari’ah, Cet. I, (Yogyakarta: MSI
UII dan Safira Insani Press, 2008), hal. 161,

%2 Ibid., hal. 162.
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sipemilik karya tersebut. Tujuan yang terkandung dalam HaKI adalah
melindungi nilai harta dan manfaat atas kekayaan intelektual yang dimiliki
oleh ilmuan atau penemu ide. Nilai harta disini dalam magqasid al-syariah

tergolong kedalam kategori dharuriah.**

Dengan demikian kesamaan tujuan
dari keberdaan HaKI sebagai harta kekayaan dengan salah satu tujuan dari
hukum umum, yaitu maslahah daruriah menjadikan kedudukan HaKI sebagi
harta kekayaan dibenarkan dan dibolehkan.

Sedangkan kaidah ushul (yang dapat ditarik menjadi legetimasi hukum
yang menjadi dasar kebolehan akan keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan
antara lain adalah “ketentuan berdasarkan, ‘urf'seperti ketentuan berdasarkan
nas”.*** Kaidah ini menjelaskah-bahwa-sesuatu' yang memenuhi syarat dan
ketentuan untuk ditetapkan ssebagai=<urf~ ymaka ketemtuan itu sama
mengikatnya dengan ketetuan yang ditetapkan berdasarkan nas.?*® Kedudukan
HaKI sebagai harta kekayaan sebagimana dijelasakan pada permasalahan
sebelumnya telah memenuhis/persyaratan..untuk.’ditétapkan bersarkan ‘urf
sama dengan ketetapan berdasarkan nash dengan demikian keberadaan status
hukumnya menjadi kuat.

Kemudian kaidah lain yang mendukung terhadap kedudukan HaKI

sebagai harta kekayaan adalah “menolak mafsadah didahulukan maraih

23 Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, Magashid Syari‘ah, alih bahasa oleh Khikmawati, (Jakarta:
Amzah, 2009), hal 167.

4 Ahmad Ibn Muhammad ar-Razak, Syarhul al-Qawa 'idu al-Fighiyah, Cet. II, (Bairut: Darul
Qalam, 1989), hal. 241.

#3 A Zazuli, Kaidah-kaidah., hal. 85.
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maslahat” **® Maksud dari kaidah ini adalah kemalahatan dan kemafsadatan
dunia dapat diketahui dengan akal sehat, pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan
manusia. Dalam melihat maslahah munurut al-Syatibi,?>*’ Abu Zahra dan
Abdul Wahab Khallaf harus memperhatikan;?*® Pertama, harus sesuai dengan
tujuan syara’ atau maqasid al-syari'ah. Kedua, kemaslahatan tersebut tidak
mengadung keraguan bahwa benar-benar tidak akan mendatangkan
kemudharatan dalam pelaksanaannya. Ketiga, kemaslahatan tersebut harus
membawa kemudahan dan dapat)dilasanakan. Keempat, kemaslahatan tersebut
benar-benar mendatangkan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan
sebagian kecil masyarakat.

Keberadaan HaKI sebagai harta'kekayaan telah memenuhi syarat yang
pertama yaitu adanya.kesamaan tujuan-yaitumengenai adanyanilai harta dan
manfaat yang dilindung dalam _magqasid al-syari’ah. Pada syarat yang kedua
bahwa HaKI dalam kedudukannya sebagai harta sebagaimana penjelasan
sebelumnya bahwa dengan'keberadaannya dapat-melindungi hak-hak yang di
peroleh oleh para ilmuan dan juga keberadaannya tidak mendatangkan
kemudharatan bagi umat. Syarat yang ketiga kedudukan HaKI sebagai harta
kekayaan dalam penerapannya menimbulkan dampak yang positif yaitu

majunya peradapan manusia dan termotivasinya para ilmuan untuk

6 Ibid., hal. 29.

%7 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushil al-Syari‘ah, juz 1L, (ttp.: al-Maktabah al-
Tijariyah, tt.), hal. 8-38,

%% Abd. Wahab al-Khallaf, Mashadir al-Tasyri’ fi ma la Nashsha, cet. I, (Kuwait, Dir al-
Qalam, 1392 H/1972 M), lihat, A. Djajuli, Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis), cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 29-30.
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mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikan juga pada syarat yang terakhir
dimana keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan mempunyai andil dalam
mejunya pembangunan dibidang ilmu pengetahuan dan ekonomi pada suatu
bangsa, adanya persaingan yang timbul dari dampak dari majunya peradaban
orang akan termotivasi untuk memajukan ilmu pengetahuan. Dengan adanya
jamainan kesejahteraan ekonomi sehingga orang-orang tidak lagi khawatir
untuk mencukupi kebuhan| ‘Hidup yang akhirnya dapat menciptakan
kesejahteraan umat.

Keberadaan HaKI dalam kelidupan 'masyarakat dapat membawa
dampak positif. Dimana dengan keberadaanya| berdampak pada pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan:/Hal-ini’juga akan menjadi motivasi bagi
para pelajar akan semakin giat notuk menciptakan-sebuah metode serta karya
intelektual baru guna menjawab.pemasalahan yang muncul di masyarakat.

Dengan demikian kedudukan HaKI sebagai harta kekayaan dalam
perpektif ekonomi Islam mandapat-pengakuan: serta mefjadi sebuah peroritas
dalam membentuk kesejahteraan umat yaitu dengan terciptanya al-falah.
Sehingga kekuatan umat dalam bidang ilmu pengetanan dan ekonomi bisa
kembali seperti jaman kejayaan Islam pada masa lalu.

C. Perlindungan dan Pengelolaan HaKI Sebagai Harta Kekayaan dalam
Perpektif Ekonomi Islam.
Konsep ekonomi Islam sangat memperhatikan akan keberadaan sumber

daya baik itu manusia maupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
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Semua itu terangkum dalam konsep perlinduangan yang terkandung dalam
konsep al-maqashid as-syari’ah.

Manusia sebagai pelaku dalam kehidupan dimuka bumi mempunyai peran
yang sangat menentukan akan keberlangsungan kehidup yang serasi, damai serta
sejabtera. Oleh karena itu manusia harus memperhatikan dasar-dasar hukum
yang telah ditentukan oleh syara’ dalam berbuat dan bertindak terhadap segala
sesuatu yang ada di alam semesta’ini, dimana semua hal tersebut bertujuan untuk
menciptakan keseimbangan dan (ferhindar dari kemudharatan dimuka bumi ini
yang akhirnya beroentasi kepada kehidupan akhirat.

HaKI sebagai harta kekayaan merupakan” sebuah tatanan hukum yang
melindungi sebuah aktifitas keintelektualan ‘seseorang tentunya mempunyai
konsep tersendiriy mengenaiymekanisme=dalam penerapan serta perlindungan
terhadap aktivitas tersebut. Perlindungan yang diberikan adalah berupa adanya
jaminan akan kenyamana seseorang dalam melakukana aktivitas intelektual baik
itu berupa perlindungan ‘terhadapa ‘hak-hak bagi.seseorang-dalam menuntut ilmu
serta dalam berkarya yaitu sebuah karya intelektual.

Konsep al-manfa’ah yang diberikan dalam kerangka al-magqashid as-
Syari’ah terdiri dari lima hal yaitu; agama, keturunan, akal, keturunan, dan harta.
Kelima hal tersebut merupakan permasalahan yang dharuriah atau primer dalam
kehidupan manusia. Dengan demikian keberadaan nilai harta yang tekandung

dalam HaKI merupakan salah satu yang perhu dilindungi. Tidak hanya itu HaKI
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keberadaan HaKI sebagai harta kekayaan akan berdampak kepada kepnetingan
orang banyak.

Mekanisme perlindungan yang diberikan al-magasid al-syari’ah meliputi
dua bentuk perlindungan yaitu; perlindungan yang bersifat positif atau
minnahiyatil wujud dan perlindungan yang bersifat negatif atau minnahiyatil
‘adam 2* Dimana perlindungan yang bersifat positif (minnahiyatil wujud) yaita
konpensasi ekonomis dari sebuahi/karya intelektual yang diperoleh si pemilik
HaKI atas usahanya dalam menghasilkan,sebuah-karya intelektual. Dimana si
pencipta karya intelektual banyak-mengorbankan'baik itu waktu, biaya, tenaga
dan pikiran. Kemudian perlindungan yang bersifat' negatif (minnahiyatil ‘adam)
adalah konpensasi hukuman atas/penolakan''terhadap kerusakan (daf’u al-
mafsadah) atau pelanggaran terhadap-hak-atas kekayaan.intelektual, dengan kata
lain yaitu berupa sangsi baik itu pidana maupun perdata yang dibebankan kepada
yang melakukan tindak kejahatani iltiu pengetahuan. Oleh kerana itu sudah
sepantasnya perlindungan tersebut diberikankepada.sipemilik karya intelektual.

Menurut Asmuni para ahli ushul figih sampai sekarang dalam menjelaskan
perlindungan terhadap harta hanya tertuju kepada perlindungan dalam bentuk
negatif atau berupa sangsi bagi pelaku kejahatan. 2% Sama halnya bentuk
perlindungan terhadap HaKI sebagai harta kekayaan juga demikian. Jika bentuk

perlindungan yang diberikan melihat pada satu sisi saja maka hak yang

%9 Asmuni, “Perlindungan terhadap Harta” (Perspektif Magashid al-Syari’‘ah), Millah Vol. V,
(2006), hal. 301.
 Ibid.



167

terkandung dalam HaKI yaitu a/-mal akan hilang. Padahal unsur al-mal disini
merupakan hal penting dalam penopang kehidupan seorang pengarang.

Dengan harta sescorang dapat mendatangkan serta menciptakan
kesejahteraan bagi umat. Baik itu dengan jalan berzakat, berinfak, bershadaqah
berwakaf dan lain-lain. Dengan demikian sirkulasi peredaran harta akan berjalan
dengan maksimal yang akhirnya menciptakan tujuan dari harta yaitu al-falah.
Oleh karena itu, @/-mal merupakan hal yang -perlu dilindungi sebagaimana

terkadung dalam konsep al-maqashid ‘as-syari'ah. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada gambar di bawah ini
AL-FALAR
MINNABIYATUL/ADAM MIN'NAHIYATURWUJUD

AL-MAQASID AS-SYARI'AH

Gamabar: Konsep perlindungan al-mal berdasarkan konsep al-maqasid al-syari’ah
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Bentuk pengelolaan yang terkandung dalam konsep magqasid al-syari’ah

menurut Asmuni terdiri dari;

» Mabda’at-tadawwul atau prinsip sirkulasi dan perputaran, prinsip

ini bertujuan agar harta yang ditimbulkan dari HaKI dapat berputar
dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi
atau investasi.”’ Berkaitan dengan realisasi terhadap prinsip ini
syara’> memberikan”? ketentuan berkenaan dengan larangan
penumpukan dan |minyimpan  harta secara berlebihan serta
monopoli  terutama- terhadap Keébutuhan pokok, larangan
bertransaksi yang mengandungansur-perjudian, riba, menipu dalam
hal muamalah dan -yang/’terakhir-menyangkut perputaran harta
hanya beredan dikalangan-tertenturdany terbatas, Semua larangan ini
bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ditengah masyarakat

dan menghindari kemudharatan.

» Al-wadih fi al~amwal dalam ‘prinsip~ini harta\di tempatkan pada

yang aman schingga terhidar dari bahaya sehingga lebih mudah
dalam memeliharanya. 2> Pemeliharaan disini bisa dalam bentuk
dokomentasi dalam berbagai trasaksi muamalah baik itu pencatatan,

adanya saksi serta gadai sebagai jaminan atas utang piutang.

B! 1bid.
22 Ibid,
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» Al-‘Adalah fi al-amwal yaitu prinsip keadilan dalam memberlakukan
harta. Menurut Asmuni ada dua cara dalam merealisasikan keadilan yaitu dengan
perintah untuk mengeluarkan infak dan larangan terhadap penghamburan 2

Status kepemilikan terhadap HaKI yang merupakan sebuah wujud
kepemilikan bersifat sempurna. Kepemilikan terhadap harta yang bersifat
sempuran mempunyai tiga kreteria yaitu, pertama, pemiliknya mempunyai
kebebasan dalam menggunakan“/dan mengelolanya menurut kehendaknya.
Kedua, pemiliknya mempunyai| kebebasan dalam 'mengambil manfaat dalam
segala segi dan kepentingannya /dengan berdasardkan kepada ketentuan syara’.
Ketiga, kepemilikannya serta pengembilan mamfaat tidak dibatasi oleh ruang dan
waktu.?>*. Sebaliknya kepemilikan’tidak sempurna dimana kepemilikan tersebut
terbatas pada penggumaan ydari jmanfaat—dam—~bendanya, Mengenai hal ini,
menyangkut masa waktu kepemilikan HaK1 jika dipindah tangankan maka tidak
tergolong kepemilikan harta sempurna lagi melainkan menjadi kepemilikan harta
tidak sempurna Dengan' demikian “kepemilikan. tethadap=HaKI sebagai harta
dalam konsep ekonomi Islam mendapat status yang kuat dan mendapat
legetimasi dari hukum Islam.

Dalam konsep ekonomi harta dipandang sebagai sebuah sarana bukan

sebagi tujuan.2*® Tujuan disini adalah al-falah atau kemaslahatan. Ekonomi Islam

memberikan gambaran mengenai pengelolaan harta baik itu yang bersifat materi

3 Ibid., hal. 301.
24 Ali-Khafifi, Mukhtashar Ahkam., hal. 9.
B3 Asmuni, “Perlindungan., hal. 296.
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maupun immateri dengan memperhatikan dua hal yaitu; pertama, harta

dinafkahkan untuk kepentingan pribadi dalam konteks ibdah maupun

pelaksanaan ibadah. Kedua, harta dibelanjakan untuk kepentingan orang-orang
tertentu. Dalam konteks ini, yang termasuk di dalamnya adalah®®:

» Ash-Shadaqah, yaitu memberikan sebagian harta untuk kepentingan umat.
Fungsi dari ash-shadagah adalah untuk membangun solidaritas sosial yang
kuat dan menjadi sarana untik menjamin keperluan dan kebutuha orang-
orang yang tidak mampu.

» Al-Murii’ah, yaitu harta yang-dibelanjakan unfuk menjamu tamu dan untuk
hadiah.

» Wigayat al-‘ard, yaitu penggunaan‘harta untuk mencegah implikasi dari
kebodohan dan mengantisifasi-dari-fitnah yang dapat memigupermusuhan di
tengah masyarakat.

» Ujratu al-istikhdam, adalah harta yang dikeluarkan untuk biaya pembantu.
Hal ini dikarenakan'banyak<pekerjaan‘yang terkaitdengan rumah tangga
tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh kerana itu keberadaan pembantu sangat
mendukum dalam menjalankan aktivitas yang bersifat keduniaan dan
akhirat.

Ketiga, harta yang dibelanjakan untuk kepentingan sosial di mana

" mamfaanya dapat dirasakan khalayak. Misalanya dalam pembangunan sebuah

tempat ibadah, rumah sakit, jalan dan lain-lain. Dengan demikian kemaslahatan

6 Ibid.
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yang terkandung dalam konsep harta dapat terialisasi. Kemaslahatan seperti hal

tersebut merupakan kemaslahatan yang berimplikasi kepada agama. Sedang

dalam hal keduniaan adalah terhidarnya sipemilik harta dari perasaan hina, serta
sekaligus mengikat citra dan martabat di tengah masyarakat.

Terkait dengan perlindungan terhdapa harta yang diberikan oleh syara’
Islam memberikan beberapa ketetapan dalam pengelolaan terhadap harta
kekayaan yaitu dalam bentuk;?’

» Mabda’ at-tadawwul, yaitu prisip, sitkulasi dan perputaran. Harta tersebut
kelola agar bisa berputar dan bergerak|dikalarigan masyarakat baik itu dalam
bentuk investasi maupun untuk'konsomsi, Hukum syara’ yang tekait dengan
permaslahan ini adalah adanya larangan’terhadap perilaku penumpukan dan
penyimpana harta, pbertransaksi=dengan, jalany riba; larangan berjudi, dan
adanya unsur penipuan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah.
Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan keseimbangan
ekonomi dalam kehidupan.masyarakat.

» Al-Wudih fi al-amwal, yaitu harta diposisikan pada tempatnya maksudnya
yaitn harta disimpan atau di letakkan di tempat yang jauh dari sumber
konflik singga terhindar dari bahaya dan lebih mudah memeliharanya.
Bentuk dari tindakan tersebut bisa berupa pencatatan (al-kitabah),
dokomentasi (at-tausiq), mendatangkan saksi (al-isyhad), serta perintah

mengenai gadai sebagai jaminan atas utang piutang.

27 Ibid., hal. 300.
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» Al-‘Adalah fi al-amwal, yaitu adil dalam memberlakukan harta. Dalam
menerapkan konsep keadilan dalam konsep ekonomi Islam adalah dengan
konsep infak yang terpuji dan adanya larangan terhadap penghambu-
hamburan atau al-isyraf dan tabdzir. Infak yang bersifat terpuji terdiri dari
zakat, nafkah diri sendiri dan keluarga, sedekah.

Dengan demikian harta akan berjalan sebagaimana fujuannya yaitu
mewujudkan al-falah. Keberadaan’harta dalam kehidupan bermasyarakat yang
tentunya harus berdasarkan kepadaketetapan syara®,

Kemudian sisi lain dari pengelolaan HaKI | yang terkait dengan ilmu
pengetahuan yang bersifat immatert terdiry’dari;

1) Asas Pengembangan Iptek : Aqidah Islam
Penetapan aqidahy {slamypsebagai, asas ppengembangan iptek bukan
berarti setiap ilmu pengetahuan harus bersumber dari syari’at Islam, sebab
tidak semua ilmu pengetahuan terlahir dari aqidah Islam. Yang dimaksud
aqidah Islam sebagai 'asas’adalah.denganmenjadikan~aqidah Islam sebagai
standar penilaian. Dengan kata lain, aqgidah Islam difungsikan sebagai kaidah
atau tolok ukur pemikiran dan perbuatan.253
Islam memiliki regulasi yang khas dalam mengatur perkembangan
iptek. Dari sudut pandang khasnya tersebut, kebijakan negara dalam

memutuskan keberlanjutan riset iptek merupakan langkah awal sebelum hasil

258 Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, Ma La Yasa’ at- Jahluhu (Figih Ekonomi
Keuangan Islam), alih bahasa oleh Abu Umar Basyir, Cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 315.
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riset nantinya dikonsumsi masyarakat. Hal ini semata-mata untuk menjaga
aqgidah masyarakat dari infiltrasi pemikiran yang tidak sesuai dengan syari’at
Islam. Pengkajian-pengkajian terhadap sesuatu yang dilarang dalam Islam
marupan sesuatu yang bisa berdampak kepada kemudharatan sehingga perlu
adanya batasan-batasan yang harus di taati oleh para ilmuan dalam melakukan
reset ilmu pengetahuan.
Tidak jarang, dalam lintasan sejarah Khilafah Islam, berbagai inovasi-
di bidang iptek dimotori oleh penerapan syari’at Islam. Sebut saja penemuan
mesin pompa hidrolik oleh ahli mekanik Islari'al Jazari dalam bukunya al-
Jami’ bayn al-'ilm wa ‘amal’_al-naf’\fi_sia’at al-hiyal. **° Mesin ini
dirancang untuk mengangkat tanah’di-antaranya untuk keperluan wudhu.
Dengan pengembangan jlmu pengetahuan yang berdasarkan~kepada agidah
akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
yang membawa kepada maslahah bagi umat.
2). Jaminan Hak Dasar Anggota‘Masyarakat
Hak pribadi dan hak umum merupakan satu kesatuan yang saling
berkaitan. Dalam menjaga hubungan ini diperlukan adanya perantara untuk
menjaga hubungan antar hak tersebut. Islam memberikan solusi terhadap
permaslahan ini yaitu dengan mengutamakan prinsip keadilan. Keadilan sini
tentunya tidak hanya terkait dengan pendistribusian menyangkut harta tetapi

dalam hal ilmu pengetahuan.

2 www.history-science-technology.com., access tanggal 12 januari 2009.
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Secara keseluruhan seorang mukallaf mempunyai kewajiban untuk
menuntut ilmu. HaKI sebagi sebuah aturan yang menyangkut etika dalam
sebuah penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Tentunya
mempuanyai pandangan tersendiri mengenai keberadaan hak masyarakat
dalam memperoleh haknya dalam mendapatkan sebuah karya intelektual.
Dalam tataran praktis keberdaan HaKI sebagian ulama beranggapan bahwa
bagi kalangan yang tidak mampu secara ekonomis diperbolehkan untuk
mengcopy serta memakai sebuah)karya intelektual dengan catatan karya
intelektual tersebut ditujukan| pntuk kepentingan ilmu pengetahuan. Bukan
dalam arti tujuan ekonomis seperti pembajakan dengan tujuan mendapatkan
nilai ekonomis dari sebuah karya''intelektual:”® Tindakan tersebut akan
berdampak pada pelanggaran terhadap-hak ¢yang semestinyardidapatkan oleh
si pemelik ide atau si pemilik karya intelektual 25!

3). Tradisi Penjagaan Literatur
Sepeninggal Rasulullah-SAW{ para!sahabat,#abi’im,\tabi’ut tabi’in, dan
seterusnya senantiasa menjaga aspek ketertelusuran data sabda Rasulullah,
atau yang biasa kita kenal dengan periwayatan hadits. Tidak hanya dalam
masalah aqidah dan syari’at, kebiasaan penulisan dan pencantuman ini juga
dilakukan pada karya-karya ilmu pengetahuan lainnya. Sebut saja kitab

Oseanografi karya Ibnu Majid, yang selain didasarkan pada pengalaman

%0 Ibid., hal. 314-315.
%! Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy, Faiwa-Famwa Jual Beli, alih bahasa oleh M. Abdul
Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), hal. 185.
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dirinya sendiri selaku navigator, juga dipadukan dengan teori-teori navigasi
yang diperoleh melalui kitab-kitab para pendahulunya. Beberapa kitab yang
menjadi rujukan dalam penulisan karya-karyanya tersebut antara lain kitab al-
Mabadi wa al-Gayah fi Ilm al-Migat atau kitab pengantar lengkap tentang
waktu karya Abu Ali Hasan bin Umar al-Marakussi al-Magribi (wafat
660H/1262 M), kitab Surah al-Ard atau peta bumi karya Ibnu Hawqal (wafat
365 H/975 M), dan kitab al-Musytarik atau kifab tentang penangg;cllan karya
Yaqut al-Hamawi (wafat 626/1229 M): **Tradisi ini terus berlanjut hingga
berakhirnya Khilafah 1924.

HaKI sebagai sebuah tataran hukum yang memberikan perlindungan
terhadap karya intelektual tentunya 'mempunyai prinsip terhadap penjagaan
literatur. Bentuk ypenjagaan sersebut—dituangkan- dalamg“bentuk apabila
seseorang melakukan pengutipan terhadap sebuah teori diwajibkan
menyertakan nama si pemilik teori tersebut kemudian dalam hal karya
dibidang perindustrian diwajibkan.untuk mendapatkan/jin\terlebih dahulu dari
si pemilik hak.?%® Ini ditujukan untuk melindungi hak-hak yang dimilik oleh si
pemilik ide tersebut tidak dianiaya dalam arti terhidar dari kejahatan
entelektual yang berujung kepada ekploitasi ilmu pengetahuan dengan tujuan
mendapatkan nilai ekonomi dari sebuah karya intelektual secara semena-

mana.

%2 hitp//www.Republika.co.id., Accessed 24 Januari 2009
%3 Ahmad bin ‘ Abdurrazzaq ad-Duwaisy, Fatwa-Fatwa., hal. 186.
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Oleh katena itu HaKI sangat melindungi akan keberdaan sebuah karya
Inteleltual dalam sebuah peradapan masyarakat. Dengan demikian karya
tersebut tidak akan hilang dari peradapan manusia. Dan juga HaKI
memberikan konspensasi ekonomis bagi pewaris dari hak karya intelektual
tersebut. Sehingga unsur manfaat dalam karya tersebut tidak hilang begitu
saja.

Permasalahan berikutnya‘adalah mengenai masa kepenﬁlikan terhadap
HaKI. Pada dasarnya kepemilikan terhadap HaKI dalam undang-undang HaKi
di Indonesia telah diatur secarajelas. Masa waktu kepemilikan terhadap HaK1
terbagi berdasarkan dari jenis dan bagiannya masing-masing. Untuk itu, dalam
mengetahui bagaimana masa waktu kepemilikan terhadap HaKI dijelaskan
secara parsial; Ini, dimaksudkang~karna. jbagian , Hakl melingkupi
berbagaimacam bentuk.

Sebagaimana kepemilikan ~térhadap” Hak Cipta undang-undang
membatasinya selamal pemilik/masih hidup.dan.50 tahun setelah si pemilik
meninggal dunia.?®* Sedangkan hak cipta yang sifatnya mempunyai fungsi
sosial ditetapkan lebih pendek daripada yang berlaku sebelum undang-undang
ini berlaku agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan

perorangan,®®

24 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Pasal 29 ayat 2 tahun 2002. Lihat Undang-Undang HaKL
%5 Asmuni, Hak Milik., hal. 45., Lihat, Pasal 26 UU RI. Nomor 6 tahun 1982. Lihat juga, Saidin
Aspek Hukum., hal. 356.
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Sedangkan dalam kacamata figih, masa waktu kepemilikan terhadap
HaKI tidak mempunyai batas yang pasti.?®® Akan tetapi Ibn Rusyd (al-hafid)
dalam Bidayatul Mujtahid memperkenalkan sebuah prinsip yaitu mugorabah
al-tasawi (pendekatan sebanding) antara dua konpensasi di dalam sistem
transaksi perdagangan.”®’ Menurut al-Duraini, prinsip tersebut bertujuan untuk
merealisasikan keadilan dalam berbagai transaksi perdagangan, atau
mewujudkan “keseimbangan’’ dalam muatan aka&. Maksudnya ada
pertanggung jawaban timbal balik antara keduabelah pihak sebagaimana yang
ditegaskan oleh Ibn Rusyd.?®®

Kepemilikan terhadap HaK1, hak’cipta pada dasarnya berlaku selama si
pemilik masih hidup dan 50 tahunsetelah:si’pemilik meninggal dunia. Apabila
si pemilik telah meninggal dumia=maka ¢dalam-yhal 4ini @hli waris akan
mengambil keuntungan dari_HaKI tersebut. Kepemilikan tersebut silih
berganti dan berkesinambungan®® dan tidak menutup kemungkinan terjadinya
pelanggaran atas “keseimbangan ‘yang menjadi prunsip keadilan dalam sistem
muamalah Islami.?”® Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut menuturut

al-DurainT adalah 60 tahun.?”’ Pembatasan ini sesuai dengan prinsip tauqit

%6 bid.

%7 Ibid.

%8 Ibid., Lihat, Ton Rusyd, Bidayatul al-mujtahid wa nihdyat al-mugqtasid, (Bairut: Dar al-
Mari’fah, tt), hal. I/123.

%9 Asmuni, Hak Milik., hal 45. Lihat, al-Duraini, Buhiis, hal. 80.

70 1bid,

N Al-Duraini, Buhus., hal.80.
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(pembatasan waktu) dalam mengambil manfaat benda bergerak yang memiliki
relevansi dengan HaKI.2"?

Pembatasan waktu tersebut didasarkan kepada ihaq al-masa’il bi
naza'iriha (mengacu kepada batas maksimal pemanfaatan) haq al-hikr (hak
menetap/hak menempati) tanah wakaf untuk bertanam atau membangun
rumah dengan cara menyewakannya dalam waktu yang lama.””® Proses ini
adalah peng-qiyasan atau i/hag’yang sejalan dengﬁn sifat penemuan dalam
suatu karya yang bersifat relatiff dan tidak lepas dari karya-karya yang telah
menjadi hak kolektif umat Islam yang kedudukannya sama dengan wakaf
umum,

Berkenaan dengan pendapat/al-Duraini-tersebut dapat diketahui bahwa
batas waktu kepemilikany terhadap-HaKi adalah-60. tahungyang ditetapkan
berdasarkan .ilhaq, juga berdasarkan pada penemuan itu sendiri yang pada
umumnya bersifat relatif, artinya tidak orisinil atau merupakan kelanjutan dari
temuan-temuan sebelumnya.” Namun “ permasalahafi—selanjutnya adalah
begaimana jika temuan tersebut benar-benar baru dan tidak pemah orang
melakukannya. Terkait dengan ini Asmuni berpendapat bahwa ketentuan

hukum HaKI sama dengan ketentuan hukum al-mdl yaitu dapat diwarisi oleh

2 Asmuni, Hak Milik., hal. 45.
713 Al-Duraini, Buhbus., hal. 81.
7% Asmuni, Hak Milik. hal. 45.
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ahli warisnya untuk selamanya tanpa dibatasi oleh waktu sebagaiman terjadi
pada kepemilikan.?”

Sedangkan untuk menjaga keseimbangan dalam mu’amalah maliyah
sebagaimana pendapat Ibn Rusyd, pemerintah diperbolehkan untuk
memperoleh keuntungan dari sebagian keuntungan yang ditimbulkan dari
kepemilikan HaKI tersebut dengan maksud untuk kepentingan umum.?’® Akan
tetapt ketentuan tersebut berlaku untuk kepemilikan terhadap HaKI yang
dimiliki oleh individu atau keleompok bukan kepemilikan yang dipunyai oleh
lembaga atau yayasan.

Menyangkut pemanfaatan-HaKTsetelah 60 tahun jika disamakan dengan
harta wakaf maka akan menimbulkan'kerancuan. Dimana wakaf ada apabila
terjadi transaksi wakafyantaray pemilik~dan=naziry-dan, yamg- utama adalah
adanya niat untuk mewakafkan dari ahli warisnya.?”’ Jika transaksi tersebut
tidak terjadi maka tidak akan ada Wakaf. Sebagaimana dalam prinsif ‘an
taradin atau kerelaan! antara.kedua belahl pihak.dalam=kegiatan muamalah.
Prinsip tersebut berlaku juga dalam transaksi wakaf, dengan demikian ahli
waris jika tidak mempunyai niat untuk mewakafkan HaK1I maka kepemilikan
tersebut masih berada dalam kekuasaan ahli waris sebagaimana dalam

kepemilikan a/-mal yang lain.

75 Ibid., hal. 46,
76 Ibid,
1bid,
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Disamping itu juga, manfaat yang ditimbulkan dari HaKI tidak bisa
dinilai dengan materi. Tidak hanya itu, sebuah karya intelektual tersebut yang
akhirnya menjadi ilham bagi generasi penerus untuk melakukan penelitian
selanjutnya dan proses tersebut terus berlanjut sehingga sangat wajar
kontribusi finansial yang ditimbulkannya diberikan baik kepada si pemilik
maupun ahli warisnya. Hal tersebut rﬁerupakan wujud terima kasih atas
sumbangan yang telah diberikanuntuk kemajuan umat manusia di muka bumi



BAB.V
PENUTUP

A. Kesimpulan

' Dengan berdasarkan pendiskrifsian dan analisis yang telah diuraikan

menyangkut permasalahan HaKI sebagai harta kekayaan perspektif ekonomi

Islam maka dapat disimpulkan babwa;

1. XKeberadaan HaK1 sebagai hatta kekayaan kalau dipandang dari segi tujuan
-dari magashid as-sayari’ah yaiti'mendatangkan manfaat dalam kehidupan
di dunia dan di akhirat dan-ia tergolong dalam permasalahan dharuriah
(primer) jadi keberadaannya. perlu dilindungi dan dipertahankan. Dengan
asumsi tersebut maka jelaslah sudah bahwa HaKI sebagai harta kekayaan
dalam perpektif ekonomi Islam mempunyaiykeabsahamhukam dengan kata
lain HaKI mempunyai kekudtan huktim /yang jelas sebagaimana harta
kekayaan. Sedangkan kalan dilihat dari..sudut, padang ekonomi. Islam.
kepemilikan terbadap HaKI tergolong kepemilikan barta yang bersifat
sempurna.  Kepemilikan sempurna disini dikarenakan sipemiliknya
mempunyai kebebasan dalam mempergunakan harta yang dimilikinya baik
dari segi manfaat maupun pengelolaannya, namun hal tersebut tidak terlepas
dan ketetapan syara’. Sedangkan kedudukan HaKI sebagai harta kekay@
ditengah masyarakat mempunyai kedudukan yang krusial, dengan demikian

keberdaannya sangat dilindungi.

18Y
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2. Bentuk pengelolaan HaKI sebagai harta kekayaan dalam kehidupan:
masyarakat melingkupi pertama, harta dinafkahkan' untuk kepentingan
pribadi -dalam konteks ibdah maupun pelaksanaan ibadah. Kedua, harta:-
dibelanjakan untuk kepentingan orang-orang tertentu }d_alam hal ini
menyangkut hubungan kepentingan antara pribadi dan orang banyak. Ketiga,
harta yang dibelanjakan untuk kepentingan sosial di mana manfaanya dapat
dirasakan Khalayak. Melibt) kedudukannya |sebagai harta maka harta
tersebut harus didisribusikan;secara,adil, dan | iklas. Konsepsi adil disini:
maksudnya harus memperhatikan kedudukanrmasyarakat. lemah dalam. hal
ini para pakir miskin, duafa,’serta’ anak-anak| yatim dan lain-lain: Tidak
‘hanya ity nilai harta yang terkandung dalam-HaKI diharuskan tidak hanya-
beredar dalam ruang lingkup pribadimalaikan dalam tataran-yang lebih: luas.
Sehingga keberadaannya sebagai harta kekeyaan benar-benar tercapai yang'
akhirnya bisa mewujudkan “a/falak. ‘Kemudidn ‘sisi lain dari’ pengelolaan
HaK1 yang terkait dengan ilmu, pengetahuan yarg bersifat immateri terdiri;
pertama, asas pengembangan iptek berdasarkan aqidah Islam. Kedua,
-adanya jaminan hak dasar anggota masyarakat dan yang ketiga, tradisi:
penjagaan literatur. Pengelolaan yang bersumber dari asumsi tersebut dapat
menghantarkan kepada makna HaKI sebagai sarana dalam pengembangan
ilmy pengetahuan yang akhimya membentuk manusia yang humanis dan

berperadapan.
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B. Kiritik dan Saran

1.

Keberadaan HaKI sebagai tata aturan hukum yang berlaku sekarang hanya
tertuju kepada bentuk perlindungan yang bersifat nigatif atau min nahiyatil
‘adam. Perlindungan tersebut tertuju kepada unsur sanksi scbagai
kensekuensi  terhadap tindak kejahatan di bidang ilmu pengetahuan.
‘Sedangkan unsur perlindungan dalam bentuk positifnya atau min nahiyatil
wujud kurang diperhatikan sehingga keberdaannya sebagai- harta kekayaan
tidak tampak. Perlindungan; dalam/ bentuk, positif ini tertuju kepada
konvensasi yang berkenaan dengan kesejahteraan ekonomi yang diperoleh si
pemilik karya intelektual.
Keberdaan HaKl pada masa/ sekarang. masih mementingkan aspek.
prbadinya dar pada, aspek kemasyarakatannya. Hal dni terlihat dari
konvensasinya sebagai harta kekayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dimana HaK1 hanya bisa difiikmati olel ‘pihak-paihak yang mempunyai
-‘wewenang kekuasaan yang lebih besar dalam tatanan/kehidupan masyarakat:
HaKl seharusnya menjadi pasilitator dalam menciptakan kehidupan.
masyarakat yang berperadapan. HaKI sebagai sebuah sarana dalam
menciptakan kesejahteraan baik dalam bidang ilmu pengetahuan serta dalam
bidang ekonomi. Bukan menjadikan masyakat berpandangan bahwa HaKI
sebagai bentuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan.
Harus adanya selarasan padangan masyarakat dengan tujuan dari HaKI,

dengan demikian akan terjadi keseimbangan dalam implementasi HaKI
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sebagai harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demukian
keberdaannya akan menjadi pemicu persaingan dalam mengeksplorasi ilmu
pengetahuan yang ada di alam semesta ini dimana hal tersebut merupakan
hikmah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.yang mau berusaha. dan

menggunakan akalnya secara maksimal.
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